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BENGKULU – Pemprov Bengkulu menggelar 
Rapat Koordinasi (rakor) Kemenko Maritim 
dan Investasi beserta stakeholder dalam rangka 
percepatan pembangunan infrastruktur major 
project dan Proyek Strategis Nasional (PSN), 
Kamis (17/12). Ditargetkan pembangunan ini 
tuntas pada tahun 2024.

“Sudah masuk dalam PSN dan pengang-
garannya sudah terploting dalam RPJM. Yang 
diharapkan selesai sebelum tahun 2024. Dari sisi 
infrastruktur dan anggarannya pasti, dan mulai 
dikerjakan tahun depan,” kata Gubernur Beng-
kulu Rohidin Mersyah usai mengikuti rakor ber-
sama Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, 
Perkotaan, dan Sumber Daya Air (SDA) Deputi 
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 
Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat 
di Ruang VIP Pola Kantor Gubernur Bengkulu.

Proyek Strategis Nasional Dipercepat 

Target Sebelum 2024, 

TUNTAS
YUNIKE/RB

RAKOR: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat mengikuti rakor percepatan pembangunan 
infrastruktur major project dan PSN, Kamis (17/12) di Kantor Gubernur Bengkulu. Bersama As-
dep Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan SDA Kemenko Maritim dan Investasi Rahman Hidayat. 
Serta Bupati BU dan Bupati RL.

RIRIS/RB

PEMBUKAAN : Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Emex Verzoni membuka kotak suara yang ma-
sih disegel, disaksikan oleh ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Persadaan Harahap, kemarin.

Rohidin-Rosjonsyah Menang Telak, 
Agusrin-Imron Gugat ke Bawaslu 

Predator Seksual Anak 
Dipenjara, Dikebiri, 
Lalu Dipermalukan

JAKARTA - Butuh waktu empat tahun bagi 
pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana 
hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual 
terhadap anak. Yakni, lewat terbitnya PP Nomor 
70 Tahun 2020 baru-baru ini. PP itu mengatur 
pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat de-
teksi elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan 
identitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

1.  Pelaku persetubuhan terhadap anak dikenai 
kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elek-
tronik.

2.  Pelaku pencabulan terhadap anak hanya dike-
nai pemasangan alat deteksi elektronik.

3.  Kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi ele-
ktronik berlaku maksimal dua tahun dan wajib 
disertai rehabilitasi tiga bulan setelah eksekusi.

4.  Kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elek-
tronik dilakukan begitu pelaku keluar dari lapas.

5.  Eksekusi kebiri kimia diawali asesmen klinis 
dan psikiatris.

6.  Bila hasil asesmen menyatakan tidak layak 
dikebiri, eksekusi ditunda enam bulan sambil 
diasesmen ulang.

7.  Identitas pelaku kekerasan seksual terhadap 
anak diumumkan begitu pelaku keluar dari 
lapas.

8.  Pengumuman identitas pelaku dilakukan se-
lama satu bulan penuh.

9.  Identitas pelaku diumumkan di papan pengu-
muman, website kejaksaan, media massa, me-
dia sosial, dan ruang-ruang publik lainnya.

10. Identitas pelaku yang diumumkan meliputi 
nama, foto terbaru, NIK, tempat/tanggal lahir, 
jenis kelamin, dan alamat domisili terakhir.

  Sisa Insentif Nakes 
 Segera Dibagikan
 Bertambah 
 80 Kasus Positif

BENGKULU – Pemprov Bengkulu mu-
lai mempersiapkan Bapelkes Provinsi 
Bengkulu untuk dijadikan Rumah Sakit 
(RS) Darurat. Mulai dari mempersiap-
kan regulasi, Sumber Daya Manusia 
(SDM), perlengkapan sarana yang 
dibutuhkan termasuk insentif terkait 

keuangan. 
“Rumah sakit darurat ini diperuntu-

kan yang memiliki gejala ringan dan 
sedang karena ruang isolasi di RSMY 
tidak mampu lagi menampung pasien 
yang terkonfirmasi. Nantinya di RSMY 
cukup kasus berat saja,” kata Sekdaprov 
Bengkulu Hamka Sabri usai Rapat 
Koordinasi (rakor) evaluasi tahun 2020 
dan kesiapan tahun anggaran 2020 khu-
susnya terkait penanganan Covid-19, 
Kamis (17/12) di Kantor Gubernur 
Bengkulu.

IST/RB/MCPEMPROV

PIMPIN RAPAT: 
Sekdaprov 

Bengkulu 
Hamka Sabri 

saat memimpin 
rakor evaluasi 

tahun 2020 dan 
kesiapan tahun 
anggaran 2020 

khususnya 
terkait penan-

ganan Covid-19, 
Kamis (17/12).

Siapkan Regulasi dan Anggaran

Agusrin-Imron Gugat ke Bawaslu 

HASIL PLENO KPU PROVINSI BENGKULU 
ATAS PEROLEHAN SUARA PILGUB 2020 

KPU Helmi-  Rohidin- Agusrin- 
  Muslihan  Rosjonsyah  Imron Rosyadi

  Kota Bengkulu 63.882 47.498 37.793
 Benteng  22.571 22.553 13.418
 Kepahiang  24.296 40.606 17.033
 Rejang Lebong  42.816 63.343 34.109
 Lebong  14.006 33.621 15.073
 Bengkulu Utara  45.839 48.785 48.980
 Mukomuko   34.727 38.972 20.528
 Seluma 39.168 37.720 33.674
 Bengkulu Selatan 17.063 50.706 29.762
 Kaur  23.996 34.276 17.946

Total  328.364 418.080  268.316

Poin-Poin PP 70/2020

Minta Pemungutan Suara Ulang 
BENGKULU  -  Komisi Pemilihan 

Umum (KPU ) Provinsi  Bengkulu 
mengge lar pleno rekapitulasi penghi-
tungan suara Pemilihan Gubernur 
tahun 2020, kemarin (17/12). Didapati 
bahwa Paslon nomor urut 2 Rohidin 

Mersyah-Rosjonsyah menang 
telak dengan 418.080 suara. 
Lalu Helmi Hasan-Muslihan 
dengan 328.364 suara, dan 
Agusrin M Najamudin-Imron 
Rosyadi dengan 268. 316 suara.

Baca ROHIDIN...Hal 7
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Rohidin-Rosjonsyah Menang Telak,... 
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Sambung Rohidin, sejak seta-
hun lalu, kita sudah melakukan 
rapat khusus dengan Bappenas, 
Menko Perekonomian dan Men-
ko Maritim Investasi. “Waktu itu 
menyepakati program strategis 
yang bersifat merger, yaitu di 
Pulau Enggano,” kata 

Lanjutnya beberapa proyek 
strategis nasional, meliputi pem-
bangunan jalan poros utama dari 
bandara sampai ke Pelabuhan 
Kahyapu, membangun lingkar 
luar Pulau Enggano, Pemban-
gunan pelabuhan Kahyapu dan 
Malakoni, pengembangan ban-
dara Enggano, penambahan rute 
penerbangan dari Jakarta ke Eng-
gano atau Bandara Fatmawati.

Rohidin juga meminta agar 
dibuat regulasi yang melibatkan 
masyarakat adat untuk pem-
bangunan di Pulau Enggano. 
Supaya masyarakat lokal tidak 
menjadi tamu di wilayahnya 
sendiri. “Kita harus selalu  meli-
batkan masyarakat adat di sana. 
Terutama mengenai perizinan 
pemanfaatan kawasan hutan di 
Enggano,” tegas Gubernur.

Menurut Rohidin, pembangu-
nan insfrastruktur ini sebagai 
urat nadi untuk menghubungkan 
kawasan produksi dengan distri-
busi, mempermudah akses ke 
kawasan wisata, mendongkrak 
lapangan kerja baru, dan mem-
percepat peningkatan nilai tam-
bah perekonomian masyarakat 
Bengkulu.

Pembangunan yang dilakukan 
di Provinsi Bengkulu merupakan 
hasil kerja sama yang baik antar 
semua pihak yang didukung oleh 
masyarakat. Maka, cita-cita bers-
ama untuk menjadikan Bengkulu 
Maju akan membuahkan hasil 
yang maksimal. Seperti, pemban-
gunan jalan Trans Pulau Enggano 
yang masuk dalam kawasan ad-
ministratif Kabupaten Bengkulu 
Utara. Pulau yang memiliki luas 
400,6 Km² ini dihuni oleh pen-
duduk sebanyak 3.800 jiwa. 

“Enggano memiliki komoditas 
pertanian yang cukup unggul, 
begitu juga sektor perikanannya 
namun aksesnya masih terbatas. 
Inilah yang terus kita dorong, mu-
lai dari pengembangan pelabu-
han, jalan, bandara sebagai akses 

utama distribusi. Enggano juga 
dikenal sebagai surga bahari ten-
tu minat wisatawan juga tinggi,” 
papar Rohidin dalam rakor.

Saat ini akses transportasi di 
Enggano berupa jalan lingkar 
dengan aspal penetrasi sepan-
jang 22,7 Km, didukung dengan 
keberadaan Bandara Enggano 
sebagai bandara evakuasi, mem-
buka daerah terisolir, membuka 
pertumbuhan ekonomi, alih 
moda dan pariwisata. Bandara ini 
memiliki runway sepanjang 1.600 
m x 30 m, area parkir pesawat 100 
m x 80 m, taxi way 106 m x 23 m.

Bandara yang berada di Kam-
pung Pikek, Desa Banjarsari 
ini membutuhkan peningkatan 
sarana prasarana penunjang, 
rehabilitasi dan pemeliharaan 
prasarana, maupun penyediaan 
jaringan telekomunikasi. Se-
mentara, untuk pengembangan 
pelabuhan sebagai jalur distri-
busi di Pelabuhan Malakoni dan 
Pelabuhan Kahyapu. 

Selain percepatan pembangu-
nan di Pulau Enggano Kabupaten 
Bengkulu Utara, percepatan pem-
bangunan infrastruktur major 
project dan PSN lainnya, yaitu 
update progress Sistem Penyedi-
aan Air Minum (SPAM) Regional 
di Bengkulu Tengah, serta pem-
bangunan jalan tol Lubuk Ling-
gau - Curup – Bengkulu.

Bakal Dilalui Jalan Tol
Percepatan pembangunan ten-

tu saja masih difokuskan pada 
keberadaan tol yang akan ter-
koneksi dengan kawasan Sumatra 
bagian tengah dan Pelabuhan 
Pulai Baai. Ini akan memberikan 
pengaruh positif pada berbagai 
sektor. Kelancaran transportasi 
akan memudahkan akses logis-
tik, mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyarakat dan menun-
jang geliat pariwisata di Provinsi 
Bengkulu.

Bila sebelumnya akses tol diran-
cang melintasi dari Kota Begkulu, 
Bengkulu Tengah, Kepahiang-
Lubuk Linggau, saat ini telah 
dilakukan revisi agar tol juga 
melintasi wilayah Curup, Kabu-
paten Rejang Lebong. Sehingga 
dapat diakses warga setempat. 
Gubernur Rohidin pun mendu-
kung usulan yang disampaikan 
Bupati Rejang Lebong Ahmad 

Hijazi yang juga hadir saat rakor 
kemarin.

“Mengingat Rejang Lebong se-
bagai penghasil komoditi pangan 
yang mayoritas berupa sayuran, 
sehingga bila ada tol di sana, 
distribusi hasil bumi tentu akan 
semakin lancar dan pertumbu-
han ekonomi terus meningkat. 
Ini juga yang harus menjadi 
pembahasan lebih lanjut,” beber 
Rohidin.

Sementara itu, Asdep Infra-
struktur Dasar, Perkotaan, dan 
SDA Deputi Bidang Koordinasi 
Infrastruktur dan Transportasi 
Kemenko Maritim dan Investasi 
Rahman Hidayat, menerangkan, 
major project kewilayahan ber-
tujuan untuk meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi, memenuhi 
pelayanan dasar serta mengu-
rangi kesenjangan dan menjamin 
pemeratan antar wilayah.

Sedangkan major project lin-
tas sektoral diharapkan mampu 
menjadi langkah kongkrit dalam 
mengatasi permasalahan yang 
melibatkan berbagai stakeholder 
pembangunan. Major project 
diharapkan juga dapat menjadi 
acuan pembahasan dalam berb-
agai forum koordinasi pemerin-
tah pusat dan pemerintah daerah. 

“Untuk memastikan kesiapan 
pelaksanaan major project serta 
dukungan yang dibutuhkan dari 
berbagai instansi yang terli-
bat, baik itu pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan badan 
usaha masyarakat,” jelas Rah-
man.

Rahman menambahkan, major 
project sebagai penekanan ke-
bijakan dan pendanaan dalam 
RPJMN berupa proyek prioritas 
terpilih atau pengintegrasian 
beberapa proyek prioritas yang 
dapat bersifat lintas program 
prioritas, kegiatan prioritas dan/
atau prioritas nasional. Dalam 
major project di pulau-pulau kecil 
terluar, pulau Enggano menjadi 
salah satu lokasi pengerjaan jalan 
trans 2020-2024 yang pelaksa-
naannya dari Kementerian PUPR 
dan pemda.

“Saya baru pulang dari Pulau 
Enggano, bila dibandingkan den-
gan kedatangan saya beberapa 
tahun lalu, memang kondisinya 
sekarang jauh lebih baik.,” pung-
kas Rahman. (key)

Menyikapi proses dan perole-
han suara Pilgub, Agusrin-Imron 
memastikan mengajukan gugatan 
ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. 
Laporan juga ditembuskan ke Ba-
waslu RI dan KPU RI. “Sementara 
itu kami ke Bawaslu,” kata Jubir 
Agusrin-Imron, Suryawan Halusi, 
tadi malam. 

Suryawan menyampaikan pi-
haknya banyak menemukan 
temuan dugaan pelanggaran 
dalam pelaksanaan Pilgub. “Bah-
wasanya suara 03 sebagaimana 
yang diungkapkan oleh beberapa 
KPPS di kabupaten. Yang telah 
memberikan pernyataan di atas 
materai dan rekaman videonya 
ada. Yang memang saat ini belum 
bisa kami sampaikan, namun itu 
sifatnya bisa kami pertanggung-
jawabkan,” sampai Suryawan.

Dikatakannya, bahwa ada per-
buatan TMS, yakni terstruktur, 
masif dan sistematis yang mo-
dusnya adalah penggelembungan 
suara, membatalkan suara, dan 
modus modus lainnya. “Dan itu 
kesaksiannya ada. Dan ketika kita 
hubungkan bahwa modus itu 
adalah suara yang tidak sah maka 
totalnya berkisar 68.000 dan ini 
sangat fantastis,” tambahnya.

Ditambahkan, Irwandi, salah 
satu tim paslon 03, menyebutkan 
bahwa ada indikasi kecurangan 
melalui surat suara. Ia menjelas-
kan kelebihan surat suara, itu 
jumlahnya bisa  dihitung den-
gan jumlah DPT ditambah 2,5 
persen. Namun, menurutnya ada 
yang aneh. Pasalnya pihaknya 
menemukan adanya surat suara 
melebihi jumlah itu. 

“Contohnya di Bengkulu Utara 
kami sudah hitung ada 182 surat 
suara yang lebih, Rejang Lebong 
ada 348 surat suara, Kota 340 
surat suara lebih. Maka kita ya-
kini bahwa setiap kabupaten kota 
surat suara yang didistribusikan 
oleh KPU Provinsi Bengkulu itu 
berlebihan,” ungkapnya.

Ia pun mencoba membayang-
kan jika ada 100 surat suara yang 
dicoblos oleh kandidat lain atau 
dengan metode kecurangan. 
Maka sudah berapa suara yang 
didapatkan. Ini menciderai de-
mokrasi di Bengkulu yang harus 
bermartabat.

“Yang pasti saya tegaskan kita 
menuntut keadilan, dan kita minta 
kepada penyelenggara untuk 
mengadakan pemilihan ulang di 
Provinsi Bengkulu,” tegasnya.

Namun untuk langkah selanjut-
nya, ia bersama tim akan berkoor-
dinasi dengan Agusrin-Imron, un-
tuk langkah apa yang selanjutnya 

mereka lakukan.
Terpisah, rencana gugatan itu 

Juru bicara Rohidin-Rosjonsyah, 
Zulkarnain Kaka Jodho, mem-
persilakan untuk pihak mana pun 
yang hendak melakukan gugatan 
untuk hasil pleno rekapitulasi 
penghitungan suara ini.

“Silakan sajalah, tapi rakyat 
Bengkulu hari ini menghargai 
sebuah kemenangan itu sebagai 
suka cita. Kemenangan ini adalah 
kemenangan masyarakat,” kata 
Zulkarnain.

Apalagi tingkat partisipasi ma-
syarakat, lanjut Zulkarnain, meski-
pun hujan badai itu diatas 80 
persen. Artinya golput kecil sekali, 
dalam Pilkada serentak ini.

“Dan bagi teman-teman 03 mau 
menggugat silakan saja. Kalau kita 
mau saling membuka kan, pasti 
semuanya punya juga. Yang jelas 
kita saling mendoakan, apalagi 
pandemi Covid-19 semakin me-
ningkat,” tukasnya

Ia pun menyampaikan pesan 
dari Rohidin Mersyah bahwa 
pihaknya memberikan apresiasi 
kepada walikota Bengkulu yang 
mengeluarkan surat edaran untuk 
mencegah kerumunan. Selain 
itu, pihaknya juga mendoakan 
untuk paslon 03, khusunya Imron 
Rosyadi agar segera diberikan 
kesembuhan, pasalnya beliau kini 
sedang sakit dan dirawat disalah 
satu rumah sakit kota Bengkulu.

Di tempat terpisah, Komisioner 
KPU Provinsi Bengkulu, Dar-
linsyah menyampaikan bah-
wa Provinsi Bengkulu menjadi 
provinsi pertama se-Indonesia 
yang menggelar rekapitulasi suara 
Pilkada. Pasalnya sesuai jadwal 
tanggal 16-20 Desember ini, telah 
ditetapkan sebagai waktu untuk 
rekapitulasi perhitungan suara.

“Ini hari kedua ya, namun hari 
ini (kemarin, red) kita yang per-
tama menggelar Pleno se-Indo-
nesia, sedangkan Provinsi lain itu 
rata-rata besok (hari ini, red),” kata 
Darlinsyah, kemarin.

Dikatakannya, untuk rekapitula-
si suara Pilgub Bengkulu ini, telah 
di diselesaikan oleh KPU ditingkat 
Kabupaten/Kota. Dimana dalam 
pelaksanaannya, seluruh hak pilih 
sudah terlindungi dan tidak ada 
halangan untuk mendapatkan 
hak pilihnya.

“Kita juga tidak ada laporan 
pelanggaran Protokol Kesehatan. 
Dan dilapangan juga tetap bersin-
ergi,” tambah Darlinsyah.

Dalam pleno itu, juga ada reko-
mendasi dari Bawaslu provinsi 
Bengkulu, dan dipastikan akan 
segera ditindaklanjuti terkait 
rekomendasi itu. Dimana selama 
3 hari setelah hasil Pleno ditetap-
kan, maka Paslon berhak untuk 
menyampaikan tuntutan ke Mah-
kamah Konstitusi (MK). 

“Jika tidak ada maka tentu akan 
clear. Mudah-mudahan Pleno 
yang diagendakan sampai dengan 
tanggal 20 ini berjalan dengan 
baik dan tida ada masalah,” tutur 
Darlinsyah.

Komisioner KPU Provinsi Emex 
Verzoni menyebutkan ada 2 me-
kanisme laporan yang dapat dis-
ampaikan Paslon jika merasa 
keberatan dengan hasil Pleno. Di-
antaranya yakni menyampaikan 
keberatan ke MK dan Bawaslu.

“Jika soal selisih suara itu ke MK. 
Kalau soal pelanggaran prose-
dur, pelanggaran tata cara dan 
mekanisme itu disampaikan ke 
Bawaslu,” jelas Emex.

Ia menjelaskan bahwa jika me-
mang ada laporan. Maka harus 
memiliki dasar yang kuat. Ini agar 
KPU selaku penyelenggara Pemilu 
dapat menindaklanjuti.

“Sejauh ini belum ada perma-
salahan. Namun jika memang 
nanti ada laporan, maka kita 
imbau Paslon yang melapor itu 
memiliki bukti yang kongkrit. 
Dalam hal ini jelas kejadiannya, 
mulai dari data, kejadian, tempat 
kejadian, seperti apa kejadiannya 
dan juga saksinya haruslah jelas,” 
tutupnya. (war)

Rapat yang digelar bersama Di-
nas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Bengkulu, pihak RSMY Bengkulu, 
Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD) Provinsi Beng-
kulu, terangnya, membahas per-
siapan RS darurat . RS darurat ini 
tidak sembarang terbentuk, ada 
persyaratan-persyarat yang harus 
dilalui. Mulai dari kesiapan regu-
lasi SDM, hingga perlengkapan 
sarana dan prasarana. 

“Anggaran persiapan untuk RS 
darurat, khusus Bapelkes disiap-
kan dari APBD provinsi. Sedang-
kan untuk 3 RS darurat lagi yang 
Bengkulu Utara, Rejang Lebong 
dan Bengkulu Selatan itu dari 
kabupaten masing-masing yang 
menyiapkannya,” jelas Hamka.

Hamka menerangkan Bapelkes 
sebelumnya digunakan untuk 
mengkarantina petugas kesehatan 
yang ikut menangani Covid-19. 
Namun ketika nanti Bapelkes di-
gunakan untuk pasien Covid-19 
maka lokasi karantina petugas 
medis rencananya akan dialihkan 
ke Asrama Haji. Saat ini dalam 
proses  pengajuan peminjaman.

 “Kalau LPMP sudah jalan, dan 
untuk Asrama Haji hari ini kita 
tandangan surat pengajuannya,” 
jelas Hamka.

Sementara terkait evaluasi pen-
anganan Covid-19 pada tahun 
2020 di Provinsi Bengkulu telah 
dilaksanakan secara baik. Ber-
dasarkan hasil audit BPK RI, se-
cara administrasi dan pertang-

gungjawaban anggaran, pelaksa-
naan atas penanganan Covid-19 
Provinsi Bengkulu tidak ada per-
masalahan.

“Untuk evaluasi dari BPK sendiri, 
Provinsi Bengkulu tidak ada per-
masalahan,” demikian Hamka. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ke-
sehatan (Dinkes) Provinsi Beng-
kulu Herwan Antoni mengatakan 
sisa pembayaran insentif tenaga 
kesehatan (nakes) dalam waktu 
dekat akan segera dibayarkan. 
Saat ini pengajuan  masih dalam 
proses verifikasi.

“Sisa insentif tenaga nakes di 
RSMY dan di Bapelkes beberapa 
belum dibayarkan masih dalam 
proses pengajuan semua. Mudah-
mudahan dalam waktu dekat ini 
selesai dan bisa dibayarkan,” kata 
Herwan. 

Lanjut Herwan, sisa insentif ini 
akan sekaligus dibayarkan dalam 
bulan ini. Untuk itu Herwan ber-
harap tenaga nakes dapat bersabar 
karena proses pencairannya ting-
gal beberapa tahap lagi. “Tergan-
tung pengajuan kalau pengajuan-
nya cepat, cepat juga pencairan-
nya. Saat ini masih dalam proses 
verifikasi,” jelas Herwan.

Ditambahkan Herwan, jumlah 
kasus konfirmasi positif Covid-19 
di Provinsi Bengkulu kembali 
bertambah. Per Kamis (17/12) 
terdapat tambahan sebanyak 80 
kasus baru sehingga total kasus 
positif hingga saat ini tembus 
2.779 kasus. Kasus positif baru ini 
berasal, dari total sampel swab 
yang keluar hasil pemeriksaannya 

sebanyak 313 sampel.
“Dari total sampel hasil pemer-

iksaan yang keluar diketahui 80 
sampel dinyatakan konfirmasi 
positif Covid-19,” terang Herwan.

Kasus baru ini, meliputi yaitu 
penambahan dari Kota Bengkulu 
sebanyak 22 kasus, Kabupaten 
Rejang Lebong sebanyak 1 ka-
sus, Bengkulu Utara sebanyak 30 
kasus, Kepahiang sebanyak 15 
Kasus, Seluma sebanyak 1 kasus 
dan Mukomuko sebanyak 11 ka-
sus. Selain terdapat penambahan 
kasus positif baru, kemarin juga 
ada penambahan kasus sembuh 
sebanyak 50 kasus sehingga total 
kasus sembuh sebanyak 1.814 
orang. 

“Kemudian, penambahan kasus 
meninggal sebanyak sebanyak 2 
kasus yakni kasus 2.777 asal Ka-
bupaten Seluma dan kasus 2615 
asal Kota Bengkulu. Untuk total 
kasus meninggal dunia sebanyak 
100 orang,” jelas Herwan. 

Herwan mengingatkan dengan 
melonjaknya kasus Covid-19 
saat ini, masyarakat kembali di-
ingatkan bahwa Covid-19 masih 
mengintai. Sehingga protokol kes-
ehatan, yaitu 3 M seperti menggu-
nakan masker, menjaga jarak, dan 
rajin mencuci tangan harus tetap 
disiplin dilakukan masyarakat. 
Sebagai upaya dari pencegahan 
penyebaran Covid-19.

“Paling penting itu upaya pence-
gahan, dan butuh peran serta 
masyarakat dengan memperketat 
penerapan protokol kesehatan,” 
imbuh Herwan. (key)

RIRIS/RB

KETERANGAN: Tim Agusrin-Imron menggelar konferensi pers 
terkait hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara, kemarin.

Yang diatur adalah tahapan 
pelaksanaan dan jangka waktu-
nya. Sementara, prosedur teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dalam peraturan menteri 
kesehatan. Kebiri kimia atau pema-
sangan alat deteksi elektronik 
merupakan hukuman tambahan 
selain pidana pokok. Hukuman itu 
akan dilaksanakan begitu pelaku 
selesai menjalani pidana pokok 
atau keluar dari lapas.

   Sebelum dikebiri, pelaku akan 
menjalani penilaian klinis dari 
tim dokter dan psikiater. Dia akan 
menjalani pemeriksaan fisik dan 
penunjang serta diwawancarai 
oleh psikiater. Dari situ, tim dok-
ter dan psikiater akan membuat 
kesimpulan. Apakah pelaku layak 
untuk dikebiri. 

Bila dinyatakan layak, pelaku 
akan dikebiri di RS disaksikan 
jaksa dan perwakilan Kemenkum 
HAM, Kemensos, dan Kemenkes. 
Usai pelaksanaan, jaksa wajib 
memberitahu korban atau kelu-
arganya. Namun, bila kesimpulan 
klinis menyatakan pelaku tidak 
layak, bukan berarti dia akan 
bebas dari hukuman. Kebiri akan 
ditunda enam bulan untuk pe-
nilaian ulang.

Sementara, pemasangan alat 
deteksi elektronik tidak perlu me-
lalui penilaian klinis sebagaimana 
kebiri. Begitu pelaku selesai men-
jalani hukuman pokok, atau paling 
lama satu bulan sebelum selesai, 
dia langsung dipasangi alat deteksi 
elektronik. Kemenkes hanya perlu 
memeriksa dan menentukan 
bagian tubuh mana yang akan 
dipasangi alat.

Pemberian hukuman tambahan 
bergantung pada jenis perbuatan. 
Bila perbuatannya adalah persetu-
buhan dnegan anak, maka pelaku 
akan dikebiri plus dipasangi alat 
deteksi elektronik. Sementara, 
bila perbuatannya masuk kategori 
pencabulan terhadap anak, huku-
man tambahannya berupa pema-
sangan alat deteksi elektronik saja. 
Dia tidak akan dikebiri.

Predator seksual anak tidak 
hanya mendapatkan dua jenis 
hukuman itu. Sesuai amanat 
UU 17/2016 tentang pengesa-
han Perppu Perlindungan Anak, 
identitas si predator juga akan 
dipublikasikan. Mulai nama, foto, 
hingga alamat domisili dia saat ini. 
PP mengamanatkan publikasi se-
lama satu bulan penuh di berbagai 
platform yang ada. 

Mulai papan pengumuman, web 
kejaksaan, media massa cetak 
maupun elektronik, hingga media 
sosial. ’’Yang dimaksud dengan 
’media cetak dan elektronik’ ter-
masuk di ruang publik seperti 
pusat perbelanjaan, stasiun, dan 
terminal,’’ bunyi penjelasan PP 
tersebut.

Meski sudah dihukum dan di-
permalukan di depan publik, 
PP memastikan bahwa predator 
seksual anak juga berhak dire-
habilitasi. Dia akan mendapat-
kan rehabilitasi psikiatrik, sosial, 
dan medik tiga bulan setelah 
eksekusi hukuman tambahan di-
laksanakan. Harapannya, pelaku 
bisa menjalani kehidupannya 
dengan wajar setelah keluar dari 
penjara dan mendapat hukuman 
tambahan.

Anggota Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) Putu El-

vina menuturkan, PP menjadi 
salah satu elemen untuk memas-
tikan sebuah UU bisa diimple-
mentasikan. Dalam hal ini, PP 
70/2020 akan memberi kejelasan 
bagi aparat penegak hukum un-
tuk mengimplementasikan UU 
17/2016. 

Selama empat tahun terakhir, 
pelaksanaan amanat UU tersebut 
memang masih minim. ’’Data 
pasti keputusan pengadilan yang 
menggunakan UU ini yaitu kasus 
di Mojokerto,’’ terangnya saat 
dikonfirmasi kemarin (17/12). 
Kasus yang dimaksud adalah 
perkosaan terhadap sembilan 
anak yang dilakukan Muh Aris. 
Hakim menjatuhkan hukuman 12 
tahun penjara plus kebiri kimia.

Menurut Putu, untuk saat ini 
masih sulit mengukur ataupun 
mengevaluasi efektivitas huku-
man tambahan itu. Apakah akan 
membuat kejahatan seksual ter-
hadap anak bakal menurun atau 
efek jera terhadap pelaku, belum 
bisa dipastikan. ’’Karena memang 
pelaksanaan atas vonis berupa 
tindakan tersebut belum dapat 
dilaksanakan sampai terpidana 
selesai menjalani pidana pokok,’’ 
lanjutnya.

Dalam kasus Mojokerto misal-
nya, eksekusi baru bisa dilakukan 
pada 2031. Dengan asumsi Aris 
sama sekali tidak mendapatkan 
remisi selama 12 tahun di penjara. 
UU perlindungan anak mengam-
anatkan predator seksual anak di-
penjara minimal 5 tahun. Bahkan, 
hukuman ditambah sepertiganya 
bila pelaku berstatus orang-orang 
dekat korban, pendidik, aparat, 
atau pelaku yang melakukan 
bersama-sama. (byu/jpg)

DPR: Bentuk Pansus, 
Libatkan Nasabah

JAKARTA – PT Asuransi Jiwas-
raya (Persero) menawarkan skema 
restrukturisasi untuk anggota 
forum korban badan usaha milik 
negara (BUMN) tersebut. Namun, 
para nasabah pemegang polis 
Jiwasraya Saving Plan tidak puas 
dengan tawaran itu. Mereka me-
minta win-win solution, bukan 
seperti yang tercantum dalam 
skema restrukturisasi tersebut. 

Dalam pernyataan bersama yang 
Jawa Pos terima pada Rabu lalu 
(16/12), forum korban menyebut 
skema restrukturisasi itu tidak 
jelas. Padahal, Jiwasraya jelas 
bersalah dalam kasus gagal bayar 
tersebut. Selain Jiwasraya, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Kemen-
terian BUMN harus bertanggung 
jawab. Karena itu, forum korban 
meminta OJK melakukan mediasi 
dengan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Anis 
Byarwati mendukung reaksi ter-
tulis Forum Korban BUMN Asur-
ansi Jiwasraya tersebut. Kasus 
gagal bayar itu, salah satunya, 
diakibatkan kesalahan tata ke-
lola perusahaan. Pengawasan 
oleh OJK, menurut Anis, juga 
lemah. Demikian juga dengan Ke-
menterian BUMN sebagai kuasa 
pemegang saham negara. 

Anis mendesak DPR mengusut 
tuntas kasus tersebut. Langkah 
awalnya bisa dengan membentuk 
panitia khusus (pansus) karena 
ada indikasi bahwa fraud su-

dah berlangsung lama. ”Namun, 
dalam perkembangannya, tidak 
ada pembentukan pansus untuk 
Jiwasraya,” katanya kepada Jawa 
Pos.

Anis menegaskan, kasus Jiwas-
raya harus diusut tuntas. Jangan 
sampai pemerintah hanya men-
gambil jalan pintas. Misalnya, 
dengan menggelontorkan pe-
nyertaan modal negara (PMN) 
dan merugikan nasabah. Harus 
komprehensif. Artinya, melibat-
kan nasabah secara aktif dalam 
pemenuhan hak dan kewajiban-
nya. ”Jangan sampai kerugian 
negara karena pengelolaan yang 
buruk dan indikasi fraud ini di-
bebankan kepada rakyat melalui 
APBN,” ungkapnya.

Menurut Anis, kasus itu menjadi 
pelajaran penting bagi masyara-
kat. Khususnya, nasabah-nasabah 
asuransi tanah air. Banyaknya 
korban mencerminkan minimnya 
edukasi tentang asuransi terhadap 
masyarakat. 

Di sisi lain, nasabah juga sering 
enggan bertanya tentang skema 
asuransi yang dia ikuti. ”Apalagi, 
perusahaan asuransi ini adalah 
milik negara yang seharusnya pal-
ing terpercaya,” imbuhnya.

Terkait produk saving plan, seha-
rusnya OJK mempertimbangkan 
kondisi keuangan Jiwasraya yang 
tidak sehat. Sayangnya, regulator 
tetap memberikan izin. 

Secara terpisah, staf khusus 
Menteri Badan Usaha Milik Neg-
ara (BUMN) Arya Sinulingga 
menyebutkan bahwa pemerintah 
memberikan PMN sebesar Rp 

22 triliun untuk menyelamatkan 
Jiwasraya. Dana tersebut akan 
diberikan dua tahap. Sebesar Rp 
12 triliun pada 2021 dan Rp 10 
triliun di 2022.

Arya menjelaskan, dana PMN 
akan diberikan kepada PT Ba-
hana Pembinaan Usaha Indo-
nesia (BPUI). Untuk kemudian, 
mendirikan anak usaha IFG Life. 
Suntikan modal tersebut mem-
berikan kepastian kepada pe-
megang polis. Khususnya bagi 
pemegang polis sejak 2018 yang 
sudah tidak mendapat haknya.

”Suntikan modal itu bukan bail 
out. Ini bail in. Yaitu, melakukan 
penanggulangan masalah, me-
masukkan modal, dan juga me-
nutupi kerugian akibat di BUMN,” 
paparnya.

Lebih detail, Tim Percepatan 
Restrukturisasi PT Asuransi Ji-
wasraya (Persero) mencatat, ada 
656 kontrak polis korporasi yang 
bersedia direstrukturisasi hingga 
15 Desember. Anggota Tim Per-
cepatan Restrukturisasi Jiwasraya 
Jangka Menengah Indra Widjaja 
mengatakan, angka tersebut su-
dah lebih dari 31 persen peme-
gang polis korporasi yang totalnya 
2.094 kontrak.

Menurut dia, para pemegang 
polis menyikapi kondisi keuangan 
Jiwasraya saat ini dengan baik. 
”Dengan capaian ini, kami opti-
mistis program restrukturisasi po-
lis Jiwasraya dapat diikuti seluruh 
pemegang polis, baik ritel, ban-
cassurance, maupun korporasi,” 
ungkap Indra dalam keterangan 
tertulis kemarin (17/12).(jpg)

Komprehensif Usut Kasus Jiwasraya 
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ARGA MAKMUR – Kasus 
Covid-19 di Bengkulu Utara 
terus meledak. Bahkan 
dalam 22 hari belakangan, 
hingga kemarin, terjadi 
penambahan sebanyak 
100 kasus positif Covid-19 
yang merupakan warga 
BU. Kemarin tercatat kasus 
tinggi sepanjang pandemi 
Covid-19 di BU dimana 
muncul 30 kasus dalam 
sehari.

Saat ini tercatat 196 ka-
sus warga BU yang ter-
papar Covid-19. Tercatat 
10 kasus warga BU me-
ninggal dengan status 
positif Covid-19, dan 126 
kasus sembuh. Masih ada 
60 warga BU yang masih 
berstatus positif Covid-19 
hingga saat ini.

Kabid Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

(P2P) Dinas Kesehatan 
BU Ujang Ismail, SKM, 
M.Ph mengatakan dari 60 
kasus tersebut, mayoritas 
melakukan isolasi man-
diri. Mereka kasus posi-
tif yang berstatus Orang 
tanpa Gejala (OTG).

“Ada juga yang gejala 
r i nga n  d a n  d i i z i n k a n 
melakukan isolasi man-
diri di rumah dengan pen-
gawasan tim medis dan 
Satgas kecamatan dan 
desa,” terangnya.

Dari penambahan kasus 
positif kemarin, terdapat 
satu kasus balita yang ma-
sih berumur satu tahun 
dan dua anak berumur 
11 tahun yang masih ber-
status pelajar. Saat ini ada 
lebih dari 8 kasus positif 
Covid-19 yang dialami 
oleh pelajar, baik tingkat 

SD, SMP maupun SMA.
“ R a t a - r a t a  m e r e k a 

mendapat penularan dari 
keluarganya yang kita 
ketahui berdasarkan hasil 
tracing. Mereka juga ber-
status tanpa gejala,” jelas 
Ujang.

Ia juga meminta Sat-
gas Covid-19 tingkat desa 
melakukan pengawasan 
pada warga yang melakukan 
isolasi mandiri. Sehingga 
memastikan penderita ti-
dak melakukan aktivitas di 
luar rumah maupun tidak 
melakukan kontak erat den-
gan warga lainnya.

“Kita terus berusaha 
menghindari terjadinya 
penularan secara meluas. 
Itu hanya bisa dilakukan 
dengan kesadaran ma-
syarakat dan penderita 
tersebut,” ujar Ujang.(qia)

100 Kasus Positif Dalam 22 Hari

Butuh Rp 40,2 Miliar
Untuk Gaji Guru PPPK

ARGA MAKMUR – Pemkab BU akan 
mengikuti rakor di KemenPAN-RB mem-
bahas persiapan perekrutan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) khusus guru non PNS, hari ini. 
Namun syarat guru honorer yang bisa 
mengikuti tes PPPK yakni wajib sudah 
masuk dalam Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) atau memiliki sertifikat pen-
didik.

Berdasarkan Dapodik, tercatat 1.600 
guru non PNS di BU yang berhak mengi-
kuti seleksi PPPK dalam program sejuta 
guru yang digagas Kemendikbud 2021 
mendatang. Namun, untuk mengangkat 
1.600 guru tersebut, BU harus menyiap-
kan setidaknya Rp 40,2 miliar untuk gaji 
PPPK tersebut tahun depan.

Berdasarkan Perpres 98/2020 tentang 
Gaji dan Tunjangan PPPK, gaji terendah 
PPPK Rp 1.794.900 per bulan dengan 
jumlah pembayaran sebanyak 14 bulan 
termasuk gaji ke-13 dan THR. Jika dika-
likan dengan 1.600 guru honorer yang 
berpeluang mengikuti tes selama 2021 
artinya gaji PPPK akan menguras APBD 
paling sedikit Rp 40,2 miliar.

Ke p a l a  B a d a n  Ke p e g aw a i a n  d a n 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BK-PSDM) BU, Drs. Setyo Budi Raharjo, 
M.Pd menerangkan dalam rapat pertama, 
syarat peserta seleksi PPPK harus terdaf-
tar di Dapodik. Pelaksanaan tes juga bisa 
dilakukan lebih dari dua kali setahun 
hingga memenuhi kuota sejuta guru. 
“Namun rakor besok (Hari ini, red) akan 
kita pertegas lagi. Bagaimana teknisnya,” 
kata Budi.

Ia mengakui PPPK dibayar melalui 
APBD, bukan APBN. Sehingga setelah 
dilakukan pengangkatan, mereka akan 
menerima gaji sesuai dengan Perpres yang 
dianggarkan dalam APBD. “Sepenuhnya 
ditanggung APBD. Sehingga semuanya 
harus dipertimbangkan oleh daerah. 
BK-PSDM hanya menangani terkait detail 
pelaksanaan tes dan penerimaan PPPK,” 
terang Budi.(qia)

SHANDY/RB 

SK CPNS: Sekda BU, Dr. Haryadi menyerahkan SK kepada 45 CPNS BU, Kamis (17/12).

ARGA MAKMUR – Terus me-
ningkatnya kasus positif Covid-19 
di Bengkulu Utara (BU), belum 
membuat Pemkab BU mengam-
bil langkah melarang aktivitas 
berkumpulnya masyarakat. Ter-
masuk pesta pernikahan, akikah 
maupun lainnya yang kini masih 
aktif digelar masyarakat.

Bupati BU, Ir. H Mian menjelas-
kan Pemkab BU sudah menggelar 
rapat dengan seluruh FKPD. 

Hasilnya memang belum me-
mungkinkan untuk melarang ak-
tivitas pesta pernikahan maupun 
kegiatan lainnya yang bisa digelar 
masyarakat. Saat ini Pemkab BU 
melalui Satgas Covid-19 baru 
memperketat penerapan protokol 
kesehatan (prokes) terutama di 
pesta pernikahan. “Artinya jika 
ada acara pesta yang tidak mener-
apkan prokes, maka mohon maaf 
kita akan bertindak tegas,” kata 

Mian.
Meskipun tidak melarang pes-

ta pernikahan, Pemkab BU tetap 
melarang aktivitas kerumunan 
yang dinilai tidak penting, sep-
erti acara-acara pesta tahun 
baru yang biasanya terjadi. 
Satgas akan melakukan penin-
dakan termasuk pembubaran 
jika ada masyarakat yang ber-
kumpul. “Saya sudah berkoor-
dinasi dengan Kapolres, Dandim 

dan Kajari. Penertiban akan 
diketatkan, jika ada kerumu-
nan masyarakat kita bubarkan 
mengingat terus bertambahnya 
kasus Covid-19,” tegasnya.

Terpisah, Kadis Pendik BU, Dr. 
Agus Haryanto, SE, MM mengakui 
sudah terbit SKB empat menteri 
terkait dimulainya Pembelaja-
ran Tatap Muka (PTM). Namun 
dengan kondisi sebaran dan 
penambahan kasus Covid-19 di 

BU, ia mengaku Pemkab BU ma-
sih berpikir dua kali. “Kita harus 
pikirkan kembali, karena yang 
terpenting tentunya kesehatan 
dan keselamatan masyarakat,” 
ujarnya.

Saat ini Dispendik BU sudah 
menerima bantuan perlengkapan 
penanganan Covid-19 di sekolah 
dari Kemendikbud berupa tem-
pat cuci tangan, masker dan hand 
sanitizer yang langsung dibagikan 

ke sekolah. Namun hal ini belum 
membuat Pemkab BU mengambil 
keputusan untuk memberlaku-
kan PTM awal tahun nanti.

“Kita masih melakukan kajian, 
karena juga akan diserahkan ke 
daerah. Melihat penyebaran saat 
ini, masih sangat rentan terhadap 
penularan, apalagi sudah ada 
klaster pendidikan, dan pelajar 
yang saat ini muncul,” ucap Agus.
(qia)

Patuhi Prokes, Pesta Belum Dilarang

Jika Ditugaskan
di Daerah Terpencil

ARGA MAKMUR – Sekda 
BU, Dr. Haryadi, MM, M.Si 
mengingatkan pada 45 CPNS 
yang dilantik kemarin, untuk 
tidak mengeluh terkait tem-
pat tugas masing-masing. 
Sebab dari 45 CPNS yang 
dilantik kemarin, mayoritas 
ditempatkan di daerah-dae-
rah yang jauh dari ibukota 
kecamatan.

Diantaranya ditugaskan di 
Kecamatan Enggano, Napal 
Putih, Ulok Kupoi dan daerah 
terpencil lainnya. Ia men-

egaskan tidak ingin menden-
gar ada CPNS yang mengeluh 
karena tempat tugas.

“Kalian yang memilih tem-
pat tugas, mengabdilah. Jan-
gan ada saya mendengar 
CPNS yang dilantik hari ini 
mengeluh karena tempat 
tugas yang jauh dari kera-
maian,” tegas Haryadi.

Ia juga mengingatkan CPNS 
tidak boleh mengajukan pin-
dah tugas minimal selama 10 
tahun bertugas. “Kita juga 
dalam melakukan rotasi PNS 
melihat kebutuhannya dan 
kemampuan PNS masing-
masing. Jika memang kita 
nilai tidak layak atau lebih 
dibutuhkan di tempat semu-

la, tentunya tidak akan ada 
rotasi,” ujarnya.

4 5  C P N S  ya ng  d i l a nt i k 
kemarin akan menerima 
gaji per 1 Januari 2021 den-
gan besaran gaji 80 persen. 
Mereka baru akan diangkat 
sebagai PNS setelah satu ta-
hun bertugas dan mengikuti 
diklat pra jabatan. “Saya 

juga meminta CPNS yang 
dilantik untuk segera ber-
tugas secepatnya, paling 
lambat Senin sudah harus 
melapor ke kepala instansi 
masing-masing.  Ke cual i 
untuk Kecamatan Enggano 
yang harus menunggu ke-
berangkatan kapal,” jelas 
Haryadi.(qia)

ARGA MAKMUR – Hing-
ga kini desa-desa belum 
bisa merancang APBDes 
untuk tahun anggaran 
2021. Penyebabnya be-
lum terbitnya Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) 
tentang belanja dana desa 
2021 yang masih harus 
ditindaklanjuti dengan 
peraturan bupati (per-
bup).

Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan 
Desa (PMD) BU, Ir. Budi 
Sampurno mengatakan 
sudah ada ketegasan be-
berapa item belanja yang 
harus dilaksanakan oleh 
desa melalui DD. Namun 

teknis besarannya belum 
bisa ditentukan. “Karena 
besaran dan waktu pelak-
sanaan akan diatur dalam 
PMK, namun PMK belum 
terbit,” ujarnya.

Salah satu yang me-
n o n j o l  u nt u k  b e l a n ja 
p e m b ay a ra n  B a n t u a n 
Langsung Tunai (BLT). 
Kementerian Keuangan 
sudah menegaskan desa 
harus tetap menganggar-
kan DD bagi masyarakat 
kurang mampu sebagai 
p r o g r a m  p e m u l i h a n 
ekonomi nasional. “Na-
mun besarannya berapa 
dan selama berapa bu-
lan belum ditentukan. 

Makanya saat ini belum 
bisa dirancang APBDes,” 
terang Budi.

Jika berkaca dari Ban-
tuan Sosial Tunai (BST) 
yang diberikan Kemensos, 
ada pengurangan jumlah 
besaran dari Rp 300 ribu 
menajdi Rp 200 ribu per 
bulan hingga Juni 2021. 
Namun belum jelas apak-
ah pengurangan itu juga 
berlaku pada BLT DD atau 
tidak. “Kita belum bisa 
menerka-nerka. Karena 
yang ditegaskan baru se-
batas BLT tersebut ada di 
DD tahun 2021, namun 
teknisnya belum,” beber 
Budi.(qia)

APBDes Tunggu PMK dan Perbup

CPNS Tidak Boleh Mengeluh
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SELUMA -  Menjelang 
penutupan tahun, ternyata 
masih ada dua desa yang 
sama sekali belum melaku-
kan pencairan anggaran 
dana desa (ADD) sejak 
Januari lalu. Dua desa itu 
ialah Desa Ujung Padang 
dan Desa Padang Kelapo 
Kecamatan Semidang Alas 
Maras (SAM). Melihat hal 
ini, Pemkab Seluma me-
lalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) 
Kabupaten Seluma masih 
mengupayakan langkah 

terbaik. Sehingga khusus 
dua desa tersebut masih 
diberikan perpanjangan 
waktu hingga pekan depan. 

Plt Kepala Dinas PMD 
Seluma, Drs Agus Jun Fad-
hillah mengatakan bahwa 
memang pihaknya saat ini 
masih mengupayakan un-
tuk mencari solusi terbaik 
bagi dua desa tersebut. 
Namun solusi tersebut itu 
tentunya tetap merujuk 
pada peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Bupati 
Seluma. 

Mengingat batas akhir 
pencairan ADD telah se-
lesai yaitu pada tanggal 15 
Desember lalu, pihaknya 
member ikan toleransi . 
B e r u p a  p e r p a n j a n g a n 
waktu untuk melengkapi 
berkas pengajuan pencai-
ran hingga pekan depan. 
Hal  ini  juga di lakukan 
sembari menunggu hasil 
rekomendasi dari Dirjen 
Bina Pembinaan Desa.

“Ya, masih kita upayakan, 
karena ADD ini kan un-
tuk operasional, sifatnya 

penting, jadi masih kita 
upayakan dengan Pemkab 
Seluma,” ujar Agus.

A g u s  m e n a m b a h k a n , 
pihaknya juga menyiap-
kan opsi lain untuk dua 
desa tersebut. Yaitu apa-
bila tidak menyertakan 
persyaratan yang diminta 
oleh Pemkab Seluma maka 
pihak desa diminta untuk 
membuat berkas penga-
juan tanpa menganggarkan 
pembayaran gaji  untuk 
perangkat desa. Sehingga 
pembayaran gaji itu sendiri 

hanya untuk kepala desa, 
BPD, pengurus masjid dan 
lainnya yang di luar jabatan 
perangkat desa. Apabila 
masih ingin membayarkan 
gaji perangkat desa maka 
diminta untuk mengikuti 
peraturan yang ada.

“Jika ingin dicairkan ada 
opsi lainnya, tapi masih 
kita rembukkan dahulu. 
Intinya kita usahakan ADD 
itu bisa dicairkan, kita min-
ta mereka segera mengu-
sulkan berkas kembali,” 
pungkasnya.(cup)

Pembangunan Tugu Bundaran 
Jaya Belum Selesai
Dinas PUPR Minta Dikebut

SELUMA - Tahun ini, ada sekitar 31 paket item 
pekerjaan fisik yang dikerjakan Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 
Seluma. Pada saat ini seluruh item pekerjaan itu 
telah berjalan dan beberapa diantaranya telah 
selesai. Hanya tersisa satu item pekerjaan yang 
belum terselesaikan. Yakni pembangunan Tugu 
Bundaran Jaya di Desa Padang Capo Ulu Keca-
matan Lubuk Sandi. Untuk itu, Dinas PUPR Se-
luma meminta agar rekanan bisa menyelesaikan-
nya tepat waktu sebelum akhir tahun nanti.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seluma, Mu-
hammad Syaipullah, SE, ST mengatakan bahwa 
sejumlah paket pekerjaan fisik di tahun anggaran 
2020 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten 
Seluma maupun dari anggaran Dana Alokasi 
Khusus (DAK) sudah dikebut penyelesaiannya. 
Hal ini terbukti dari 31 paket yang dikerjakan 
itu, hanya tersisa satu paket saja yang belum 
tuntas saat ini. Yakni pada pembangunan Tugu 
Bundaran Jaya yang dikerjakan secara Penunju-
kan Langsung (PL). 

“Yang lainnya tinggal proses pencairan, yang 
belum selesai hanya satu paket PL saja yaitu 
pembangunan tugu Bundaran Jaya,” ujarnya.

Diketahui, pembangunan Tugu Bundaran 
Jaya itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 
100 juta. Tugu tersebut dibangun dengan motif 
atau desain lenguai atau sekapur sirih. Yakni, 
salah satu adat di Selatan. Pihaknya berharap 
pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dan tidak 
melebihi batas kontrak yang ada. 

“Mudah-mudahan seluruh pekerjaan fisik 
dapat terselesaikan akhir tahun ini,”pungkasnya.

Diketahui, pekerjaan fisik yang dilaksanakan 
pada tahun ini yaitu untuk di bidang Cipta Karya 
yakni pelaksanaan pembangunan rumah dinas 
Kajari Seluma dengan anggaran Rp 1 miliar, 
rumah dinas Polres Seluma dengan anggaran 
Rp 1,7 miliar, pembangunan gedung Saber 
Pungli dengan anggaran Rp 500 juta. Serta Spam 
Sanitasi dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar. 
Sedangkan untuk di Bidang Bina Marga yakni 
di Desa Kuti Agung dengan anggaran sebesar 
Rp 1,3 miliar dan di Desa Air Periukan dengan 
anggaran sebesar Rp 700 juta. Pengerjaan pem-
bangunan Box culvert dengan anggaran Rp 900 
juta yang dilakasanakan di Kelurahan Napal dan 
di Kelurahan Pasar Tais dengan anggaran sebesar 
Rp 190 juta. Pembangunan tugu Bundaran Jaya 
dengan anggaran sebesar Rp 100 juta di Desa 
Padang Capo Kecamatan Lubuk Sandi. Serta 
pada program karya bakti di dua titik yaitu di 
Desa Arang Sapat dengan anggaran Rp 750 juta 
dan di Desa Talang Durian dengan anggaran 
sebesar Rp 2 miliar.(cup)

Kasus Positif
Kembali 
Bertambah
Tidak Ada Klaster Baru

SELUMA - Angka pasien positif 
terpapar Covid-19 di Kabupaten 
Seluma kembali mengalami pen-
ingkatan. Sudah bertambah empat 
kasus terbaru yang ditemukan. 
Keempatnya langsung menjalani 
isolasi mandiri di rumahnya dan 
tetap mendapatkan pemantauan 
dari tim medis. 

Melihat ini, Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Seluma langsung bergerak. 
Yakni melakukan upaya pemutusan 
mata rantai agar tidak terbentuk 
klaster baru. Itu dilakukan dengan 
menggelar swab tes massal terha-
dap kontak pasien. 

Kepala Dinas Kesehatan Rudi Sy-
awaludin, S.Sos melalui Kabid Pence-
gahan dan pegendalian penyakit, 
Ahmad Tavip SIP membenarkan hal 
tersebut. Dimana awalnya ada 19 
pasien positif yang sedang menjalani 
masa karantina. Kemudian, setelah 
itu ada pasien yang dinyatakan telah 
sembuh dan ada juga penamba-
han kasus terbaru. Untuk pasien 
yang telah dinyatakan sembuh itu 
sendiri cukup banyak yakni ber-
jumlah 14 orang. Sedangkan untuk 
penambahannya berjumlah 4 kasus 
terbaru. Semua pasien yang positif 
terpapar Covid tersebut menjalani 
masa karantina di rumahnya masing-
masing dengan tetap mendapati 
pemantauan dari tim medis. Lanta-
ran mereka tidak memiliki gejala pe-
nyakit penyerta sehingga tidak perlu 
mendapatkan perawatan medis.

“Ya, jadi sekarang itu ada 9 pasien 
positif yang ada, ini karena bertam-
bah 4 kasus baru,” sampai Tavip.

Tavip menambahkan, untuk 
semua kasus tersebut tidak dite-
mukan adanya klaster baru. Hal ini 
dikarenakan pihaknya langsung 
melakukan upaya pencegahan den-
gan melakukan tracking dan swab 
massal kontak pasien. Tracking ini 
sendiri dilakukan kepada 4 pasien 
yang baru dinyatakan positif setelah 
hasil swabnya keluar. Pasien terse-
but tersebar di beberapa kecamatan 
yang ada di Kabupaten Seluma. 

“Untuk tracking langsung kita 
lakukan, alhamdulillah untuk 
klaster baru tidak ada,” lanjutnya.

Dirinya juga mengingatkan ma-
syarakat yang memiliki riwayat pe-
nyakit penyerta agar tidak kelela-
han. Selain itu juga diingatkan untuk 
meningkatkan imunitas tubuh dan 
menerapkan protokol kesehatan. 
Juga untuk memeriksakan kesehatan 
apabila telah melakukan perjala-
nan keluar daerah. Untuk itu, dirinya 
meminta agar masyarakat kembali 
menggiatkan penerapan protokol 
kesehatan dalam beraktifitas. Seperti 
menggunakan masker yang benar, 
mencuci tangan dengan sabun, 
menjaga jarak dan menghindari 
kerumunan. Juga tak lupa untuk me-
ningkatkan imunitas tubuh dengan 
menerapkan pola hidup sehat.

“Kita minta demikian, jangan long-
gar untuk menerapkan protokol 
kesehatan, juga jangan lupa untuk 
meningkatkan imunitas tubuh,” 
sampainya.

Sementara itu, untuk rencana swab 
lanjutan terhadap para Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Seluma dan masyarakat 
yang kontak terhadap pejabat yang 
hasil Swab positif dan telah menin-
ggal dunia diundur. Untuk pelak-

sanaan swab itu,  petugas 
medis RSUD Tais masih akan 
menunggu jadwal. Meng-
ingat pada saat ini masih 
banyak yang sibuk menjelang 
akhir tahun. Setidaknya ada 
sekitar 46 orang lagi yang ma-
sih akan menjalani swab tes.

“Direncanakan swab akan 
dilakukan segera, kita harap-
kan kepada masyarakat yang 
merasa melakukan kontak 
dengan pasien dapat mengi-
kuti swab itu,” pungkasnya.
(cup)

YUDI/RB

RAKOR: Rakor kesiapan Ops Lilin Nala 2021 di 
Mapolres Seluma, kemarin.

21 Desember, Ops 
Lilin Nala Digelar

SELUMA - Menjelang pelaksanaan Operasi 
Lilin Nala tahun 2020 yang direncanakan akan 
dimulai pada tanggal 21 Desember mendatang, 
Polres Seluma telah melakukan persiapan. 
Melakukan rapat koordinasi dalam rangka pen-
gamanan Natal dan tahun baru 2021 di wilayah 
Hukum Polres Seluma. Adapun fokus operasi ini 
adalah penerapan protokol kesehatan di tengah 
situasi pandemi saat ini. 

“Saat ini sudah mulai persiapan, operasi ini 
akan dimulai pada tanggal 21 Desember men-
datang,” sampai Kapolres Seluma, AKBP Swit-
tanto Prasetyo, S.Ik melalui Kasat Lantas, Iptu 
Jangkung Riyanto.

Jangkung juga menambahkan, dalam giat 
Operasi Lilin Nala 2020 ini berbeda dari tahun 
sebelumnya. Operasi ini nanti digelar selama 
14 hari terhitung mulai dari 21 Desember 2020 
hingga 4 Januari 2021. Yaitu mengutamakan 
penerapan disiplin protokol kesehatan dalam 
kegiatan sehari-hari. Juga untuk mengimbau 
agar tidak mengadakan kerumunan massa pada 
perayaan Natal dan tahun baru. 

“Pelaksanaan operasi ini akan dilaksanakan 
selama 14 hari, hingga tanggal 4 Januari nanti, 
fokus operasi ini disiplin prokes,”lanjutnya.

Selain itu, juga akan ada patroli yang dilak-
sanakan Polres Seluma. Yakni terutama dika-
wasan yang biasanya ramai dikunjungi masyara-
kat seperti lokasi wisata dan lainnya. Apabila 
nantinya ditemukan ada kegiatan yang men-
gundang banyak massa maka akan dibubarkan. 
Mengingat Polres Seluma tidak mengeluarkan 
izin keramaian hingga batas waktu yang belum 
bisa ditentukan.(cup)

Perangkat Dua Desa
Terancam Tak Gajian 

SELUMA - Sebuah masjid yang 
ada di RT 9 RW 3 Kelurahan Napal 
Kecamatan Seluma diresmikan 
oleh Dandim 0425/Seluma pada 
Kamis (17/12) pagi. Masjid ini 
diresmikan setelah dibangun tepat 
setahun menjabatnya Dandim 
0425/Seluma saat ini. Adapun 
pembangunan masjid ini dilaku-
kan lantaran di sekitaran sana be-
lum ada rumah ibadah. Tentunya 
hal ini bisa menjadi contoh teladan 
untuk lainnya. 

Dandim 0425/Seluma, Letkol. 
Czi. AM. Limbong ST MTr (Han) 
mengatakan alasannya mendiri-
kan masjid yang diberi nama 
Miftahul Jannah ini mengingat di 
sekitar lokasi itu belum memiliki 
bangunan masjid ataupun musala 

untuk tempat ibadah. Hal tersebut 
membuat ia berinisiatif untuk 
melakukan pembangunan masjid 
di sekitar lokasi. Karena selama 
ini. masyarakat maupun anggota 
yang tinggal di perumahan Kodim 
harus menempuh jarak sekitar 1 
kilometer untuk pergi beribadah 
ke masjid terdekat. 

“Atas dasar itulah kita berinisiatif 
untuk melakukan pembangunan 
masjid ini,” terang Dandim.

Masjid Miftahul Jannah terse-
but dibangun dengan menggu-
nakan anggaran dari Swadaya 
dan tenaga Swadaya anggota 
Kodim 0425/Seluma. Berkat mo-
tivasi yang tinggi sehingga masjid 
tersebut dapat diselesaikan dan 
pada saat ini sudah dapat di-

manfaatkan baik untuk anggota 
maupun masyarakat yang berada 
di sekitar lokasi.

Dengan dibangunnya Masjid 
Miftahul Jannah tersebut. Dandim 
0425/Seluma berharap kepada 
seluruh anggota Kodim 0425/Se-
luma. Khususnya yang ada di 
Perumahan Kodim 0425/Seluma. 
Serta masyarakat yang berada di 
sekitar Perumahan Kodim 0425/
Seluma. Untuk dapat beribadah di 
Masjid Miftahul Jannah yang telah 
didirikan tersebut.

“Kita harapkan, masjid ini dapat 
digunakan oleh masyarakat un-
tuk beribadah. Mudah-mudahan 
dengan dibangunnya masjid ini 
nantinya dapat bermanfaat bagi 
masyarakat,” harapnya.(cup)

SELUMA - Pencairan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) UMKM 
sebesar Rp 2,4 juta sedang dilakukan 
secara bertahap hingga akhir bulan 
Desember ini. Untuk itu, Dinas 
Perindustrian Perdagangan Kop-
erasi dan UKM (Disperindagkop) 
Seluma meminta agar masyarakat  
melaporkan apabila terjadi praktek 
pungutan liar. Pasalnya, dalam 
bantuan ini tidak ada pemotongan 
sepeserpun. Juga masyarakat yang 
menerima bantuan ini diminta un-
tuk mengikuti protokol kesehatan 
(prokes) dan tidak bergerombol saat 
melakukan pencairan bantuan di 
Kantor Bank BRI.

Kepala Dinas Perindagkop dan 
UKM Seluma, Mulyadi SSos MM 
mengatakan bahwa memang saat 
ini proses pencairan bantuan tengah 
berlangsung di kantor Bank BRI. 
Untuk itu, pihaknya mengingatkan 

bahwa dalam penyaluran BLT ini 
tidak ada pemotongan sepeserpun 
baik dari pihak dinas maupun 
lainnya. Para penerima berhak 
menerima bantuan sesuai dengan 
nominal yang telah ditetapkan yaitu 
Rp 2,4 juta. Apabila ada oknum-
oknum yang melakukan pemoton-
gan, maka itu bisa dikatakan pungli. 
Sehingga jika ditemukan adanya hal 
demikian, pihaknya meminta untuk 
segera dilaporkan ke kantor Disper-
indag Seluma. Ini untuk mencegah 
adanya oknum-oknum nakal yang 
sengaja mencari kesempatan.

“Jika ada yang demikian segera 
dilaporkan ke kita ataupun kepoli-
sian, karena bantuan ini tidak ada 
potongannya. Para penerimanya 
akan menerima uang sebesar Rp 
2,4 juta,” jelasnya.

Selain itu penyaluran bantuan ini 
sempat mendadak menjadi bahan 

perbincangan. Hal itu dikarenakan 
dalam proses pencairannya, para 
penerima yang menerima SMS pem-
beritahuan datang bergerombol 
di kantor BRI. Untuk itu, pihaknya 
meminta untuk masyarakat yang 
menerima bantuan agar bisa lebih 
tertib. Yaitu dengan datang bergantian 
atau tidak berkerumunan di depan 
kantor Bank BRI. Selain itu juga untuk 
mengikuti protokol kesehatan berupa 
menggunakan masker, menjaga jarak, 
mencuci tangan terlebih dahulu dan 
lainnya. Juga diminta untuk tidak 
memarkirkan kendaraannya sem-
barangan karena bisa menyebabkan 
kemacetan.

“Ini juga, kita ingatkan agar mereka 
tidak bergerombolan datangnya, ini 
sedang pandemi jadi kita harap bisa 
mengikuti prokes, semoga kedepan 
tidak demikian lagi,”pungkasnya.
(cup)

YUDI/RB

RESMIKAN: Dandim 0425/Seluma saat meresmikan bangunan masjid yang didirikannya di Kelurahan 
Napal, kemarin.

Dandim 0425/Seluma Dirikan Masjid

YUDI/RB

RAMAI: Tampak masyarakat yang ramai mendatangi Kantor BRI untuk melakukan pencairan BLT 
UMKM pada Selasa (15/12) lalu.

Antisipasi Pungli BLT UMKM



BENGKULU SELATAN
5JUMAT, 18 DESEMBER  2020Rakyat Bengkulu

DWP BS Hadir 
untuk Masyarakat 

di Tengah Pandemi
KOTA MANNA – Di tengah pandemi Co-

vid-19 saat ini, Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) hadir 
di tengah masyarakat dengan membantu war-
ga dan sosialisasi pencegahan virus Corona. 

DWP BS memasuki usia ke-21, oleh sebab itu 
DWP BS memperingatinya dengan kegiatan 
positif di tengah pandemi Covid-19. Adapun 
tema DWP ke21 yakni “Peran Dharma Wanita 
Persatuan dalam Pemberdayaan Perempuan 
di Era Digital untuk Mendukung Terwujudnya 
Ketahanan Keluarga Indonesia.

Dalam sambutannya, penasehat DWP BS Ny. 
Nurmalena Gusnan menyampaikan, pihaknya 
harus memberikan dampak positif pada warga 
BS melalui seluruh anggota DWP yang tersebar 
di BS. Berbagai rangkaian kegiatan disebutkan-
nya mulai dari kegiatan sosialisasi pencegahan 
virus Corona, memberikan bantuan pada 
warga kurang mampu dan lainnya. 

“DWP hadir dalam bentuk memberikan 
manfaat untuk warga. Masa pandemi ini 
dimanfaatkan untuk selalu galakan protkol 
kesehatan,” ujar Nurmalena dalam perayaan 
HUT DWP kemarin (17/12).

Sementara itu, berkenaan dengan tema HUT 
DWP ke-21, Nurmalena mengaku perkemban-
gan dunia digital saat ini semakin berkembang. 
Keharmonisan rumah tangga keluarga tetap 
menjadi prioritas mewujudkan masyarakat 
yang tentram. 

Peran wanita tambah Nurmalena sangat 
penting, dengan memberdayakan perempuan 
di era teknologi tidak dapat dipisahkan demi 
terwujudnya ketahanan rumah tangga.(tek)

26 Warga BS 
Positif Covid-19 

KOTA MANNA - Kasus Co-
vid-19 di Kabupaten Beng-
kulu Selatan (BS) mengalami 
peningkatan yang siginifikan. 
Dari data Dinas Kesehatan 
Kabupaten BS, terbaru ada 
26 pasien yang dinyatakan 
terkonfirmasi positif semen-
tara empat lainnya meninggal 
dunia. 

Rilis Satgas Covid-19 yang 
dipimpin langsung oleh Bu-
pati BS Gusnan Mulyadi ber-
sama Kapolres, Kasdim dan 
stakeholder lainnya dilakukan 
di rumah dinas bupati BS ke-
marin (17/12). 

Dalam rilis ini disampaikan 
ada 26 pasien yang terkonfir-
masi Covid-19. Bahkan dari 
jumlah tersebut empat pasien 
sudah dinyatakan meninggal 
dunia. 

Sehingga melihat lonjakan 

kasus yang terus meningkat, 
maka Pemkab BS bersama 
stakeholder lainnya, langsung 
mengambil beberapa langkah 
mengenai pemutusan sebaran 
virus ini. salah satunya menia-
dakan lagi bentuk kerumunan 
massa, bahkan untuk ASN pun 
mulai melakukan pekerjaan 
dari rumah.

Sebab hasil deteksi yang 
dilakukan, sebaran Covid-19 
berasal dari klaster kerumu-
nan, bukan dari kelompok 

ASN maupun pendatang baru.
“Pemkab mengambil lang-

kah tegas, saat ini semua ben-
tuk kerumunan ditiadakan,” 
tegas Gusnan didampingi tim 
satgas Covid-19.

Sementara itu, Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK me
negaskan, pihaknya memas-
tikan menindak tegas apabila 
masih ada warga yang nekat 
menggelar kerumunan massa. 
Sebab pihak kepolisian tidak 
ingin wabah ini berkembang 

lebih besar dari yang seka-
rang. 

Adapun kerumunan yang 
sering terjadi disebutkan 
Kapolres pesta pernikahan, 
takziah hingga acara lain-
nya. 

“Kerumunan dalam bentuk 
apapun ditegaskan tidak bo-
leh lagi, anggota akan terus 
memantau dan akan mem-
berikan sanksi apabila ada 
yang nekat membuat keru-
munan,” tegas Kapolres.(tek)

KOTA MANNA - Setelah ber-
lalu beberapa waktu, akhirnya 
perkara dugaan penipuan 
CPNS yang diduga dilakukan 
oleh salah seorang ASN asal 
Kabupaten Kaur berinisial 
MK akhirnya berujung perda-
maian. Namun perdamaian 
tersebut harus ada pengem-
balian sejumlah uang tunai 
yang sempat distorkan oleh 
Veronica Wijaya kepada terdu

ga calo CPNS, MK.
Meski sempat menjalani 

masa penahanan selama be-
berapa hari, lantaran dilapor-
kan melakukan aksi penipuan 
CPNS, akhirnya MK seorang 
perempuan yang juga berpro-
fesi sebagai ASN Kaur sepakat 
berdamai dengan pelapor 
yakni Veronika Wijaya warga 
Kecamatan Seginim, Kabu-
paten BS.

Dalam perdamaian itu, pi-
hak Veronica sepakat untuk 
tidak meneruskan laporan ini 
ke aparat kepolisian karena 
terlapor yakni, MK bersedia 
mengganti uang yang sudah 
distorkan oleh veronica sebesar 
Rp 450 juta.

Namun mekanisme pelu-
nasan dilakukan dengan cara 
menjual aset milik MK sebagai 
solusi pengembalian uang tu-

nai milik Veronica yang sudah 
distorkan kepada MK.

Oleh sebab itu, Kapolres BS 
AKBP. Deddy Nata, S.IK me
lalui Kasat Reskrim AKP. Rah-
mat Hadi Fitrianto, SH, S.IK 
melalui Kanit Pidum Ipda. M. 
Bintang Azhar mengakui, lapo-
ran pengaduan sudah dicabut.

Disebutkan Bintang, kedua 
belah pihak sudah sepakat 
untuk berdamai, sehingga 

apapun tuntutan Veronica 
tidak ada lagi di Satreskrim 
Polres BS. 

“Sudah, sudah dicabut, ke
duabelah pihak sepakat da-
mai,” ujar Bintang. Sehingga 
pihak kepolisian berharap 
keduabelah pihak bisa sepak-
at untuk berdamai dan ti-
dak membuat gaduh karena 
perkara dugaan penipuan 
CPNS tersebut.(tek)

RIO/RB

SAMPAIKAN: Bupati BS Gusnan Mulyadi bersama tim gugus tugas penanganan Covid-19 menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di BS Kamis 
(17/12).

Tidak Boleh Lagi Ada Kerumunan 

Oknum ASN Kaur Siap Kembalikan Uang Calo CPNS

RIO/RB

RAYAKAN: Dengan tetap mematuhi pro
tokol kesehatan DWP BS merayakan HUT 
DWP ke-21 Kamis (17/12).

Pengurus DWP BS 2020-2024
n 	Pembina	 : Sekda BS Yudi Satria, SE, MM 
n	Penasehat	 : Nurmalena Gusnan
n	Ketua	 : Ferida Yudi
n	Sekretaris	 : Harlenawati Siswanto
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banner kaur selang seling 
tiap hari kecuali minggu

Tahun 2019 dan 2020
KOTA BINTUHAN – Ber-

dasarkan data Inspektorat 
Kabupaten Kaur, masih ban-
yak desa yang belum melu-
nasi pajak dana desa (DD), 
tahun anggaran 2019 dan 
2020. Padahal DD tersebut 
sudah terserap sepenuhnya. 

Kepala Inspektorat Kaur 
Three Marnope saat dikon-
firmasi mengakui kalau saat 
ini masih banyak kades yang 
membandel dan tidak mem-
bayar pajak DD. Pada tahun 
2019 berdasarkan data yang 
ada kurang lebih ada 102 
desa lagi yang belum mem-
bayar pajak tahun 2019. Se-
mentara pada tahun 2020 ini 
ada sekitar 114 desa yang be-
lum bayar pajak DD. Hingga 
jumlah tunggakan pajak DD 
selama dua tahun ini lebih 
dari Rp 3 miliar. 

“Kita sudah sampaikan 
kepada desa dan suratnya 
sudah kita sampaikan juga 
ke pihak kecamatan untuk 
mengingatkan desa-desa 
yang belum bayar pajak DD 
untuk segera. Karena meng-
ingat akhir tahun ini semua 
kegiatan dan pencairan DD 
sudah hampir tuntas dan 
tutup buku. Karena jumlah 
desa yang belum bayar pa-
jak sampai saat ini banyak 
bahkan ada yang dua tahun 
belum bayar juga banyak,” 
kata Three Marnope. 

Untuk diketahui, tahun 
2019 pajak DD yang masuk 

dari desa baru Rp 1,2 miliar. 
Tahun 2020 ini pajak DD 
yang sudah masuk Rp 1,4 
miliar lebih. Jumlah ini be-
lum setengah dari jumlah 
desa yang membayar pajak. 
Maka dipastikan dalam satu 
tahun itu ada sekitar Rp 3 
miliar lebih pajak untuk DD 
di Kabupaten Kaur. Sama 
seperti tahun sebelumnya 
pihak Inspektorat Kaur akan 
menjalin kerjasama dengan 
Kejari Kaur untuk menagih 
pajak yang belum dibayar 
nantinya.

Dari tahun 2019 dan 2020 
dari data yang ada di Inspe-
ktorat masih banyak desa 
yang belum bayar pajak ta-
hun 2019 dan 2020. Bah-
kan dari 192 desa, ada 70 
desa yang belum sama sekali 
membayar pajak DD tahun 
2020 dan 2019 yang lalu. 
Sehingga pajak tersebut pun 
menumpuk dan akan sulit 
nantinya dibayarkan. Kendati 
demikian pihak Inspektorat 
saat ini hanya mengimbau 
dan berharap kades dapat 
melunasi pajak DD tersebut. 

“Untuk desa yang belum 
bayar pajak hingga dua tahun 
juga akan menjadi catatan 
kita ke depannya. Karena ini 
wajib untuk itu harus segera 
menjadi perhatian desa un-
tuk melunasi semua pajak 
DDnya setiap tahunnya. Dan 
ini pasti akan kita tindak 
lanjuti nanti di tahun 2021,” 
pungkas Kepala Inspektorat 
Kaur. (cik) 

KOTA BINTUHAN - Sebanyak 234 CPNS 
hasil penerimaan tahun 2018 yang lalu 
kemarin (17/12) resmi menjadi PNS di 
lingkungan Pemkab Kaur. Pelantikan dan 
pembagian SK ini disampaikan langsung 
oleh Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, 
M.Si di Taman Benika.

 Dalam kesempatan itu Nandar Munadi 
dengan tegas mengatakan kalau masa 
depan dan karier PNS yang baru dilantik 
masih sangat panjang. Bahkan ada yang 
lebih dari tiga puluh tahun baru pensiun. 

Untuk itu Nandar Munadi mengingat 
para PNS yang baru agar berhati-hati 
dalam menjalankan tugas. Tidak me-
nutup kemungkinan dari 234 PNS yang 
baru dilantik nanti akan menjadi pejabat 
eselon II di lingkungan Pemkab Kaur. 
Untuk itu Nandar berpesan agar PNS 
dalam menjalankan tugas nantinya harus 
tetap mematuhi aturan yang berlaku. Apa-
lagi dalam mengambil sebuah kebijakan, 
karena jika melanggar sudah pasti akan 
berhadapan dengan hukum.

 “Pesan saya kalian dalam menjalankan 
tugas nantinya ikutilah aturan yang ber-
laku agar bisa selamat. Kalau umur pan-
jang, bisa pensiun pada umur 58 tahun 
atau umur 60 tahun bagi pejabat eselon 
II. Untuk kalian semua harus memahami 
semua aturan yang ada termasuk perkem-
bangannya. Karena setiap tahun selalu 
ada yang berubah untuk itu jangan malas 
untuk mengetahui semua aturan yang 
berlaku dalam kita menjalankan tugas. 
Apalagi dalam mengambil kebijakan itu 
harus benar-benar menjadi perhatian 
kita PNS agar tidak salah dan melanggar 
hukum,” ungkap Nandar Munadi.

  Nandar juga mengucapkan selamat 
kepada 234 PNS baru yang kurang lebih 

dua tahun telah berhasil menghadapi 
ujian. Karena jika selama dua tahun kin-
erjanya selama menjalankan tugas tidak 
baik maka para PNS tersebut belum bisa 
diangkat jadi PNS. Namun saat ini semua 
PNS baru sudah diangkat dan menjadi 
PNS penuh sejak dilantik kemarin.

 “Sebagai PNS baru saya berharap kalian 
dalam menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya. Terus berkarya untuk pemban-
gunan Kaur dalam bidangnya masing-
masing,” pungkas Nandar Munadi.

 Hadir dalam pelantikan CPNS menjadi 
PNS kemarin hanya beberapa kepala OPD 
saja. Salah satunya Kepala BKD dan PSDM 
Kaur Arsal Adelin dan juga Kepala Inspe-
ktorat Kaur Three Marnope. Pelantikan 
PNS baru kemarin juga dilakukan sangat 
sederhana dan ditempatkan terbuka. Den-
gan tetap mematuhi protokol kesehatan 
covid-19. Semua peserta wajib menggu-
nakan masker dan juga mengatur jarak 
untuk menghindari penyebaran Covid-19.

 Mereka yang dilantik dan mendapatkan 
SK PNS penuh sebanyak 234 orang PNS. 
Yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 148 
orang. Kemudian tenaga teknis sebanyak 
31 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 
55 orang.   Dengan rincian sebanyak 30 
orang adalah PNS golongan II dan seban-
yak 204 orang merupakan PNS golongan 
III. Terhitung Januari 2020 yang akan 
datang mereka sudah mendapatkan gaji 
full seperti PNS sebelumnya.

 “Alhamdulillah tahun ini 234 CPNS su-
dah diangkat jadi PNS tahun ini. Sebena-
rnya target kita pertengahan tahun 2020, 
namun karena Covid-19 sehingga baru 
dapat kita laksanakan hari ini,” pungkas 
Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal Ade-
lin. (cik)

Tunggakan 
Pajak DD 
Capai Rp 3 M

ALBERTUS/RB

LANTIK: Sekda Kaur saat melantik dan menyerahkan berkas PNS baru tahun 
2020. 

Sekda Ingatkan PNS Baru Taat Aturan

KOTA BINTUHAN – Me-
ningkatnya kasus gejala dan 
positif Covid-19 hingga saat 
ini menjadi perhatian serius 
bagi Pemkab Kaur. Untuk 
mengantisipasi penyebaran 
virus Corona semakin mel-
uas, tim gabungan atau Sat-
gas Covid-19 Kabupaten Kaur 
kembali melakukan sosialisa-
si 3 M. Untuk mengingatkan 
kembali warga Kaur supaya 
keluar rumah tetap dengan 
protokol kesehatan. 

Kepala BPBD Kaur Ujang 
Saferi dengan tegas akan 
kembali melakukan kegiatan 
patroli dan razia penggunaan 
masker di Kaur. Tidak hanya 
itu saja tim gabungan dari 
Polri, TNI, Satpol PP, Dinkes 
dan BPBD Kaur yang ter-
henti melakukan sosialisasi 
saat pilkada akan diaktifkan 
kembali. Dengan harapan 
nantinya bisa menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya 
menggunakan masker saat 
keluar rumah.

“Kita akan aktifkan kembali 
untuk melakukan sosialisasi 
dan ini sudah kita mulai kem-
bali karena melihat perkem-
bangan dari kasus Covid-19 
di Kaur saat ini. Untuk itu kita 
akan kembali melakukan te-
guran terhadap pelanggar pr-
otokol kesehatan. Sementara 
untuk tindakan nampaknya 

belum, namun kita harapkan 
ini bisa membuat masyara-
kat sadar akan pentingnya 
protokol kesehatan untuk 
menghindari Covid-19,” kata 
Ujang Saferi. 

Sementara itu kemarin 
(17/12), tim gabungan nam-
pak mulai kembali melaku-
kan sosialisasi dan teguran 
kepada warga yang keluar 
rumah tidak menggunakan 
protokol kesehatan. Dari 
beberapa titik sosialisasi ter-
kait peraturan bupati tentang 
protokol kesehatan seperti 
pakai masker, penerapan 
disiplin dan penegakan hu-
kum bagi pelanggar protokol 
kesehatan untuk mencegah 
Covid-19. Termasuk juga 
memberikan imbauan dan 
juga menerangkan maklu-
mat Kapolri terkait protokol 
kesehatan yang juga harus 
diketahui oleh masyarakat. 

Dan hasilnya masih banyak 
warga yang tidak menggu-
nakan masker saat keluar 
rumah dan di tempat-tempat 
keramaian. Untuk itu Satgas 
Covid-19 meminta semua pi-
hak di Kaur saat ini juga kem-
bali untuk mensosialisasikan 
pentingnya   3 M. Yang per-
tama menggunakan masker, 
mencuci tangan pakai sabun 
dan mengatur jarak di tempat 
keramaian. (cik)

KOTA BINTUHAN - Jelang akhir 
tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Kaur kembali memusnahkan ba-
rang bukti (BB) beberapa perkara 
yang telah berkekuatan hukum 
tetap. BB yang dimusnahkan di hal-
aman Kejari Kaur kemarin (17/12) 
terdiri dari dua BB perkara nar-
kotika dan 8 Perkara tindak pidana 
umum (Pidum). Pemusnahan BB 
tersebut dilakukan langsung oleh 
Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, 
SH, MH dan sejumlah pejabat 
utama Kejari Kaur.

  “Semua BB yang kita Musnah-
kan hari ini (kemarin red) adalah 
BB hasil 10 perkara yang sudah 
berkekuatan hukum tetap. BB 
yang selama ini jadi bukti dari 
pihak kepolisian kemudian dalam 

persidangan setelah ada putusan 
pengadilan kita musnahkan. Dan 
BB ini semuanya dari perkara 
yang kita tangani pada tahun 2020 
ini saja,” kata Kajari Kaur Nurhadi 

Puspandoyo melalui Kasi BB Ekke 
Widoto Khobar, SH.

 Barang bukti yang dimusnahkan 
merupakan sabu-sabu dari dua 
perkara narkoba sebanyak 0,05 dan 

0,07 gram. Kemudian ada juga dua 
alat isap bong yang juga menjadi 
BB dalam dua kasus narkoba yang 
ditangani Sat Narkoba Polres Kaur 
selama ini. Kemudian ada juga BB 
8 kasus Pidum yang dimusnahkan. 
Seperti kasur, beberapa lembar 
pakaian dalam kasus pemerkosaan 
dan pencabulan. Kemudian ada 
juga kayu dan Beberapa senjata 
tajam dalam perkara pencurian 
dan pengeroyokan. 

  BB yang dimusnahkan dalam 
perkara pidum kemarin terdiri dari 
tiga kasus cabul yang terjadi pada 
bulan Juli, September dan Novem-
ber tahun 2020. Kemudian ada dua 
perkara kasus penganiayaan dan 
satu perkara pengeroyokan. Dan 
dua perkara kasus pencucian yang 
terjadi pada bulan September dan 
November 2020. Dari berbagai BB 
yang dimusnahkan tersebut pal-
ing banyak adalah BB kasus cabul, 
kemudian kasus pencucian dan 
narkoba. “Ini pemusnahan BB yang 
kedua kita lakukan pada tahun 
2020. Sebelum pada bulan Oktober 
2020 kita juga sudah memusnah-
kan BB dari perkara narkoba dan 
Pidum sebanyak 9 perkara,” pung-
kas Kasi BB Kejari Kaur.

 Dari pantauan RB, pemusnahan 
dilakukan dengan cara dibakar di 
tempat yang sudah disediakan oleh 
pihak Kejari Kaur. Sementara untuk 
benda tajam dan besi dimusnahkan 
dengan cara dipotong. Pemusnahan 
BB kali ini tidak seperti sebelumnya 
karena harus memperhatikan pro-
tokol kesehatan Covid-19. Sehingga 
peserta dan tamu dalam pemusna-
han BB terbatas hanya di internal 
Kejari Kaur saja. (cik)

BPN Kaur Bangun 
Zona Integritas 

KOTA BINTUHAN – Kantor Badan Pertana-
han Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kaur saat ini terus berupaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
Kaur. Kemarin (17/12) BPN Kaur mendeklara-
sikan pembangunan zona integritas (ZI) di 
lingkungan BPN Kabupaten Kaur. Pembangunan 
zona integritas berpedoman kepada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 ten-
tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. 
Menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di 
lingkungan BPN Kabupaten Kaur.

 Dengan terbentuknya zona integritas, maka ke 
depan BPN akan lebih meningkatkan pelayanan 
publik kepada masyarakat Kaur. Untuk mewu-
judkan semua ini, BPN Kaur tentunya butuh 
dukungan dari semua pihak. Demi terwujud-
nya pelayanan yang lebih baik, maju, modern, 
berstandar dunia, profesional dan terpercaya. 
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPN 
Kaur Bambang Kus Indarto dalam pembukaan 
pembangunan zona integritas kemarin.

Hadir juga dalam kesempatan itu Sekda Kaur 
Nandar Munadi, S.Sos, M,Si, kemudian Kajari 
Kaur Nurhadi Pupandoyo, SH, MH. Ketua PN 
Bintuhan Purwanta, SH, MH, Pabung 0408 
Bengkulu Selatan Kapten Inf Henry Marpaung, 
Kabagren Polres Kaur AKP Lumban Raja dan 
para tamu undangan lainnya. Termasuk juga 
tokoh agama dan   tokoh masyarakat yang ada 
di Kabupaten Kaur. 

“Zona integritas ini kita bangun untuk mening-
katkan pelayanan kepada masyarakat Kaur. Dan 
tahun 2021 yang akan datang banyak program 
pelayanan kita yang akan kita luncurkan salah 
satunya pelayanan satu hari selesai dan lain 
sebagainya. Ini harus kita lakukan, jika tidak 
maka kita akan tergilas oleh perubahan di era 
globalisasi. Untuk itu kita sangat membutuhkan 
dukungan dari masyarakat Kaur untuk lebih 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Walaupun saat ini SDM yang ada masih terbatas 
namun kita ingin tetap bersemangat melakukan 
yang terbaik,” jelas Kepala BPN Kaur, Bambang 
Kus Indarto. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan kalau pem-
bangunan zona integritas meliputi pembangu-
nan fisik  seperti sarana dan prasarana pelayanan 
publik. Kemudian juga pembangunan mental 
dan spiritual yaitu pembangunan     pola pikir, 
sikap dan perilaku di jajaran BPN Kaur. Yang 
semuanya nanti diharapkan adalah peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang selama ini sangat 
diharapkan oleh masyarakat. 

Terpisah, Sekda Kaur sangat menyambut baik 
pembangunan zona integritas yang dilakukan 
oleh BPN apalagi di zaman modern saat ini.  Bah-
kan pihaknya sangat mendukung, sehingga 
semua informasi terkait pengurusan tanah 
dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat 
kedepannya. “Kita tentunya sangat mendukung, 
dengan adanya zona integritas ini pelayanan 
BPN Kaur kedepan akan lebih baik lagi. Dan ini 
lah yang memang saat ini diharapkan oleh ma-
syarakat,” pungkas Nandar Munadi. (cik) 

Ist/rb

SOSIALISASI: Nampak petugas gabungan saat melaku-
kan sosialisasi agar masyarakat Kaur selalu mematuhi 
protokol kesehatan Covid-19. 

Kasus Covid-19 Meningkat,
Satgas Gencarkan Sosialisasi 3 M

IST/RB

MUSNAHKAN: Kajari Kaur saat memusnakan BB dari 10 perkara 
yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kejari Kaur Musnahkan Barang Bukti Pidana

ALBERTUS/RB

ZONA: BPN Kaur saat deklarasi zona integ-
ritas untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.



Barang Bukti Ganja
dan Sabu 6 Paket

BENGKULU – Direktorat 
Reserse Narkoba Polda Beng-
kulu berhasil membekuk lima 
orang tersangka kepemilikan 
narkotika, di tempat dan wak-
tu berbeda. Pertama, Selasa 
(15/12) malam, diamankan 
dua orang, SH (36) warga Ja-
lan Beringin RT 06 Kelurahan 
Padang Jati dan AS (35) warga 
Jalan Halmahera RT Kelurahan 
Surabaya. 

 Bersama keduanya ditemukan satu paket 
sabu, 1 paket ganja dan dua linting ganja siap 
pakai. Menyusul tiga orang lainya,  dibekuk 
pada Rabu (16/12) malam di Kelurahan 

Sukamerindu. Yakni SB (46), RN 
(24), MA (24) ketiganya warga Kota 
Bengkulu.

 Kabid Humas Polda Bengkulu 
Kombes. Pol. Sudarno, S.Sos. MH, 
mengatakan pengungkapan ini 
tak lepas dari informasi masyara-
kat. Penangkapan pertama di 
TKP Jalan Beringin RT 06 Kelura-
han Padang Jati. Selanjunya pada 
waktu dan tempat yang berbeda 
Subdit 1 Ditres Narkoba berhasil 
mengamankan SB, RN dan MA. 
Serta mengamankan satu paket 
sabu yang dibungkus plastik ben-

ing, 5 paket narkoba jenis ganja berbungkus 
kertas putih, dan 1 linting ganja siap isap. 
“Untuk lima orang ini dilakukan penahanan 
untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan 
pengembangan,” pungkasnya.(wij)
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Dituntut 15 Bulan, Eks Kadis 
Pertanian Ajukan Pembelaan

PH: Tidak Ada KN 
dalam Sewa Alat Berat

BENGKULU – Mantan Kepala Dinas 
Pertanian Mukomuko, Heri Prasetiyo 
dituntut Jaksa Penutut Umum (JPU) 
Andi Setiawan, SH, pidana 1 tahun 
3 bulan (15 bulan, red) penjara. Juga 
kewajiban membayar denda Rp 50 
juta subsidair (diganti)  6 bulan pen-
jara bila denda tak dibayar. Tuntutan 
disampaikan JPU di hadapan majelis 
hakim diketuai Reza Fauzi, SH, CH di 
PN Tipikor Bengkulu, kemarin (17/12) 
terkait perkara korupsi (penyalahgu-
naan) alat berat milik negara.

Dalam tuntutan, JPU menyatakan 
tindakan terdakwa menyalahgunakan 
alat berat yang dipinjamkan TPHP 
Provinsi Bengkulu, mengakibatkan 
kerugian negara (KN). Setelah pem-
bacaan tuntutan majelis hakim me-
nutup persidangan dan akan dibuka 
kembali pada Senin (21/12) dengan 
agenda pledoi atau pembelaan yang 
akan diajukan terdakwa. 

Menanggapi tuntutan tersebut, 
Penasihat Hukum (PH) terdakwa 
Er win Sagitarius,  SH, MH men-
egaskan akan menanggapi dengan 
menyampaikan pleidoi pada persi-
dangan berikutnya. “Hal-hal yang 
melatarbelakangi terjadinya peris-
tiwa ini akan kita jelaskan dalam 
nota pembelaan (pleidoi),” ujarnya 
ditemui RB usai persidangan.

Lebih jauh Erwin menjelaskan bahwa 

dakwan jaksa tentang penyalahgu-
naan alat berat yang merupakan aset 
negara, kuranglah tepat. Penggunaan 
aset negara di kalangan pejabat, lanjut 
Erwin merupakan hal biasa. 

Dia mencotohkan penggunaan 
mobil dinas untuk mengangkut ba-
rang pejabat yang pindah tugas. “Itu 
sudah biasa. Malah untuk alat berat 
ini ada aturan yang memperbolehkan 
disewahkan asal tidak dikomersilkan. 
Nah klien kita ini mengunakan alat be-
rat untuk membantu petani mencetak 
sawah. Pinjaman tidak komersil,  
karena sewa alat berat digunakan 
untuk operasional berupa pembelian 
BBM, oil dan spare park alat berat. 
Karena tak ada biaya operasional yang 
dialokasi untuk membantu petani 
tersebut,’’ jelasnya.

Masih menurut Erwin, terdakwa 
memang ini ada sedikit mengunakan 
alat berat tesebut untuk membantu 
pembuatan jalan desa. Juga ada pihak 
ketiga di situ yang mengunakan dan 
ada sedikit biaya sewa. ‘’Tetapi biaya 
sewa dari pihak ketiga belum pernah 
dibayarkan. Artinya secara materil 
tidak ada kerugian negara di situ,” 
sampainya. 

Sementara itu, JPU Kejari Mukomuko, 
Andi Setiawan mengatakan hasil kes-
epakatan kerugian negara Rp 83 juta 
telah dikembalikan oleh terdakwa. Dari 
situ JPU sepakat menuntut terdakwa 
pidana terbilang ringan, yakni 1 tahun 
3 bulan penjara. Serta denda Rp 50 juta. 
‘’Mengembalikan KN itu meringankan 

tuntutan kita ke terdakwa. 
Sedangkan pertimban-
gan yang memberatkan 
terdakwa, karena tidak 
menjalankan program 
pemerintah dalam pem-
berantasan tindak pidana 
korupsi,’’ tegasnya.

Menanggapi apa yang 
disampaikan PH soal 
uang sewa alat berat 
yang belum dibayar pi-
hak ketiga, Andi kembali 

menegaskan bahwa fakta persidangan 
terungkap bahwa alat berat tak hanya 
disewakan ke pihak ketiga bukan satu 
kegiatan saja. Tetapi ada lima kegiatan. 
Mulai dari kegiatan proyek dinas 
hingga kegiatan di kuari (galian C). 
“Fakta persidangan memang sebagian 
sudah ada dibayarkan dan ada yang 
belum. Pencairan setelah kegiatan atau 
pekerjaan selesai,’’ ujarnya.

Seperti dalam dakwan, pada bu-
lan Maret 2019 terdakwa selaku Plt 
Kepala Dinas Pertanian Mukomuko 
melakukan peninjauan lokasi perlua-
san pertanian di Desa Talang baru. 
Dan di Desa Talang Arah Kecamatan 
Malindeman Kabupaten Mukomuko. 
Kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala 
Desa Talang Arah melalui surat nomor 
SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 
2019 yang tidak ditanda tangani yang 
bersangkutan. Juga surat Kades Talang 
Baru nomor 72/SP/TB/MD/III/2019 
tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatan-
gani oleh bersangkutan, ditujukan 
kepada Dinas Pertanian Mukomuko. 
Permohonan terkait pinjam alat berat 
untuk perluasan area.

Menindaklanjuti permohonan Ke-
pala Desa Talang Arah dan Talang 
Baru tersebut, terdakwa mengajukan 
permohonan bantuan pinjam pakai 
alsintan berupa Excavator kepada Di-
nas Tanaman Pangan Hortikultura dan 
Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu 
untuk mendukung kegiatan perluasan 
dan pemanfaatan lahan. Surat nomor 
520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 
Maret 2019. Akan tetapi surat tersebut 
belum dilengkapi rencana kerja alat 
yang berisi jenis pekerjaan, volume 
dan waktu pelaksanaan.

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan 
terdakwa secara melawan hukum 
mengkomersilkan dengan cara me-
nyewakan barang milik negara  yang 
didalam penguasaanya. Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 
18 undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupis. (wij)

Polda Penjarakan 5 Tsk Narkotika 

Korupsi, Eks Kades Divonis 1 Tahun

IST//RB

DITAHAN: Dua dari lima tersangka narkotika tangkapan Ditres Narkoba Polda Beng-
kulu. Juga tampak barang bukti satu paket ganja.

BENGKULU - Majelis ha-
kim diketahui Riza Fauzi, SH. 
CN menjatuhkan vonis ber-
salah kepada eks Kades Bukit 
Harapan,  Kecamatan Air 
Rami, Mukomuko, Bambang 
Hirmanto pidana 1 tahun 
penjara. Serta denda Rp 50 
juta dan kewajiban mengem-
balikan sisa kerugian negara 
Rp 47 juta subsidair 6 bulan 
penjara. 

Hakim menyatakan per-
buatan terdakwa melanggar 
pasal 3 Jo pasal 18 Udang-Un-
dang Tipikor.Ini disampaikan 
majelis hakim dalam sidang 
putusan kemarin (17/12) di 
Pengadilan Negeri (PN) Beng-
kulu. Vonis tersebut lebih 
ringan dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum, yang meng-
ganjar terdakwa 1 tahun 4 
bulan penjara. 

Dalam putusan majelis ha-
kim, hal memberatkan terda-
kwa kerena tidak menjalankan 
program pemerintah dan 
merugikan negara. Sedang-
kan hal yang meringankan ter-
dakwa telah mengembalikan 
separuh kerugian negara dan 
kooperatif. 

Penasihat Hukum terda-
kwa, Dedi Kosuma, SH me-
nyatakan pihaknya meng-
hormati keputusan hakim. 
“Untuk upaya hukum lanjutan 
kita masih pikir-pikir. Kita 
konsultasidengan klien dulu,’’ 
sampai Dedi kepada RB. 

Sementara JPU Kejaksaan 

Negeri Mukomuko, Andi Seti-
wan, SH mengatakan untuk 
kerugian negera yang sudah 
dikembalikan oleh terdakwa 
Rp 47 juta lebih. Sedangkan 
kerugian negara ada Rp 95 
juta, maka terdakwa dalam 
putusan majelis hakim harus 
membayar kerugian negara 
Rp 47 juta lebih. ‘’Kalau ter-
dakwa tidak membayar sisa 
kerugian negara, maka di-
subsidair 6 bulan penjara,’’ 
ujarnya. 

Terkait putusan majelis ha-
kim yang lebih rendah dari 
tuntutan, Andi mengatakan 
akan konsultasi dengan 
Kajari Mukomuko apakah 
menerima putusan atau akan 
melakukan banding.(wij)
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Rakyat Bengkulu

Tujuh Kelurahan Rawan Narkoba

Dituntut Bikin Terobosan
Tapi Minim Anggaran 

RIRIS/RB

LANTIK: Wakil Walikota, Dedy Wahyudi, SE, MM memimpin pelantikan 8 pejabat eselon II, kemarin. Tampak pejabat yang dilantik menandatangani 
berkas sumpah jabatan.

Kepala BNN 
Kunjungi Bengkulu 

BENGKULU – Kepala Badan 
Narkotika Nasional (BNN) 
Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol 
Drs. Toga H Panjaitan menjelas-
kan, terdapat 7 kelurahan di 
Kota Bengkulu yang termasuk 
dalam kawasan rawan dan 
rentan akan Narkoba. 

“Keberadaan kawasan rawan 

dan rentan narkoba di tujuh 
kelurahan tersebut, mengin-
dikasikan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba 
yang cukup massif,” katanya 
dalam kegiatan Acara Pemer-
iksaan Singkat (APS) terkait 
tindak pidana penyalahguna 
narkotika dan pelaksanaan 
Tim Assesmen Terpadu (TAT) 
terhadap pengguna narkotika 
yang bermasalah hukum di 
masa pandemi. 

Kegiatan yang digelar kema-
rin (17/12) itu, dihadiri lang-
sung Kepala BNN RI, Komjen 
Pol Heru Winarko, juga Guber-
nur Bengkulu, Dr. H. Rohidin 
Mersyah, MMA.  

Dilanjutkan Toga, BNN 
Provinsi Bengkulu telah 
melakukan layanan rehabilitasi 
rawat jalan kepada 123 orang 
klien, 19 orang klien TAT dan 40 
orang klien pascarehabilitasi. 

BENGKULU  - Setelah melalui 
proses tahapan yang cukup panjang, 
kemarin (17/12) 8 pejabat eselon II 
pemenang seleksi Jabatan Pimpi-
nan Tinggi (JPT) Pratama  Pemkot 
Bengkulu resmi dilantik. Walikota 
Bengkulu Helmi Hasan melalui 

Wakil walikota Bengkulu, Dedy 
Wahyudi  berpesan agar kedelapan 
pejabat ini, dapat memegang teguh 
tiga sikap,, untuk mendukung semua 
program-program pemerintah dan 
melaksanakan perintah pimpinan. 

“Kami betul-betul harapkan untuk 

loyalitas, integritas, dan kapasitas. 
Tunjukan loyalitas, aplikasi Integri-
tas, dan wujudkan dengan kapasitas,” 
kata Dedy, kemarin.

Dikatakannya, agar para pejabat 
yang baru dilantik ini bisa meman-
faatkan kapasitas yang dimiliki. Juga, 

harus total dalam bekerja. Mengingat 
di Pemkot Bengkulu dituntut kerja 
cepat, selalu ingin ada inovasi dan 
terobosan. Ia pun berharap agar mas-
ing-masing yang dilantik itu memiliki 
inovasi dan dapat mengukir prestasi.

HAKIM/RB

DISKUSI: Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko bersama Gubernur Bengkulu, Dr. 
H. Rohidin Mersyah. MMA beserta undangan saat diskusi bersama.

Baca SISTEM.. Hal 15

Baca DITUNTUT.. Hal 15

Sistem Kerja WFH 
ASN Masih Dikaji 
BENGKULU –Meningkatnya kasus Covid-19 di 

Provinsi Bengkulu membuat Pemprov Bengkulu 
harus mengkaji kembali kebijakan Work From Home 
(WFH) atau kerja dari rumah. Dikatakan Gubernur 
Bengkulu Rohidin Mersyah, WFH bisa dilakukan 
sepanjang tidak mengganggu kinerja.

“Oh belum, kita akan kaji besok pagi (hari ini, red). 
Kita kaji kembali, tapi saya kira sepanjang tidak 
mengganggu kinerja di kantor saya kira bisa WFH,” 
jawab Rohidin saat ditanya kebijakan WFH ASN di 
perkantoran lingkungan Pemprov Bengkulu.

Sedangkan untuk pembatasan pertemuan-
pertemuan skala besar, terang Rohidin, juga masih 
akan dibahas bersama unsur Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang rencananya 
akan dilaksanakan hari ini. Pertemuan pembahasan 
bersama forkopimda ini perlua dilakukan meng-
ingat hal ini merupakan kesepakatan daerah yang 
akan diputuskan bersama. 

“Setelah langkah-langkah upaya penanganan kita 
pustukan kemarin, seperti yang sudah kita sampai-
kan termasuk perubahan RS darurat, peningkatan 
ruang isolasi dan lain-lain ada 6 langkah untuk 
pembatasan pertemuan-pertemuan skala besar 
itu akan kita sepakati besok pagi (hari ini, red),” 
papar Rohidin.

Lintas Online
Sudah Sebar Undangan, 
Boleh Pesta Pernikahan

BENGKULU  – Wa-
likota Bengkulu secara 
resmi telah mengge-
luarkan Surat Edaran 
(SE) Nomor: 338/28/B. 
Kesbangpol tentang 
penghentian kegiatan 
yang bersifat keramaian 
atau kerumunan yang 
mulai diberlakukan pada tanggal 21 Desember 
mendatang. Namun menyikapi hal tersebut bagi 
warga Kota Bengkulu yang akan menggelar pesta 
pernikahan dan telah menyebarkan undangan 
sebelum keluarnya SE tersebut, masih diberikan 
keringanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan 
pesta yang digelar wajib menerapkan protokol 
kesehatan.

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi ketika 
diwawancarai awak media mengatakan, Surat 
Edaran dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu me-
nindaklanjuti terkait meningkatkannya kasus ter-
konfirmasi positif Covid-19 di Kota Bengkulu dan 
kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan 
Protokol Kesehatan. (**)

Eksplorasi Kemampuan Diri 
BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohi-

din Mersyah, MMA meresmikan Taman Belajar 
Techno Park dan ruang kelas baru SMK Agribisnis 
Dangau Datuk yang berlokasi di Jalan Lintas Air 
Sebakul Kecamatan Selebar, Kamis (17/12).

Gubernur Rohidin mengapresiasi pusat keg-
iatan belajar yang didirikan oleh mantan Bupati 
Kabupaten Kaur Hermen Malik ini. Menurutnya 
model pendidikan seperti ini merupakan wadah 
belajar yang sesungguhnya. Sebutan taman 
membuat anak-anak nyaman dan mampu 
mengeksplorasi kemampuan diri. 

Dengan model pendidikan seperti ini ilmu 
yang didapat siswa bisa langsung dipraktekkan 
sehingga diharapkan menghasilkan sumber 
daya manusia yang unggul.

IST/RB

RESMIKAN: Gubernur Bengkulu, Dr. H. Ro-
hidin Mersyah, MMA meresmikan Taman 
Belajar Techno Park dan ruang kelas baru 
SMK Agribisnis Dangau Datuk.
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TAUSIYAH
Bersihkan Hati dari Sifat Kikir

BENGKULU - Sifat kikir adalah sifat 
yang mendorong seseorang untuk selalu 
menumpuk harta dengan cara tidak diin-
fakkan atau dibagi dengan orang lain. Se-
seorang yang telah dikuasai sifat kikir akan 
rela mengorbankan dirinya demi harta dan 
dia sendiri tidak mau mengorbankan har-
tanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri 
dan orang lain. 

Oleh karena itu, sifat kikir ini sangat ber-
potensi membahayakan kehidupan ma-
nusia, bukan hanya kehidupan individual 
tapi juga kehidupan sosial dan masyarakat. 
Jika sifat kikir sudah meluas dalam ke-
hidupan individu dan masyarakat, maka 
banyak kekacauan yang akan muncul. 
Hal ini karena seseorang yang dikuasai sifat kikir ini 
akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 
harta meski dengan cara yang amoral dan di sisi lain ia 
tidak akan peduli dengan kehidupan dan penderitaan 
orang lain. 

Setidaknya ada tiga bahaya besar yang akan timbul 
bila sifat kikir ini menguasai kehidupan seseorang dan 
masyarakat, sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat 
Imam Ahmad yang bersumber dari Abdullah bin Amr. 
“Jauhkanlah diri kalian dari sifat kikir, karena sesung-
guhnya kikir itu talah menghancurkan umat-umat se-
belum kalian. Kikir mendorong mereka berbuat zalim, 
lalu zalimlah mereka. Mendorong mereka memutus-
kan silaturrahim, lalu mereka pun memutuskannya. 
Mendorong mereka untuk berbuat jahat, lalu berbuat 
jahatlah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan 
zalim, karena sesungguhnya satu kezaliman membawa 
banyak kegelapan di hari kiamat. Jauhkanlah diri kalian 
dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah tidak 
mencintai perbuatan buruk dan tindakan yang buruk,”.

Pertama, sifat kikir akan melahirkan kezaliman, baik 
kezaliman terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

Di antara bentuk kezaliman yang 
timbul dari sifat kikir adalah seperti 
tidak peduli mencuri harta orang lain, ko-
rupsi dan lainnya. Dalam sebuah riwayat 
disebutkan bahwa suatu saat Abu Hayyaj 
Al-Asadi thawaf di Baitullah. Kemudian 
dia melihat seseorang berdoa, ‘Allahumma 
qini syuhha nafsi (Ya Allah, jagalah diriku 
dari sifat kikir).’ Orang itu tidak menam-
bah dari itu. Lantas Abu Hayyaj bertanya 
kenapa hanya berdoa demikian. Orang 
itu menjawab, ”Sesungguhnya jika diriku 
terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan 
mencuri, berzina, dan perbuatan dosa 
lainnya,”. 

Kedua, sifat kikir akan menyebabkan tali 
silaturrahim terputus dengan orang lain. Seseorang 
yang telah dikuasai sifat kikir, ia tidak akan peduli 
dengan kehidupan orang lain. Ia hanya mementingkan 
hartanya saja dan tidak mau berbagi dengan orang 
lain. Karena itu, tali silaturrahim menjadi terputus dan 
kemudian digantikan dengan timbulnya kecurigaan, iri 
hati dan dengki, kebencian dan pudarnya saling men-
gasihi di antara satu dengan yang lain. Ketiga, sifat kikir 
melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan 
adalah sifat kikir. 

Seseorang yang dikuasai sifat kikir sudah tidak mau 
mengikuti perintah tentang anjuran untuk berbagi antar 
sesama. Ia juga tidak akan percaya jaminan Allah terkait 
rezeki. Ia hanya percaya pada harta benda yang dimil-
ikinya. Jika harta yang dimiliki tidak dibagi dengan orang 
lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Karena itu, Nabi 
SAW bersabda; “Sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul 
dalam hati seseorang selama-lamanya.” (HR. Ahmad). 

Semoga bermanfaat dan kita terhindar dari sifat kikir 
yang tanpa kita sadari akan menghancurkan kehidupan 
kita. Baik kahidupan didunia lebih lebih kehidupan di 
akhirat. (iks)

Oleh : Drs. H. Mahasurman, MHI.
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Dituntut Bikin Terobosan Tapi ...

“Di tengah pandemi ini kita dituntut 
untuk melakukan terobosan di tengah 
keuangan yang sangat minim. Tunjuk-
kan bahwa pimpinan tidak salah pilih,” 
tambahnya.

Untuk diketahui, usai dilantik para 
pejabat ini juga diambil sumpah jabatan 
dan penandatanganan pakta integritas 
disaksikan oleh rohaniwan.

Di sisi lain, salah satu pejabat yang 
dilantik, Eko Agusrianto menuturkan 
bahwa salah satu yang ditekankan oleh 
pimpinan. Dalam hal ini, khususnya 

kepada Dinas Kominfosan adalah mem-
bangun inovasi. 

“Kemudian yang ditekankan pula yakni 
mengenai tugas dan fungsi kita di Dinas 

Kominfosan dalam penyebarluasan 
informasi. Karena inilah yang menjadi 
salah satu tolak ukur suksesnya program 
pemerintah,” sampainya.(war)

Menurut Rohidin, setiap daerah tidak dapat 
disamakan terkait kebijakan yang akan di-
ambil mengenai pembatasa pertemuan skala 
besar karena disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi kabupaten/kota. 

“Tentu nanti akan ada kekhususan 
disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota 
karena kita tidak juga bisa menyeragamkan 
semua 9 kabupaten dan 1 kota karena situasi 
berbeda,” tukas Rohidin.

Sebelumnya, dari rapat evaluasi terkait 
penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu. 
Ada 6 langkah yang dihasilkan dari hasil 
rapat evaluasi dalam rangka penanganan 
kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Meli-
puti, menetapkan 4 Rumah Sakit (RS) daru-
rat penanganan Covid-19, yaitu Bapelkes 
Bengkulu, Wisma Atlet Bengkulu Utara, 
Rusunawa Bengkulu Selatan, dan balai di 
Rejang Lebong. 

Keempat lokasi ini mewakili wilayah selain 
infrastruktur yang memang sudah tersedia. 
Langkah lainnya meminta seluruh rumah 
sakit di kabupaten/kota mengupgrade agar 

memodifikasi memiliki  ruang isolasi yang 
baik. Kemudian menyiapkan tes PCR dan 
melaksanakan pemeriksaan laboratorium 
di masing-masing kabupaten/kota. Agar 
tidak terjadi penumpukan sampel tes yang 
diambil. Serta merekrut tenaga kesehatan 
untuk pendampingan perawatan bagi pasien 
kasus Covid-19. 

“Terkait upaya pencegahan, kepatuhan kita 
pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 
tangan itu harus betul-betul ketat. Harus 
kembali kita advokasi betul masyarakat kita,” 
tukas Rohidin. 

Ditambahkan Sekdaprov Bengkulu 
Hamka Sabri, saat ini pemprov memang 
belum mengeluarkan kebijakan WFH 
100 persen di seluruh perkantoran. Akan 
tetapi bagi OPD yang menjamin masih 
dapat bekerja dengan kondusif di rumah, 
dan tidak mempengaruhi pekerjaan di 
kantir maka bisa saja mengusulkan untuk 
melakukan WFH.

“Saat ini kita memang belum 100 persen 
WFH, tapi sudah ada OPD yang WFH hanya 
saja itu pun tetap masuk kerja secara bergan-
tian,” demikian Hamka. (key)

Kemudian sepanjang tahun 2020, BNN 
Provinsi  juga berhasil menggungkap 8 kasus 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dengan melibatkan 26 tersangka dengan 
jumlah barang bukti narkotika golongan I 
jenis sabu sebanyak 3.097 gram dan ganja 
sebanyak 61. 400 gram. 

“Untuk Pasien Rehabilitas saat ini kondis-
inya tetap mejalankan prokes sehingga 
belum kita temuakan pasien yang terepapar 
Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNN RI, Komjen Pol 
Heru Winarko mengatakan, pertemuan terse-
but membahas tentang implementasi APS. 
“Yang jelas kita tetap melakukan pendekatan-
pendekatan yang efektif dari Lapas untuk 
memproses napi-napi yang bermasalah 
agar dapat di proses. Setiap melakukan pen-
indakan terhadap pelaku penyalahgunaan 
Narkotika, kita harus segera bisa menentukan 
status dari pelaku. Apakah pelaku sebagai 
pemakai, pengedar atau sebagai bandar,” 
urainya. 	

Menurutnya, kalau pelaku sebagai pemakai 
lanjutnya, harus segera dilakukan assesment 

guna menentukan langkah selanjutnya 
terkait rehabilitasi. “Pemberantasan ter-
hadap penyalahgunaan Narkoba ini, untuk 
membentuk SDM unggul tanpa Narkoba,” 
tegasnya.

Sementara Gubernur Bengkulu, Rohidin 
Mersyah juga menyambut baik kedatangan 
Kepala BNN RI. Ia mengatakan, penanganan 
terhadap narkoba harus lebih terkonsep dan 
sinergi antara pemerintah, aparat penegak 
hukum dan berbagai unsur masyarakat. Se-
lain memperketat penegakan hukum, upaya 
pencegahan juga harus dilakukan secara sin-
ergi mulai dari lingkungan potensial hingga 
yang tak terdeteksi potensial.

“Penanganan rehab perlu disinergikan, saya 
mengusulkan agar RSKJ Soeprapto Bengkulu 
bisa diusulkan agar dipisahkan, lalu menjadi 
tempat rehabilitasi tempat narkoba dan pen-
golahannya akan dialihkan kepada Kemen-
terian Kesehatan dan bisa menjadi rujukan 
masyarakat bagian selatan,” harapnya. 

Gubernur beraharap ke depan, Provinsi 
Bengkulu bisa menjadi wilayah yang bersih 
dari narkoba. Dengan membangun sistem 
pencegahan yang berkesinambungan dis-
ekolah-sekolah.(hkm)

8 Pejabat Eselon II yang Dilantik 
1. Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu dijabat oleh Nofrisman, ST, M.Si
2. Kepala Inspektorat Kota Bengkulu dijabat oleh Ir. Eka Rika Rino, MM
3. Kepala Bapelitbang dijabat H. Pirman Romzi, S.Sos, M.Si
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dijabat Muklis S.Sos
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dijabat I Made Ardana, ST, MT
6. Kepala Dinas Pariwisata dijabat Amrullah, SP.
7. Kepala Dinas Kominfosan dijabat Drs. Eko Agustianto M.Si
8. Kepala Satpol-PP dijabat oleh Drs. Yurizal.

“Kita apresiasi, bisa jadi ini akan menjadi 
model. Diknas saya minta berikan suport agar 
nanti bisa menjadi benchmark pembanding 
bagi lembaga pendidikan lain,” ujarnya. 

Peresmian ditandai dengan penandatan-
ganan prasasti serta melepas ayam kalkun 
dan kelinci sebagai tanda dibukanya ta-
man belajar yang terbuka bagi lembaga 
pendidikan lainnya.  Selain taman di ka-
wasan seluas 7 hektar ini juga terdapat 
beberapa bangunan yang disebut Dangau, 
tempat praktek siswa SMK Agribisnis  
mengolah produk menjadi barang jadi.

Diantaranya Dangau Industri, Dangau 
Jamur, Dangau Boga, Dangau Kriya dan 
Dangau Busana. Hasil praktek siswa saat 
ini telah dipasarkan secara online dan me-
lalui kios oleh-oleh.  Dijelaskan pendiri ta-
man belajar Dangau Datuk, Hermen Malik 
konsep pendidikan di SMK Agribisnis ini 
melibatkan seluruh panca indra.

Apabila di sekolah umumnya para siswa 
hanya mendengar penjelasan di kelas, di 

sini para siswa langsung mem-
peraktekan pelajaran sehingga 
bukan hanya tau teori namun 
juga paham penerapan ilmun-
ya. Dirinya juga mengundang 
sekolah lain dari tingkat PAUD 
hingga Menengah Atas untuk 
memanfaatkan Taman Belajar 
Dangau Datuk bersama sama.

“Kita mau mendirikan seko-
lah yang modelnya langsung 
ke terapan langsung menger-
jakan tidak hanya berteori,” 
pungkas Hermen. (key/rls)

Pantai Barat Bengkulu Rawan Risiko Tsunami

IKSAN/RB

SAMPAIKAN: Narasumber saat menyampaikan materi 
Workshop tentang Penguatan Sub Sistem Pendukung 
Peringatan Dini Tsunami.

BENGKULU - Kepala Ba-
lai Wilayah II Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), Hendro Nugroho 
mengatakan wilayah Pantai 
Barat Bengkulu memiliki 
risiko bencana tsunami yang 
tinggi karena wilayahnya 
yang berhadapan langsung 
dengan sumber gempa mega-
thrust di Samudra Hindia.

Hal itu dikatakannya dalam 
acara Workshop Penguatan 
Sub Sistem Pendukung Per-
ingatan Dini Tsunami  yang 
digelar BMKG di  Mercure 
Bengkulu. Ditambahkannya, 
sebagai langkah antisipasi 
dan mitigsi bencana, BMKG 
selalu siap memberikan in-
formasi gempa bumi dan 
peringatan dini tsunami 
yang cepat dan akurat. 

“Peringatan dini tsunami 
yang disebarluaskan oleh 
BMKG akan diterima oleh 
pemerintah daerah, para 
pemangku kepentingan dan 
masyarakat melalui beragam 

moda diseminas. Model itu  
seperti WRS, aplikasi android 
WRS mobile dan Info BMKG, 
SMS, Email, Fax, Website, 
dan Media Sosial,” katanya. 

Sementara itu, dalam ke-
giatan workshop kemarin, 
pesertanya terdiri dari per-
wakilan masyarakat dari 

empat kelurahan di Kota 
Bengkulu yakni Keluran 
Penurunan, Lempuing, 
Nusa Indah dan Tanah Pa-
tah. Selain itu hadir juga PMI 
Kota Bengkulu, perwakilan 
sekolah, Dinas Pendidikan 
Kota Bengkulu, BPBD Kota 
Bengkulu, BPBD Provinsi 

Bengkulu dan lainnya. 
Dijelaskan Hendro, tu-

juan kegiatan workshop 
ini adalah agar masyarakat 
dapat meningkatkan kapa-
sitasnya dalam  pemahaman 
tentang pentingnya respon 
peringatan dini tsunami dari 
BMKG. Serta memahami 
konsep evakuasi mandiri 
dan ikut berpartisipasi dalam 
proses pembangunan sistem 
mitigasi tsunami di daerahn-
ya dengan secara langsung 
terlibat dalam penyusunan 
rencana evakuasi dan penyu-
sunan prosedur tetap dalam 
merespon peringatan dini 
tsunami. 

“Selain itu, dalam kegiatan 
ini akan dibentuk Tim Siaga 
Bencana di KelurahanPenu-
runan, Kelurahan Lempuing, 
anggotanya terdiri dari warga 
masyarakat yang mampu 
dan aktif sebagai pengerak 
dalam penanggulangan ben-
cana tsunami di daerahnya,” 
jelasnya kepada RB. (iks)

Gebyar Promo Fresh Akhir Tahun
BENGKULU – Hypermart 

menawarkan promo menarik 
bagi pelanggan setianya di 
akhir penghujung tahun 2020 

ini, yang akan dimulai dari 
hari ini (18/12) hingga Senin 
(21/12).  Hypermart masih se-
lalu setia menemani langkah 
berbelanja pelanggan setia 
dan memenuhi kebutuhan 
rumah tangga dan lainnya. 

Maneger Hypermart Ben-
coolen Mall, Lukman Hamli 

mengatakan adapun item 
fresh yang kami tawarkan 
di minggu ini adalah Ang-
gur Red globe harga Rp 
3.850/100gr, Apel Fuji Super 
Rp 3.490/100 gr, Century 
Pear Rp 2.590/100 gr, buah 
naga  Rp 1.590/100gr, se-
mangka merah nonbiji Rp 

780/100gr bawang Bombay 
Rp. 2.550/100 gram. “Untuk 
kebutuhan dagingnya kami 
tawarkan daging kerbau Rp. 
9.490/100 gram,” jelasnya 
kepada RB.  

Lalu ada juga ayam broiler 
Rp 30.900/pcs, ikan salmon 
Rp. 24.590/100 gr, dan aneka 
bakso seafood Rp 7.490/100 
gram. “Selain item tersebut 
kami masih memberikan 
produk buah lokal punya 
kita sendiri, yaitu buah khas 
Bengkulu yaitu Jeruk Ger-
gah Lebong. Dimana buah 
yang banyak mengandung 
vitamin C ini kami bande-
rol hanya dengan harga Rp 
1.990/100 gram,” promonya. 

Buah mangga jenis mang-
ga gedong gincu ditawar-
kan hanya dengan harga 
3.490/100 gram. “Tentunya 
masih banyak lagi promo-
promo menarik lainya, 
mari kunjungi kami dan 
tentunya tetap patuhi pro-
tokol kesehatan. Bersama 
hypermart kebutuhan anda 
akan terpenuhi,” ungkap 
Lukman.(iks)
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LEBONGLEBONGPELABAI - Dari 93 desa dan 11 
kelurahan yang ada di Kabupaten 
Lebong, 12 desa diantaranya teran-
cam tidak menerima Alokasi Dana 
Desa (ADD). Kalaupun tetap direal-
isasikan, nilainya akan disunat oleh 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Lebong. Itu merujuk ke laporan 
realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
sektor Perkotaan dan Perdesaan 
(PBB-P2) yang masuk ke Badan 
Keuangan Daerah (BKD) terhitung 
kemarin (17/12).   

 Dua belas desa yang tersebar di 8 
kecamatan itu sama sekali tidak me-
nyetor serupiah pun tagihan PBB-P2 
yang telah ditetapkan berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT) dan Daftar Himpunan Keteta-
pan Pajak (DHKP) yang telah dibagi-
kan. ‘’Walau batas waktu pelunasan 
telah kami tetapkan 31 Oktober, 

namun kami tetap menerima setoran 
PBB-P2 hingga 31 Desember,’’ ujar 
Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten 
Lebong, Rudi Hartono, SE, M.AK.

 Namun konsekuensinya, wajib 
pajak yang membayar lewat dari 31 
Oktober juga dibebankan membayar 
denda. Nilainya 2 persen dari nilai 
tagihan PBB-P2 yang dibebankan. 
Jika hingga 31 Desember tidak juga 
dibayarkan, otomatis akan men-
jadi piutang karena pasti menjadi 
temuan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sebagai pos Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang bocor. ‘’Namanya 
piutang tetap harus ditagih sehingga 
tetap harus dilunasi oleh wajib pa-
jak,’’ ungkap Rudi. 

 Selain itu, 5 desa lainnya realisasin-
ya masih sangat minim. Setorannya 
masih di bawah 15 persen. Bahkan 
3 desa di antaranya ada yang baru 

menyetorkan PBB-P2 untuk 1 
orang. Yakni Desa Talang Baru 
1, Desa Kota Baru Santan dan 
Desa Pelabuhan Talang Leak 
yang hanya kepala desanya 
yang membayar. ‘’Untuk desa 
yang realisasinya masih sangat 
rendah, kami harap segera me-
maksimalkan penagihan agar 
tidak meninggalkan piutang 
besar tahun ini,’’ tegas Rudi.

 Sementara secara keselu-
ruhan, realisasi PBB-P2 telah 
mencapai angka 93 persen dari 
31.347 wajib pajak. Nilainya 
sudah mencapai Rp 1,3 miliar 
dari target Rp 1,4 miliar. Itu ber-
kat realisasi hampir 50 persen 
desa yang menyetorkan PBB-
P2 di atas 80 persen. Bahkan 
beberapa desa dan kelurahan 
telah melunasi PBB-P2 sesuai SPPT dan DHKP.(sca)

12 Desa Terancam Tidak Terima ADD

PELABAI - Berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, dalam pelaksa-
naan upacara bendera di Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kabupaten ke 17 yang 
akan digelar hari ini, pesertanya 
hanya melibatkan PNS eselon III. Se-
mentara seluruh PNS eselon II yang 
aktif menjabat, diminta hadir seba-
gai tamu undangan sejajar dengan 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(FKPD).

 ‘’Peserta upacara harus dibatasi 
demi mematuhi protokol kesehatan 
untuk mencegah keramaian di ten-
gah pandemi Covid-19,’’ ujar Kabag 
Keprotokolan Sekretariat Kabupaten 
Lebong, Riki Irawan, S.Sos, M.Si. 

 Upacaranya dijadwalkan pukul 
08.00 WIB pagi ini di halaman Kantor 
Bupati Lebong. Upacara peringatan 

berdirinya Kabupaten Lebong itu 
akan dipimpin Bupati Lebong, Dr. 
H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si selaku ins-
pektur ucapara. Sementara siangnya, 
pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan 
paripurna istimewa yang akan digelar 
di gedung DPRD Kabupaten Lebong.

 ‘’Seluruh peserta dan tamu un-
dangan diwajibkan mengenakan 
masker serta segala bentuk standar 
penunjang protokol kesehatan telah 
kami siapkan di lokasi upacara. Salah 
satunya memeriksa suhu badan pe-
serta dan tamu yang diundang hadir,’’ 
terang Riki. 

 Perbedaan lainnya, dalam perayaan 
HUT kabupaten yang pertama kali 
digeser dari 7 Januari ke 18 Desember 
itu, Pemkab Lebong juga meniadakan 
segala bentuk kegiatan kemeriahan. 

Baik yang bersifat perlombaan, bazar 
dan stan pameran maupun pesta 
rakyat. Di HUT tahun-tahun sebe-

lumnya selalu dibuka dan ditutup 
dengan hiburan konser musik artis 
ibukota.(sca)

ARIS/RB

PERSIAPAN: Panitia HUT kabupaten dari Pemkab Lebong tengah 
menyiapkan tenda dan kursi untuk tamu undangan upacara.

Upacara HUT Lebong Diikuti Eselon III

Ditarget Rp 40 Juta,
Realisasi Rp 30 Juta

PELABAI - Tidak hanya untuk yang ditarget 
besar, realisasi sejumlah pos Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang ditarget pas-pasan seka-
lipun tetap tidak tercapai. Salah satunya PAD 
dari sektor pajak retibusi parkir di tepi jalan 
umum. Hingga akhir Desember realisasi pajak 
retribusi di tiga titik jalan raya itu hanya akan 
terkejar Rp 30 juta dari target Rp 40 juta.

 Kendalanya, sesuai klaim Bidang Perhubun-
gan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 
dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten 
Lebong, murni akibat pandemi Covid-19. Di-
mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong 
sempat mengeluarkan kebijakan membebas-
kan masyarakat dari enam item pajak selama 
5 bulan di awal-awal pandemi Covid-19 
merebak.

 ‘’Diperparah kondisi pasar yang sempat 
terjadi penurunan kunjungan di awal-awal 
Covid-19. Kalau tidak ada kebijakan gratis 
pajak itu, pastinya realisasi pajak parkir 
jauh melebihi dari angka yang ditargetkan,’’ 
kata Kabid Perhubungan, Dinas PUPRHub 
Kabupaten Lebong, Amirudin Iskandar, SE, 
M.Ak.

 Lebih lanjut dikatakannya, target PAD dari 
sektor pajak retribusi parkir itu ditetapkan 
berdasarkan potensi di lapangan. Mengingat 
hanya 3 titik yang dijadikan sasaran, tentu saja 
nilainya tidak bisa diharapkan besar layaknya 
pos pajak lainnya. Itupun dari 3 titik yang 
ditetapkan, 1 titik diantaranya baru dilegalkan 
pungutan parkirnya di tahun berjalan. 

‘’Tadinya di awal tahun hanya di tepi jalan 
Pasar Muara Aman di Kelurahan Pasar Muara 
Aman, Kecamatan Lebong Utara dan tepi 
jalan Pasar Rakyat Lebong di Kelurahan Amen, 
Kecamatan Amen yang ditetapkan sebagai pos 
PAD parkir. Di tengah jalan, menyusul tepi 
jalan Taman Smart City Karang Nio di Kelura-
han Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai ikut 
ditetapkan,’’ terang Amirudin.

 Dilansir sebelumnya, pembebasan enam 
item pajak di Kabupaten Lebong itu diatur 
dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong 
Nomor 216 Tahun 2020 tentang Penghapusan 
Pajak dan Retribusi Daereah Dalam Rangka 
Mengantisasipasi Ketidakstabilan   Ekonomi 
Masyarakat Terkait Pencegahan Penyebaran 
Covid-19. Sejak April hingga Agustus, Bidang 
Perhubungan mengistirahatkan juru parkir 
hingga akhirnya terhitung September diaktifkan 
kembali setelah Pemkab Lebong memutuskan 
mencabut SK bupati itu.(sca)

12 Desa Nihil Realisasi PBB-P2
Desa 		     Kecamatan

Bentangur		      Uram Jaya
Kota Agung	     Uram Jaya
Desa Talang Ratu	     Rimbo Pengadang
Ketenong Jaya	     Pinang Belapis
Tambang Sawah   	     Pinang Belapis
Air Kopras		      Pinang Belapis	
Sebelat Ulu	     Pinang Belapis
Gunung Alam	     Lebong Atas
Tik Teleu		      Lebong Atas
Pelabai		      Pelabai
Tabeak Kauk	     Lebong Sakti
Talang Donok 1	     Topos

5 Desa Setoran PBB-P2 Di Bawah 15 Persen
Desa		  Kecamatan

Talang Baru 1	       Topos	
Kota Baru Santan 	       Pelabai
Nangai Amen 	       Lebong Utara
Kampung Gandung 	       Lebong Utara	
Pelabuhan Talang Leak     Bingin Kuning	
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Percepat Hasil Tes Swab
MUKOMUKO – Pengumuman kasus baru 

positif Covid-19 kemarin mendapat sorotan. 
Pasalnya, hasil positif itu keluar, setelah warga 
tersebut tuntas menjalani isolasi mandiri 14 
hari. Ada 40 kasus positif baru berdasarkan 
hasil uji swab yang menjadikan Mukomuko 
kini tercatat sudah 174 kasus positif Covid-19.

Dari 40 orang warga yang mempunyai sam-
pel swab itu, sebagian besar sudah dinyatakan 
sehat. Karena sudah isolasi mandiri sejak usai 
pengambilan sampel swab. Juru Bicara Satgas 
Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Muko-
muko, Bustam Bustomo, SKM membenarkan, 
pada Rabu (16/12) malam, pihaknya men-
erima sejumlah hasil swab warga Mukomuko. 
Hanya saja, hasil swab yang keluar hari Rabu 
itu, sampel yang diambil pada akhir Novem-
ber dan awal Desember lalu.

Ada rentang waktu lebih dari 14 hari dari 
waktu pengambilan sampel swab dengan 
waktu keluarnya hasil laboratorium. Itu arti-
nya, lanjut Bustam, 40 warga yang dinyatakan 
positif ini telah melalui masa inkubasi dan 
Covid-19 di dalam tubuhnya telah mati.

“Mereka sudah sembuh, karena sudah 
lewat 14 hari masa inkubasi. Teorinya kan 
begitu. Virus mati dengan sendirinya di masa 
inkubasi itu. Apalagi 40 orang ini memang 
tidak ada gejala. Jadi mereka tidak perlu lagi 
isolasi mandiri,” terang Bustam.

Meskipun demikian, pihaknya tetap beren-
cana akan melakukan tracing atau penelu-
suran kontak erat. Untuk mengetaui siapa saja 
yang kontak erat dengan 40 warga yang din-
yatakan positif ini. “Tracingnya bukan pada 
kontak erat setelah hasil swab ini keluar. Tapi 
kontak erat waktu kira-kira virusnya masih 
hidup. Perkiraan itu 2 hari sebelum pengam-
bilan sampel swab sampai masa inkubasi 
berakhir,” kata Bustam.

Lamanya hasil swab keluar, mendapat soro-
tan dari sejumlah masyarakat. Sebagian pun 
menyampaikan saran, dan mempertanyakan 
melalui akun media sosial masing-masing. 
Diantaranya ada yang meminta agar Pemkab 
Mukomuko segera menggandeng rumah sakit 
atau fasilitas laboratorium khusus. Agar bisa 
mendapatkan pelayanan lebih cepat untuk 
tes sampel swab. Atau jika memungkinkan, 
pengetesan sampel swab itu dapat dilakukan 
di Kabupaten Mukomuko. Dengan begitu, 
hasil swab tidak lama menunggu hasil.(hue)

MUKO2

MUKOMUKO - Ketua Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten 
Mukomuko, Rasita, S.Pd bersama pen-
gurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan, 
mendatangi kantor Badan Keuangan 
Daerah (BKD) Mukomuko, kemarin 
(17/12). Mereka memperjuangkan 1.138 
orang Pendidik dan Tenaga Kependidi-
kan (PTK) di Kabupaten Mukomuko 
yang gajinya belum kunjung dibayarkan 
Pemkab Mukomuko.

Gaji 1.138 orang PTK yang belum diba-
yarkan mencapai tiga bulan. Terhitung 
Oktober - Desember 2020. Jumlahnya 
mencapai sekitar Rp 3,4 miliar. Padahal 

ribuan PTK itu bukan berstatus tenaga 
kerja sukarela  (TKS) melainkan sebagai 
pegawai daerah dengan perjanjian kerja 
(PDPK).

Rasita menyayangkan kondisi tersebut. 
PTK yang hanya diberikan gaji Rp 1 juta 
per bulan belum kunjung menerima 
haknya sampai 3 bulan. Kondisi tersebut 
dapat mempengaruhi kinerja, terutama 
PDPK yang berprofesi sebagai guru atau 
pendidik. Hasil pertemuan itu, lanjut 
Rasita, pihaknya belum dapat memberi-
kan jawaban yang menggembirakan bagi 
1.138 PTK. Sebab, dari BKD Mukomuko 
belum dapat memberi kepastian, kapan 

gaji PDPK siap dibayarkan. Alasannya, 
Pemkab masih mempertimbangkan 
kondisi keuangan daerah.

“Belum ada kepastian dari BKD. Meng-
ingat kondisi keuangan daerah,” kata 
Rasita.

Ia berharap, kondisi tersebut tidak 
terjadi lagi ke depannya. Sangat dis-
ayangkan, guru dituntut meningkatkan 
profesionalismenya. Sementara, kes-
ejahteraan guru terkesan dikesamp-
ingkan. Pihaknya bersyukur, Pemkab 
sudah memberikan perhatian lebih 
kepada guru-guru honorer daerah. 
Dengan memberikan gaji Rp 1 juta per 

bulan, lebih tinggi dari tahun-tahun 
sebelumnya, dan mengangkat ribuan 
guru honorer daerah menjadi PDPK. 
Akan tetapi akan lebih sempurna jika 
pembayaran gaji bisa lancar, apalagi 
bisa dibayarkan setiap bulan.

“Guru dituntut profesional, sementara 
hak mereka terlambat. Kami berharap ini 
tidak terjadi lagi ke depannya. Dengan 
adanya kondisi ini, membuat PGRI juga 
tidak fokus. Komitmen PGRI Mukomuko 
fokus membantu meningkatkan profe-
sionalisme guru. Ada kejadian seperti 
ini akan bisa memecah perhatian PGRI,” 
jelas Rasita.

Rombongan PGRI Mukomuko ini diter-
ima Sekretaris BKD Mukomuko, Kasimin, 
SH didampingi Kabid Perbendaharaan 
BKD Mukomuko, Ahmad Luthfi. Per-
temuan berlangsung di ruang kerja 
Sekretaris BKD Mukomuko. Kasimin  me-
minta para guru bisa bersabar. Pemkab 
Mukomuko selalu berupaya melayani 
dan memenuhi hak ribuan guru PDPK 
dengan maksimal. 

“Mohon bersabar dan mohon di-
maklumi kondisi keuangan daerah 
saat ini. Kita berupaya ketika sudah 
siap, secepatnya kami proses,” terang 
Kasimin.(hue)

Gaji 1.138 PTK Belum Dibayar

MUKOMUKO - Tindakan 
tegas akhirnya ditunjukkan 
Tim Gabungan Operasi Ille-
gal Fishing Kabupaten Muko-
muko, kemarin (17/12). Satu 
unit kapal yang kedapatan 
tengah beroperasi menang-
kap ikan menggunakan pukat 
trawl ditangkap. Satu set pu-
kat trawl ikut diamankan.

Kabid Perikanan Tangkap 
Dinas Perikanan Mukomuko, 
Nasyyardi, S.Pi  mengata-
kan ketegasan tim gabungan 
tersebut sebagai peringa-
tan bagi nelayan lain yang 
masih menggunakan pukat 
trawl. Bahwa imbauan yang 
dilakukan oleh pihaknya 
selama ini harus dipatuhi. 
Surat pernyataan yang telah 
dibuat bagi nelayan yang 
kedapatan, bukan sekedar 
formalitas. Bahwa surat itu 

benar-benar harus dipatuhi, 
dan ada konsekuensi jika 
tidak diindahkan.

“Satu kapal dan alat tang-
kapnya dengan berat hati 
kita amankan ke daratan,” 
ujar Nas.

Kapal tersebut sesuai ket-
erangan dari anak buah kapal 
(ABK), milik warga berinisial 
Da, warga Labuhan Tanjak 
Air Haji, Kecamatan Lingo 
Sari Baganti, Kabupaten Pesi-
sir Selatan, Provinsi Sumatera 
Barat. Kapal ini kedapatan 
menggunakan pukat trawl 
saat melaut di wilayah ka-
wasan perairan Pantai Pon-
dok Lima. Kapal ini ditindak 
setelah beroperasi menggu-
nakan pukat trawl di perairan 
berjarak kurang satu mil dari 
bibir pantai.

“Kapal ini berasal dari Air 

Haji. Terpaksa diamankan 
dan ditindak oleh tim gabun-
gan,” terangnya.

Ti m  g a b u n g a n  h a n y a 
mengamankan satu set pu-
kat trawl. Sedangkan kapal 
dan ABK, setelah diberi per-
ingatan dibolehkan melan-
jutkan aktivitas menangkap 
ikan tanpa menggunakan 
pukat trawl. “ABK diminta 
membuat surat pernyataan 
untuk tidak mengulangi lagi 
kegiatan penangkapan ikan 
dengan pukat trawl. Pukat 
trawlnya diamankan di Di-
nas Perikanan Mukomuko,” 
jelas Nas.

Selain itu, tim gabungan 
juga mendata lima kapal 
lainnya yang juga keda-
patan menggunakan pukat 
trawl. Kelima kapal terse-
but diminta menyatakan 
tidak melakukan tindakan 
demikian di lain waktu. 
Tim gabungan tidak akan 
segan-segan menindak jika 
kembali kedapatan meng-
gunakan alat tangkap yang 
sama saat melaut. 

“Mereka menyatakan ber-
sedia tidak melakukan pe-
langgaran lagi. Dan data 
mereka ini kita pegang, dan 
selalu kita bawa ketika kem-
bali menggelar operasi. Se-
hingga ketahuan, jika ada 
yang mengulangi perbuatan 
serupa dan terjaring operasi,” 
tegas Nas.

Tim gabungan yang meng-
gelar Operasi Illegal Fishing 
terdiri dari Dinas Perika-
nan Mukomuko, Danposal 
Mukomuko, Polair Polres 
Mukomuko, dan Pokmaswas 
Muara Selagan.(hue) 

Kapal dan Pukat Trawl Diamankan

MUKOMUKO – Mulai hari 
ini, tunjangan untuk guru 
mulai dibayarkan Pemkab 
Mukomuko. Baik itu tunjan-
gan profesi guru (TPG) atau 
tunjangan sertifikasi, tam-
bahan penghasilan guru atau 
disebut juga tunjangan non 
sertifikasi guru, dan tunjan-
gan khusus guru (TKG).

Ketua PGRI Kabupaten Mu-
komuko, Rasita, S.Pd menye-
butkan kepastian pencairan 
3 jenis tunjangan ini setelah 
pihaknya mendapatkan in-
formasi langsung dari Badan 
Keuangan Daerah (BKD) Mu-
komuko. Seluruh dana untuk 
pembayaran tunjangan itu 
sudah ditransfer oleh pemer-
intah pusat dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke 
Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD). “Menurut dari BKD, 
besok (hari ini) sudah mulai 
disalurkan,” ujar Rasita.

Rasita mengaku pihaknya 
cepat mempertanyakan tun-
jangan guru agar tidak teru-
lang kejadian seperti tahun 
lalu yakni terjadi penundaan 
pembayaran tunjangan-tun-
jangan tersebut.

Terpisah, Sekretaris BKD 
Mukomuko, Kasimin, SH 
menjelaskan, permasalahan 
belum dibayarkannya tun-
jangan profesi guru, tunjan-
gan non sertifikasi, termasuk 
tunjangan khusus hingga 
pertengahan Desember ini, 
karena usulan dari Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Mukomuko terlambat. Pada-
hal, BKD sudah menyampai-
kan jauh-jauh hari, dana apa 
saja yang sudah masuk ke 
RKUD dari pusat.

“Perlu diketahui, dana ser-
tifikasi untuk triwulan empat 
ini sudah ada. Pembayaran-
ya tergantung pengajuan 

dari dinas. Kalau lambat 
mengajukan maka lambat 
pula pembayarannya,” beber 
Kasimin.

Ia menyatakan, BKD tidak 
akan memperlambat pen-
cairan. Apalagi jika uang 
untuk pembayarannya sudah 
ditransfer dan tersedia di Kas 
Daerah Pemkab Mukomu-
ko. Namun perlu dipahami 
guru, bahwa di dinas juga 
ada prosedur dan kelengka-
pan administrasi yang harus 
disiapkan dan harus lengkap. 
Agar tidak ada permasalahan 
di kemudian hari.

“Intinya BKD akan proses, 
jika pengajuan dari dinas su-
dah masuk. Tentunya terpent-
ing uangnya sudah ada dari 
pusat. Di dinas juga, tidak bisa 
asal pengajuan. Dinas juga 
harus melengkapi berkas, dan 
pasti itu butuh proses,” papar 
Kasimin.(hue) 

MUKOMUKO – Pelayan-
an di Kantor Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dukcapil) Mukomuko 
mendadak ditutup semen-
tara, kemarin. Kebijakan ini 
diberlakukan hingga kantor 
ini akan dibuka kembali 
pada 21 Desember 2020. 
Hal ini setelah ada 40 warga 
Mukomuko positif Covid-19 
yang salah satunya terdapat 
pegawai OPD tersebut.

Plt. Kadis Dukcapil Muko-
muko, Evi Busmanja, M.Si 
mengatakan, pelayanan yang 
dihentikan untuk pelayanan 
tatap muka. Masyarakat 
tetap bisa mendapatkan 
pelayanan dengan meman-
faatkan pelayanan secara 
online. Kebijakan ini, menu-
rut Evi, sudah mendapatkan 
persetujuan dari Kemen-
terian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) dan atas petunjuk 
dari Pemkab Mukomuko, 
dalam hal ini Sekda Muko-
muko.

“Penutupan tersebut su-
dah seizin Kemendagri dan 
berdasarkan petunjuk Sek-
da Mukomuko. Penutupan 
pelayanan tatap muka ini 
cuma hari Kamis (17/12) 
dan Jumat (18/12). Kalau pe-
layanan secara online tetap 
kita buka,” ujar Evi.

Dinyatakan Evi, bahwa 
satu orang pegawai Dinas 
Dukcapil Mukomuko yang 
positif terpapar Covid-19 
tersebut,  bukan karena 
tertular dari pegawai lainnya 
di dalam kantor dinas terse-
but. Melainkan tertular dari 
keluarganya yang lebih dulu 
diketahui terpapar Covid-19. 
“Pegawai kita ini tertular dari 
keluarganya, bukan tertular 
saat berdinas di Dukcapil 
Mukomuko,” tegas Evi.

Diterangnya, pada akhir 
November lalu, ada salah se-

orang keluarga dari pegawai 
Dinas Dukcapil itu dinyata-
kan positif terpapar Covid-
19. Lalu yang bersangkutan 
turut dilakukan tes swab 
selaku salah seorang kontak 
erat. Pengambilan sampel 
swabnya diambil pada akhir 
November lalu.

Lalu, pegawai tersebut 
menjalani isolasi mandiri 
beberapa hari di rumah-
nya di Kecamatan V Koto. 
Sampai akhirnya pegawai 
ini mendapat surat keteran-
gan sehat dari Puskesmas V 
Koto. Setelah melewati masa 
menjalani isolasi mandiri, 
baru heboh sekarang, kar-
ena hasil swab yang bersang-
kutan baru diterima Pemkab 
Mukomuko kemarin.

“Pegawai itu sempat masuk 
kerja sekitar empat hari. Ia 
berani kembali kerja kar-
ena telah mendapat surat 
keterangan kesehatan dari 
Puskesmas. Namun karena 
keluar hasil swab yang me-
nyatakan dia positif, maka 
diputuskan pelayanan tatap 
muka di Dinas (Dukcapil) tu-
tup sementara,” terang Evi. Ia 
menambahkan penutupan 
kantor sebagai antisipasi. 

Evi memastikan, Senin 
(21/12) masyarakat Kabu-
paten Mukomuko sudah 
bisa kembali mendapatkan 
pelayanan tatap muka. Ten-
tunya dengan tetap mema-
tuhi protokol kesehatan. 
Bahkan demi segera adan-
ya pelayanan tatap muka, 
tidak menutup kemungki-
nan pihaknya mengerahkan 
fasilitas mobil pelayanan 
keliling.

 “Kita berharap penutupan 
pelayanan tatap muka tidak 
terlalu lama terjadi. Sebab 
masih banyak masyarakat 
butuh pelayanan Dinas Duk-
capil,” ucap Evi.(hue)

Pegawai Positif Covid-19, 
Dinas Dukcapil Ditutup

Tiga Tunjangan Guru Dicairkan Sekaligus

PERI/RB

DIAMANKAN: Satu set pukat trawl diamankan tim gabun-
gan dalam Operasi Illegal Fishing.

PERI/RB

PENYEMPROTAN: Kantor Dinas Dukcapil Mukomuko 
disemprot disinfektan oleh PMI Mukomuko. Aktivitas 
kantor ini tutup sementara setelah ada pegawainya 
positif Covid-19.

PERI/RB

GAJI GURU: Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten Mukomuko mendatangi BKD Mukomuko mempertanyakan gaji PTK yang belum dibayar.
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Disesuaikan
Kinerja Desa

KEPAHIANG –Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa (PMD) 
Kabupaten Kepahiang memas-
tikan pagu anggaran Dana Desa 
(DD) tahun 2021 tidak mengalami 
perubahan, sebesar Rp 86 miliar. 
Hanya saja pembagiannya untuk 

setiap desa di Kabupaten Kepa-
hiang tahun ini, besaran tidaklah 
sama.

Banyak faktor yang mempen-
garuhi besaran DD yang akan 
diterima desa. Salah satunya 
disesuaikan dengan kinerja dan 
laporan masing-masing desa 
dalam realisasi DD tahun ini. 
“Dari penilaian itu, nantinya ada 
desa yang dapat penambahan 

DD, dan ada juga yang mengal-
ami pengurangan DD,” ungkap 
Kepala Dinas PMD Kabupaten 
Kepahiang, Ir. Ris Irianto kepada 
RB.

Untuk DD tahun 2020 ini, Ris 
mengklaim, sebanyak 105 desa 
di Kabupaten Kepahiang sudah 
melakukan pencairan DD tahap 
III, dan realisasinya sudah disal-
urkan ke rekening masing-mas-

ing desa. Tinggal lagi pihaknya 
menunggu laporan akhir dari 
masing-masing desa atas pencai-
ran tahap III, paling lambat akhir 
tahun 2020.

“Untuk evaluasi, terus kita 
lakukan dengan menggandeng 
inspektorat, BPK dan BPKP. Se-
mentara ini dari hasil evaluasi 
untuk tahap I dan II, seluruh 
dasar-dasar kepatuhan terhadap 

aturan penggunaan DD, 105 
desa di Kabupaten Kepahiang 
masuk dalam kategori baik,” 
jelas Ris.

Terkait program prioritas di 
tahun 2021 dari DD, Ris men-
gatakan masih bertumpu pada 
tiga sektor. Yakni penanganan 
Covid-19, Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), dan pemulihan 
ekonomi melalui pembangunan 

padat karya tunai.
“Sebenarnya banyak program 

prioritas yang bisa dialokasikan 
melalui DD. Namun kita saat ini 
masih konsen di tiga sektor itu 
saja. Dan untuk persentasenya 
tergantung desa, berdasarkan 
usulan dari dusun yang disahkan 
melalui Musdes, dan disusun 
dalam RKPDes,” demikian Ris. 
(sly).

Nining: Kalau Ada 
Izin Pemkab

KEPAHIANG -  Jika tidak 
ada kendala, Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Kabupaten Kepahiang 
akan kembali membuka ke-
giatan belajar mengajar tatap 
muka di sekolah. Bertepatan 

dengan awal semester ganjil 
tahun 2021 yang dimulai 
bulan Januari.

 Hal ini disampaikan Ka-
bid Dikdas Dinas Dikbud 
Kabupaten Kepahiang, Nin-
ing Faweli Pasju, S.Pt, MM. 
Dia mengatakan, rencana 
pembelajaran secara tatap 
muka di sekolah ini hasil 
koordinasi  pihaknya ke 

K e m e n -
t e r i a n 
Pendidi-
kan dan 
K e b u -

dayaan (Kemendikbud) 
beberapa waktu lalu.

 Didapat kesimpulan ber-
dasarkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Pen-
didikan Dan Kebudayaan, 
Menteri Agama, Menteri Ke-
sehatan, dan Menteri Dalam 
Negeri tentang Panduan 
Penyelenggaraan Pembela-
jaran Pada Tahun Akademik 
2020/2021 di Masa Pandemi 
Covid-19. Kegiatan belajar 
mengajar di sekolah sudah 
bisa dilaksanakan di semua 
zona.

 “Jadi tidak ada lagi pak-
ai  zona warna apapun. 
Semua zona sudah bisa 
melaksanakannya. Namun 
dengan syarat, harus ada 
persetujuan dari orang tu-
anya siswa, sekolah dan 
pemerintah daerah. Dan 
tak terpenting lagi, tetap 
mempedomani aturan ter-
kait penerapan protokol 
kesehatan,” jelas Nining.

 U n t u k  p e r s e t u j u a n , 
sambung Nining, hingga 
saat ini pihaknya belum 
mendapatkan instr uksi 

dari Pemkab Kepahiang 
Sementara kalau izin dari 
orang tua siswa, sebagian 
besar menginginkan kem-
bali  anaknya belajar  di 
sekolah. “Walaupun me-
mang masih ada beberapa 
orang tua yang khawatir, 
namun sebagian besar me-
nyarankan untuk kembali 
belajar di sekolah. Karena 
menurut para orang tua, 
metode pembelajaran dari 
rumah secara daring, tidak 
lah efektif,” demikian Nin-
ing. (sly)

Jajaki Dana Hibah
KEPAHIANG –  Tahun ini Di-

nas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga (Disparpora) Kabupat-
en Kepahinag tidak mendapat 
Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Tampaknya akan terulang di 
tahun 2021 mendatang. Ini dise-
babkan Provinsi Bengkulu untuk 
tahun ini tidak mendapatkan 
lokasi prioritas (Lokpri) dalam 
penyaluran DAK dari Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga 

maupun Kementerian Pariwisata.
Kepala Disparpora Kabupaten 

Kepahiang, Tedy Adeba, ST men-
gatakan, dengan tidak lagi mener-
ima DAK di tahun 2021, maka 
Disparpora memaksimalkan ang-
garan yang sudah dialokasikan 
di APBD Kabupaten Kepahiang 
Tahun Anggaran 2021. Kendati 
demikian, Disparpora akan tetap 
berupaya menyampaikan usulan 
di APBN Tahun Anggaran 2021.

“Ya, untuk tahun depan sama 
seperti tahun ini. Kita tidak 

m e n d ap at k a n  D A K 
fisik, karena memang 
Provinsi Bengkulu tidak 
masuk dalam lokpri 
dari pemerintah pusat 
untuk tahun depan,” 

terang Tedy.
Sambung Tedy, untuk usulan 

dana dari APBN, Disparpora 
Kabupaten Kepahiang diperki-
rakan akan mendapatkan ban-
tuan. Walau tidak semua usulan 
diakomodir oleh APBN, namun 
salah satu dari beberapa usulan 
tersebut bisa diakomodir.

“Untuk APBN tahun depan, 
ada beberapa usulan yang kita 
sampaikan, dengan nominal yang 
berbeda-beda. Mulai dari Rp 2 
miliar, Rp 5 miliar, hingga Rp 7 
miliar. Berdasarkan informasi 
terbaru yang kita dapatkan, salah 
satunya berhasil kita dapatkan. 
Namun belum diketahui pasti 
usulan yang mana yang akan 
diakomodir,” pungkasnya.(sly)

Selangkah Lagi, 
RP3KP Disahkan

KEPAHIANG – Sesuai rencana sebelumnya, 
DPRD Kabupaten Kepahiang akan menyele-
saikan pembahasan Raperda Rencana Pemban-
gunan dan Pengembangan Perumahan dan Ka-
wasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kepa-
hiang tahun 2020-2040, bulan ini. Tampak telah 
rampungnya pembahasan raperda tersebut di 
tingkat Panitia Khusus (Pansus), kemarin (17/12). 
Hasilnya akan segera disampaikan kepada unsur 
pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang.

 Ketua Pansus, Hendri, A.Md mengatakan 
dalam rapat kerja yang digelar tersebut, pihaknya 
telah melakukan perbaikan dan menyelesaikan 
pembahasan raperda. Baik pada pasal-pasal, 
maupun analisis dan penyesuaiannya ter-
hadap keterkaitan peraturan perundangan 
lainnya.“Tinggal lagi kita akan buat laporan hasil, 
yang akan segera disampaikan kepada pimpi-
nan dalam rapat gabungan komisi dalam waktu 
dekat,” terang Hendri.

 Ditambahkanya dengan telah diselesaikannya 
pembahasan raperda dan pengesahan, nantinya 
diharapkan dapat memberikan keteraturan ru-
ang, verifikasi kebutuhan rumah layak huni dan 
pemenuhan. Juga penguatan syarat dalam rangka 
memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang 
perumahan.

 “Ini nantinya akan menjadi rule of the game kita 
dalam melakukan pembangunan rumah layak 
huni. Juga sebagai acuan bagi kita nantinya untuk 
bisa mendapatkan stimulant bantuan DAK dari 
pemerintah pusat, khususnya untuk program 
perumahan,” jelas Hendri.

  Senada juga disampaikan anggota Pansus, 
Candra. Dia mengatakan bahwa raperda yang 
setelah dibahas dan diselesaikan ini, dapat 
memberikan nilai positif. Dalam rangka me-
ningkatan pembangunan di Kabupaten Kepahi-
ang. Utamanya dalam menjamin terwujudnya 
rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat, teratur, terencana dan 
berkelanjutan.

 “Raperda yang telah kita selesaikan pem-
bahasannya ini harus dapat menjadi penguat 
dan dasar bagi pemerintah daerah dalam hal 
verifikasi bad lock atau kekurangan kebutuhan 
pasokan rumah bagi penduduk,” ujarnya.(sly)

Besaran DD 2021 Berubah

ARIE/RB

PEMBAHASAN: Anggota Pansus Raperda 
RP3KP DPRD Kabupaten Kepahiang sedang 
melakukan pembahasan raperda, kemarin 
(17/12).

Dua Tahun Tak Dapat DAK

ARIE/RB

SEKOLAH: Aktivitas beberapa murid di salah satu sekolah di Kecamatan Ujan Mas sewaktu masih diberlakukan pembelajaran secara tatap muka.

Sekolah Kembali Dibuka Pada Awal Tahun 2021
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CURUP

Sertifikat, Tanah Wakaf No.00001/ Tj Agung, 
NIB 07.06.11 1200002, A/n Drs Buyung Jundran, 
Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Mitsubishi Maven GLX BD 1027 
WY Noka MHMUD1W1V6J000447, Nosin 
4G15TB31565 A/N Pemerintah Kab Kaur

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Suzuki Pick Up Thn 2011 
BD 9195 Y Noka MHYGDN41TBJ309415, 
Nosin G15AID242250 A/N  Syahrul

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Suzuki Jeep Thn 1994 BD 
1978 LJ Noka MHDESB16RJ005068, Nos-
in G1GAID115004 A/N  Agusman Ardin

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Datsun GO+ Thn 2015 
BD 1068 CD Noka MHBJ1CH2FFJ, 
Nosin HR12737562T A/N Baharuddin

•  kehilangan •
BPkB, No. I07523032, Noka. MHI-
JF8114CK473153, BD3781YA, Nos-
in JF81E-1470476, A/n Anwar Fauzi

•  kehilangan ••  jual tanah •
Lt 10x20, Lok. Prumnas Pinang 
Mas ,  SHM,  H rg  Nego .  Tanpa 
Perantara.  Hub.  085228004888

CURUP

Sertifikat, Tanah Wakaf No.00001/ Tj Agung, 
NIB 07.06.11 1200002, A/n Drs Buyung Jundran, 
Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Mitsubishi Maven GLX BD 1027 
WY Noka MHMUD1W1V6J000447, Nosin 
4G15TB31565 A/N Pemerintah Kab Kaur

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Suzuki Pick Up Thn 2011 
BD 9195 Y Noka MHYGDN41TBJ309415, 
Nosin G15AID242250 A/N  Syahrul

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Suzuki Jeep Thn 1994 BD 
1978 LJ Noka MHDESB16RJ005068, Nos-
in G1GAID115004 A/N  Agusman Ardin

•  kehilangan •
BPkB, Mobil Datsun GO+ Thn 2015 
BD 1068 CD Noka MHBJ1CH2FFJ, 
Nosin HR12737562T A/N Baharuddin

•  kehilangan •
BPkB, No. I07523032, Noka. MHI-
JF8114CK473153, BD3781YA, Nos-
in JF81E-1470476, A/n Anwar Fauzi

•  kehilangan ••  jual tanah •
Lt 10x20, Lok. Prumnas Pinang 
Mas ,  SHM,  H rg  Nego .  Tanpa 
Perantara.  Hub.  085228004888

Pastikan Stok Darah Aman 
Hingga Akhir Tahun

CURUP – Markas Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kabupaten Rejang Lebong (RL) selalu 
memaksimalkan pemenuhan kebutuhan stok 
darah, khususnya untuk wilayah Kabupaten 
RL. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan 
pasien di RSUD Curup maupun membantu 
pasien warga Kabupaten RL yang berobat di 
rumah sakit lainnya.

Dijelaskan Mardiani, salah satu tenaga su-
karela di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI 
kabupaten RL, kebutuhan darah yang mereka 
siapkan terutama bagi pasien yang menjalani 
operasi. Dimana hingga saat ini kebutuhan 
yang diperlukan masih bisa terpenuhi dengan 
stock darah yang mereka miliki di UTD PMI Ka-
bupaten RL. ‘’Mudah-mudahan stok kita aman 
untuk kebutuhan darah hingga akhir tahun ini,’’ 
sampai Mardiani.

Dikatakan Mardiani, kebutuhan darah di Ka-
bupaten RL sendiri setiap harinya bisa menca-
pai 40 kantong darah. Jumlah tersebut mayoritas 
untuk kebtuhan pasien cuci darah maupun 
keperluan operasi di RSUD Curup. Serta untuk 
kebutuhan perawatan 13 anak thalasemia yang 
dilakukan dua minggu sekali selama ini.(dtk) 

CURUP – Jumlah warga Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) yang terkonfir-
masi positif Covid-19 kembali menin-
gkat. Bahkan jumlah tambahan kasus 
konfirmasi baru tersebut cukup sig-
nifikan sebanyak 21 kasus baru yang 
membuat jumlah keseluruhan genap 
menjadi 400 kasus. Ini disampaikan 
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kabupaten RL 
sekaligus Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, 
S.KM, M.KM kepada RB kemarin.

Dirincikan Syamsir, kasus baru 
tersebut masing-masing kasus 380 
perempuan (75) asal Curup Timur, 
kasus 381 laki-laki (41) asal Keca-
matan Curup Timur dan kasus 382 

perempuan (76) asal Kecamatan Cu-
rup. Lalu kasus 383 perempuan (34) 
asal Kecamatan Curup Tengah, kasus 
384 laki-laki (5) asal Kecamatan Cu-
rup dan kasus 385 laki-laki (23) asal 
Kecamatan Curup Timur.

Selanjutnya, sampai Syamsir, kasus 
386 perempuan (44) asal Kecamatan 
Curup Timur, kasus 387 perempuan 
(36) asal Kecamatan Curup Timur 
dan kasus 388 laki-laki (45) asal Keca-
matan Curup Timur. Kemudian kasus 
389 laki-laki (40) asal Kecamatan 
Curup Timur, kasus 390 perempuan 
(67) asal Kecamatan Curup Timur 
dan kasus 391 laki-laki (70) asal Ke-
camatan Curup Timur.

Lebih lanjut, ungkap Syamsir, kasus 

392 laki-laki (45) asal Kecamatan 
Curup Tengah, kasus 393 laki-laki 
(23) asal Kecamatan Curup Timur 
dan kasus 394 laki-laki (35) asal Ke-
camatan Selupu Rejang. Serta kasus 
395 perempuan (25) asal Kecamatan 
Selupu Rejang, kasus 396 laki-laki (20) 
asal Kecamatan Kecamatan Selupu 
Rejang, kasus 397 perempuan (26) asal 
Kecamatan Selupu Rejang, kasus 398 
laki-laki (41) asal Kecamatan Curup 
Timur, kasus 399 laki-laki (42) asal Ke-
camatan Curup dan kasus 400 laki-laki 
(35) asal Kecamatan Curup Tengah.

‘’Jumlah warga terkonfirmasi positif 
baru ini tersebar di sejumlah ke-
camatan dan terbanyak di wilayah 
Kecamatan Curup Timur serta Ke-

camatan Seluu Rejang. Jumlah total 
kasus baru tersebut mencapai 21 
kasus, namun sebagian sudah din-
yatakan selesai konfirmasi,’’ sampai 
Syamsir kemarin.

Dilanjutkan Syamsir, selain kasus 
positif baru, juga ada lima tambahan 
selesai konfirmasi atau sembuh. Ma-
sing-masing kasus 316, 317 dan kasus 
32a0 asal Kecamatan Curup Tengah. 
Serta dua kasus lainnya, yaitu kasus 
318 dan kasus 319 asal Kecamatan 
Curup. ‘’Total keseluruhan dari 400 
kasus positif, sudah 357 kasus dian-
taranya yang selesai konfirmasi atau 
sembuh. Sedangkan sisanya yaitu 43 
kasus lagi masih dalam pengawasan,’’ 
pungkas Syamsir.(dtk)

Positif Corona Genap 400

KPU RL Tuntaskan 
Rekapitulasi Pilgub 
Tingkat Provinsi

CURUP – Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL), 
kemarin mengikuti kegiatan rapat pleno 
tekapitulasi tingkat provinsi bersama 
KPU kabpaten/kota lainnya. Khususnya 
untuk hasil rekapitulasi perolehan suara 
pilgub di Kabupaten RL, angka rekap tidak 
berubah alias sama dengan hasil rekap di 
pleno kabupaten.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU 
Kabupaten RL Visco Putra Alexander, S.IP, 
M.Si kemarin kepada RB. ‘’Alhamdulillah 
kita sudah tuntas melaksanakan kegiatan 
rekapitulasi perolehan suara tingkat 
provinsi untuk pilgub. Seluruh angka 
hasilnya tidak berubah atau sama dengan 
hasil rekap kita saat pleno kabupaten dan 
sudah selesai kita laksanakn untuk tingkat 

provinsi,’’ sampai Alex.
Sehingga, sambung Alex, KPU Kabu-

paten RL tinggal lagi melaksanakan jadwal 
rapat pleno penetapan pasangan calon 
(paslon) terpilih untuk pilbup nantinya 
dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengeluarkan Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi (BRPK) terkait seng-
keta pilkada serentak 2020. Jika memang 
tidak ada gugatan di Pilkada Kabupaten 
RL, maka paling lambat tiga hari setelah 
MK mengeluarkan BRPK, mereka harus 
menggelar rapat pleno penetapan calon 
bupati dan wakil bupati terpilih.

‘’Alhamdulillah seluruh rangkaian dan 
tahapan pilkada sudah selesai kita lak-
sanakan, baik untuk pilgub maupun pilbup. 
Tinggal lagi kita menunggu MK mengeluar-
kan BRPK terkait sengketa pilkada serentak 
2020. Kalau tidak ada gugatan sengketa 
pilkada di Kabupaten Rejang Lebong, maka 
paling lambat tiga hari setelahnya kita 
menggelar rapat pleno penetapan paslon 
terpilih,’’ demikian Alex.(dtk)

Kendala Pandemi dan  
Cuaca Saat Coblos

CURUP – Target Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong 
(RL) untuk jumlah persentase partisipasi 
masyarakat (Parmas) dalam menggunakan 
hak pilih mereka mencapai 80 persen dari 
jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sesuai 
prediksi, dari hasil rekapitulasi Pilkada Gu-
bernur/Wakil Gubernur maupun pilkada 
bupati/wakil bupati, target tersebut me-
mang tidak tercapai.

Dijelaskan Komisioner KPU Kabupaten 
RL Ujang Maman, S.Sos kemarin, data 
yang mereka himpun, persentase parmas 
dalam menyalurkan hak suara mereka 
untuk pilbup hanya mencapai angka 77,75 
persen. Lalu untuk pilgub sendiri, parmas 
di Kabupaten RL tidak jauh berbeda yaitu 
hanya 77,98 persen. ‘’Hitungan kita dari 
hasil rekapitulasi perolehan suara dalam 
pilbup maupun pilgub, parmas untuk 

pilbup mencapai 77,75 persen dan untuk 
pilgub mencapai 77,98 persen. Jumlah ini 
memang tidak mencapai atau tidak sesuai 
target awal kita yaitu minimal 80 persen dari 
jumlah DPT atau pemilih,’’ sampai Ujang.

Hanya saja persentase parmas yang sudah 
dicapai, sambung Ujang, setidaknya sudah 
melampaui target nasional yaitu 77 persen. 
Banyak faktor yang mempengaruhi angka 
parmas pada Pilkada Kabupaten RL, baik 
itu untuk pilbup maupun pilgub. Meskipun 
upaya sudah mereka lakukan maksimal 
dalam mensosialisasikan penggunaan hak 
pilih kepada masyarakat.

‘’Setidaknya upaya kita sudah melam-
paui target secara nasional yaitu diatas 77 
persen. Usaha kita sudah maksimal dalam 
pelaksanaan sosialisasi penggunaan hak 
pilih. Namun faktor kondisi sedang dalam 
pandemi Covid-19 serta cuaca hujan saat 
hari pencoblosan menjadi salah satu 
pengaruh masyarakat dalam menyalurkan 
hak pilih mereka untuk datang ke TPS,’’ 
demikian Ujang.(dtk)

TUNTAS: KPU kabupaten RL sudah menuntaskan kegiatan rekapitulasi pilgub tingkat provinsi kemarin.

Angka Rekap PIlgub Tidak Berubah

Lampaui Target Nasional

CURUP – Sejak Rabu 
(16/12) malam hingga ke-
marin (17/12) siang, sudah 
lebih dari lima kali terjadi 
gempa bumi yang pusatnya 
berada di wilayah Kabupaten 
Rejang Lebong (RL). Hal ini 
cukup membuat masyarakat 
Kabupaten RL merasa cemas, 
namun tidak sampai melaku-
kan upaya mengungsi. Karena 
memanb belum ada laporan 
korban jiwa maupun korban 
materil dari kejadian gempa 
bumi tersebut.

Namun begitu, Kepala 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Ka-
bupaten RL M. Budianto, 
MT mengungkapkan, mer-
eka meminta masyarakat 
tetap waspada dan jangan 
panik. Serta jangan mudah 

termakan isu apapun terkait 
gempa bumi yang terjadi 
sejak Rabu malam tersebut. 
‘’Kita mengimbau kepada 
masyarakat untuk tidak panik 
dan tetap waspada,’’ imbau 
Budi.

Dilanjutkan Budi, sesuai 
informasi resmi dari BMKG 
gempa bumi yang terjadi 
merupakan gempa bumi 
tektonik dan merupakan jenis 
gempabumi dangkal akibat 
aktivitas Sesar lokal wilayah 
Kabupaten RL. Dimana dam-
pak gempabumi yang digam-
barkan oleh peta tingkat gun-
cangan (Shakemap) BMKG 
dan berdasarkan laporan 
dari masyarakat, gempabumi 
ini dirasakan  di wilayah Ka-
bupaten RL dengan Skala 
Intensitas III - IV MMI.(dtk)

RL Diguncang Gempa, 
Warga Diminta Waspada

PDAM Tirta Dharma 
Bebaskan Denda Tunggakan
Untuk Pelunasan 16-30 Desember 2020

CURUP – Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Rejang Leb-
ong (RL) memanfaatkan momen akhir tahun 
2020 untuk membantu pelanggan mereka. Salah 
satunya dengan meringankan beban pelanggan 
yang menunggak tagihan jika segera melunasi 
tagihan mereka ke PDAM Tirta Dharma.

Dijelaskan Direktur PDAM Tirta Dharma, 
Orin Retnowati kepada RB kemarin, jangka 
waktu pelunasan tunggakan rekening yaitu 16 
sampai 30 Desember 2020 mendatang. Pelang-
gan PDAM Tirta Dharma khusus di wilayah 
Kabupaten RL akan dibebaskan dari denda 
tunggakan jika melunasi dalam kurun waktu 
tersebut.

‘’Benar, akhir tahun ini kita meluncurkan 
program pemberlakukan pembebasan denda 
bagi pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten 
Rejang Lebong yang memiliki tunggakan reken-
ing air. Program sudah kita buka sejak 16 Desem-
ber lalu hingga 30 Desember mendatang dan 
berlaku bagi seluruh pelanggan di Kabupaten 
Rejang Lebong,’’ sampai Orin.

Hal ini, sampai Orin, mereka luncurkan guna 
membantu masyarakat agar bisa segera me-
lunasi tunggakan rekening air mereka tanpa 
harus memikirkan jumlah denda yang akan 
dikenakan. ‘’Namun ini hanya berlaku hingga 
30 Desember 2020 mendatang. Makanya kita 
berharap kepada seluruh masyarakat untuk 
segera melakukan pelunasan tunggakan,’’ 
demikian Orin.(dtk)

Tiga Kasus Dugaan 
Money Politic Dihentikan

CURUP – Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong (RL) me-
nyebutkan, tiga laporan kasus dugaan money 
politic yang mereka terima, sudah dihentikan. 
Hal ini lantaran dari hasil tindak lanjut, tiga 
laporan tersebut unsurnya bebelum memenuhi, 
baik itu saksi maupun barang bukti.

Diantaranya, dugaan money politik dua 
laporan di Kecamatan Selupu Rejang dan 
laporan dari Kecamatan Curup Utara. Saat ini 
Bawaslu Kabupaten RL masih memproses dua 
laporan dugaan money politic lainnya yang 
ada di wilayah Kecamatan Kota Padang dan 
Kecamatan Curup Timur. ‘’Beberapa laporan 
sudah kita hentikan prosesnya karena belum 
memenuhi unsur dan untuk yang Kota Padang 
serta Kampung Melayu masih dalam proses,’’ 
sampai Ketua Bawaslu Kabupaten RL Dodi 
Hendra Supiarso, SE kemarin.

Selain laporan dugaan money politic saat 
menjelang pencoblosan, sambung Dodi, 
mereka juga memproses beberapa dugaan 
keterlibatan ASN dalam pilkada Kabupaten RL. 
Dimana dua diantaranya sudah ada yang selesai 
dan sudah ada yang disampaikan ke Komite 
Aparatur Sipil Negara (KASN).(dtk)

CURUP – Satuan Res-
erse Kriminal (satreskrim) 
P o l re s  R e j a n g  L e b o n g 
(RL) Polda Bengkulu ma-
sih melakukan upaya un-
tuk mengidentifikasi para 
pelaku perampokan. Di-
mana perampokan terjadi 
pada malam sebelum hari 
pencoblosan atau Selasa 
(8/12) malam lalu di lo-
kasi Indomaret Kelurahan 
Talang Rimbo Baru Keca-
matan Curup Tengah.

Untuk diketahui, akibat 
perampokan tersebut, dua 
unit hanphone milik kary-
awan Indomaret berhasil 
dibawa kabur perampok. 
Termasuk uang tunai dari 

berangkas Indomaret sebe-
sar leih kurang Rp 36 juta 
juga berhasil dibawa kabur 
para perampok yang diduga 
menggunakan senjata api 
(Senpi) saat beraksi.

Diungkapkan Kapolres RL 
AKBP Puji Prayitno, S.IK, 
MH melalui Kasat Reskrim 
AKP Ahmad Musrin Muzni, 
SH, S.IK kepada RB kemarin, 
mereka sudah memeriksa 
saksi-saksi dilokasi kejadian, 
termasuk karyawan Indo-
maret yang menjadi korban 
perampokan. Selain itu, 
mereka juga melakukan 
pemeriksaan CCTV yang ter-
pasang di Indomaret terse-
but.(dtk)

Polisi Identifikasi 
Pelaku Perampokan



telepon penting
call Center Polsek Karang Tinggi : 

Perwira PengHubung   :                     081278617339

RSUD  Benteng	 :                     081368965552

Pos A Nakau	 :                     085279125960

Pos B Meringgi Sakti    :                      085279125930
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BENTENG

Naik Rp 9 Ribu
BENTENG – Berdasarkan Su-

rat Keputusan (SK) Gubernur 
Bengkulu nomor E.376.DK-
KTRANS tahun 2020, besaran 
Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) Bengkulu Tengah (Ben-
teng) tahun 2021 ditetapkan 
sebesar Rp 2,3 juta. Naik Rp 
9.000 dari UMK tahun ini yang 
hanya Rp 2,291 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) Benteng, H. Masdar 
Helmi, SE membenarkan, peri-
hal SK yang sudah dikeluar-
kan oleh Gubernur Bengkulu 
mengenai UMK Benteng tahun 
2021 mendatang. Dari SK yang 
dikeluarkan oleh Gubernur 
tersebut, memang UMK Ben-
teng mengalami kenaikan 
menjadi Rp 2,3 juta.

“Dari total tersebut UMK 
Benteng mengalami kenaikan 
sebesar Rp 9 ribu, sebab pada 
tahun sebelumnya UMK Ben-
teng di angka, Rp 2.291.000. 
dengan sudah diterbitkannya 
SK yang ditetapkan, maka 
selanjutnya akan disosialisasi-
kan ke seluruh perusahaan 

yang ada di Benteng. Bahkan 
pihaknya meminta agar buruh 
dapat melaporkan jika terjadi 
kendala dalam perusahaan,” 
jelasnya.

Dia menambahkan, jika kes-
ejahteraan para buruh dipikir-
kan tanpa mengesampingkan 
komponen pertimbangan lain-
nya. UMK yang ditetapkan saat 
ini sudah harus ditaati oleh 
seluruh perusahaan yang ada 
di Benteng, semua ini untuk 
menghindari terjadinya per-
masalahan dikemudian hari.

“Dengan sudah ditetapkan-
nya keputusan Gubernur ini, 
maka Keputusan Gubernur 
Bengkulu Nomor: N.503. NA-
KERTRAN Tahun 2019 tang-
gal 21 November tahun 2019, 
tentang UMK Kabupaten Ben-
teng tahun 2020 dicabut dan 
sudah tidak diberlakukan lagi. 
Kemudian untuk kenaikan 
UMK pada tahun 2021 ini 
sudah berlaku sejak 1 Januari 
2021 mendatang,” demikian 
Masdar.

Di tempat berbeda, Ketua 
FSPPP SPSI Benteng, Haulan 
Ismadi mengungkapkan, ka-
lau ia cukup menyayangkan 

angka penetapan yang dike-
luarkan tidak sesuai dengan 
harapan yakni Rp 2,45 juta, 
karena kenaikan UMK ini ter-
bilang sangat kecil dan tidak 
sesuai dengan yang diharapan. 
Akan tetapi meskipun begitu, 
pihaknya tidak ingin adanya 
kericuhan dan meminta se-
luruh buruh dapat menerima 
besaran yang ada.

“Kalau merasa puas tentu 
tidak, karena belum sesuai 
dengan usulan yang diharap-
kan. Tapi karena sudah di SK 
kan, kita mengimbau dan ber-
harap kepada para perusahan 
dan pelaku usaha yang ada di 
Benteng agar dapat menerap-
kan semua yang sudah ditetap-
kan oleh Gubernur ini perihal 
kenaikan UMK ini,” ujarnya.

Haulan mengungkapkan, 
tahun depan, pihaknya akan 
kembali mengusulkan kenai-
kan besaran UMK sembari 
melihat angka inflasi dan kebu-
tuhan hidup layak masyarakat. 
“Karena kita akan terus mem-
perjuangkan kesejahteraan 
dari para buruh, terutama 
dalam menetukan besaran 
UMK,” tutup Haulan. (jee)

UMK Benteng 
2021 Rp 2,3 Juta Jika Tak Miliki 

Ijazah SMA
BENTENG - Bank Beng-

kulu Cabang Karang Ting-
gi Bengkulu Tengah (Ben-
teng) tidak bisa memberi-
kan pinjaman uang pada 
perangkat desa yang tidak 
memiliki ijazah SMA sed-
erajat. Ini mengacu pada 
Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) No-
mor 67 Tahun 2017 ten-
tang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 
Desa.

Kabag Pemasaran dan 
Kredit, Cabang Karang 
Tinggi Benteng, Rika Ros-
ita, SH mengatakan, kalau 
Bank Bengkulu mengacu 
terhadap Permendagri 
Nomor 67 Tahun 2017 
tersebut. Sebab di Per-
mendagri tersebut dia-
tur, kepala Desa minimal 
harus berpendidikan SMA 
untuk melengkapi semua 
adminitrasi dalam penga-
juan peminjaman. Selain 
itu juga mengacu pada 
Perda Nomor 9 Tahun 
2020.

“ S e h i n g g a  d e n g a n 
adanya peraturan ini 
kita tidak bisa memver-
fikasi mereka untuk bisa 
mendapatkan pinjamam 
dari Bank Bengkulu. Se-
bab akan adanya kekha-
watiran apabila nanti 
mereka tidak menjabat 
dan diberhentikan kar-
ena tidak memiliki ijazah 
SMA, sehingga tidak bisa 
lagi membayar iuran pin-
jaman yang seharusnya 
mereka bayarkan,” jelas-
nya.

Dia menambahkan, 
apabila hal tersebut ter-
jadi, maka yang dirugi-
kan Bank Bengkulu. 
Sebab mereka sudah 
tidak menjadi perangkat 
desa dan akan lari dari 
kewajibannya. Apabila 
memang mereka ingin 
mendapatkan pinjaman, 
mereka harus terlebih 
dahulu menuntaskan 
pendidikan mereka un-
tuk mendapatkan ijazah 
SMA, apabila mereka 
sudah bisa melampirkan 
ijazah SMA, maka pinja-
man bisa diberikan.

“Sebab dalam penga-
juan pinjaman khusus 
perangkat desa, selain 
melampirkan SK perang-
kat desa, fotocopy slip 
gaji, mereka juga harus 
melampirkan ijazah SMA 
sederajat. Apabila tidak 
ada ijazah SMA, maka 
kita tidak bisa mencarikan 
atau menyetujui ajuan 
peminjaman dari mereka 
tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk diketa-
hui hingga saat ini untuk 
perangkat desa yang sudah 
dicarikan pinjamannya 
sebanyak 249 perangkat 
desa. “Dari 249 perangkat 
desa yang sudah dicarikan 
total anggaran yang sudah 
kita keluarkan sebesar 
Rp 13,4 milliar. Namun 
jumlah pencairan pinja-
man perangkat desa ini 
akan terus bertambah 
untuk kedepannya, kar-
ena hingga saat ini sudah 
banyak perangkat desa 
yang memasuki berkas ke-
pada kita untuk mengaju-
kan pinjaman,” demikian 
rika. (jee)

JERI/RB

PINJAMAN: Salah satu warga yang sedang bertransaksi keuangan di Bank Bengkulu.

Perangkat Desa Tak 
Bisa Ajukan Pinjaman

BENTENG –  Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kabu-
paten Bengkulu Tengah (Ben-
teng) mengklaim jika saat ini 
untuk Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari retribusi parkir yang 
dipungut Rp 28 juta. Pencapa-
ian tersebut masih kurang dari 
target sebesar Rp 38 juta. Hal 
ini diungkapkan langsung oleh 
Sekretaris Dishub Benteng, 
Sugeng Oswari. Dia menjelas-
kan, belum tercapainya PAD 
retribusi parkir hingga saat ini 
dikarenakan pandemi Covid-
19 yang melanda Kabupaten 
Benteng. Sebab pendapatan 
dari parkir ini menurun drastis 
jika dibandingkan pada tahun 
sebelumnya.

“Untuk target awal PAD parkir 
kita ini sebenarnya sebesar Rp 
52 juta per tahun. Akan tetapi 
dikarenakan Covid-19, target 
PAD retribusi parkir dikurangi 

hanya 38 juta pertahun. Na-
mun tetap saja target tersebut 
tetap saja tidak bisa tercapai 
karena kondisi yang membuat 
semuanya seperti sekarang,” 
jelasnya.

Dia menambahkan, tahun 
2021 mendatang, pihaknya 
juga sudah kembali menar-
getkan PAD retribusi parkir 
ini naik kembali menjadi Rp 
52 juta. Untuk mengimbangi 
target Dishub dalam menda-
patkan PAD retribusi parkir 
sebesar Rp 54 juta tersebut, 
pihaknya akan menambah 
zona parkir yang ada di Kabu-
paten Benteng saat ini.

“Pada saat ini untuk titik 
parkir yang ada di Benteng se-
banyak 16 titik. Dari 16 ti-
tik parkir tersebut kita akan 
menambahkan titik parkir 
sebanyak 16 titik lagi, seh-
ingga nantinya untuk jumlah 

titik parkir yang ada di Benteng 
sebanyak 32 titik. Ini harus di-
lakukan, sebab apabila hanya 
mengandalkan 16 titik parkir 
yang lama, target kita sebesar 
Rp 52 juta tersebut akan sulit 
tercapai,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam rencana 
penambahan titik parkir ini, 
Dishub sudah merencanakan 
penambahan di beberapa 
titik. Diantaranya seperti titik 
parkir yang ada di objek wisata 
di Kecamatan Taba Penanjung 
seperti objek Bukit Kandis.

“Kemudian beberapa titik di 
wisata Kecamatan Semidang 
Lagan, seperti air terjun di Desa 
Bukit dan beberapa titik lain-
nya. semoga dengan adanya 
penambahan titik parkir ini, 
kedepan kita bisa mencapai 
dan bahkan melampaui target 
yang sudah ditetapkan terse-
but,” tutup Sugeng. (jee)
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PARKIR: Salah satu parkir yang retribusinya dipungut oleh Dishub Benteng.

PAD Parkir Baru Rp 28 Juta BENTENG –  Pada saat 
penyaluran hak suara 
pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur 9 Desem-
ber lalu, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten 
Bengkulu Tengah (Ben-
teng) mendata, jika antu-
sias pemilih kategori dis-
abilitas sangat tinggi. Dari 
187 pemilih, 160 pemilih 
menggunakan hak suar-
anya.

Ketua KPU Benteng, Drs. 
Brotoseno mengatakan, 
dari 187 daftar pemilih 
disabilitas yang ada di 
Benteng, diketahui han-
ya 27 orang yang tidak 
menyalurkan hak suar-
anya atau memilih golput 
pada Pilgub beberapa 
hari yang lalu. Dikarena-
kan 160 orang pemilih 
disabilitas ikut berpartisi-
pasi dalam menyalurkan 
hak suaranya atau tidak 
golput.

“Apabila dipersentase-
kan, 85 persen pemilih 
disabilitas kita sudah ikut 
dalam menyalurkan hak 
suaranya. Dengan begini 
membuktikan jika par-
tisipasi pemilih disabili-
tas saat ini sangat tinggi. 
Meskipun pada hari H 
pencoblosan terjadi hu-
jan, namun mereka tetap 
ingin menyalurkan hal 
suaranya,” jelasnya.

Dia menambahkan, 
dari 11 Kecamatan un-

tuk rincian pemilih dis-
abilitas yang menyalur-
kan hak suaranya terdiri 
dari Kecamatan Karang 
Tinggi ada 18 pemilih 
disabilitas, Talang Empat 
ada 2 pemilih disabilitas, 
Pematang Tiga ada 48 
pemilih disabilitas, Pagar 
Jati ada 19 pemilih dis-
abilitas, Taba Penanjung 
10 pemilih disabilitas.

“Kemudian,  Mer igi 
Kelindang ada 14 pemilih 
disabilitas, Merigi Sakti 
ada 6 pemilih disabilitas, 
Pondok Kubang ada 18 
pemilih disabilitas, Bang 
Haji ada 13 pemilih dis-
abilitas, Semidang Lagan 
ada 12 pemilih disabili-
tas. Dari 11 Kecamatan 
tersebut hanya di Pondok 
Kelapa yang tidak ada 
pemilih disabilitasnya,” 
ujarnya.

Untuk diketahui, Ke-
camatan yang pemilih 
disabilitasnya menyalur-
kan suaranya 100 persen 
berada di Kecamatan Pe-
matang Tiga dan Merigi 
Sakti. “Karena di Pema-
tang Tiga ada 48 pemilih 
disabilitas yang terdaftar 
dan semuanya menyalur-
kan (hak pilihnya,red). 
Kemudian di Kecamatan 
Merigi Sakti ada 6 pemilih 
disabilitas yang terdaftar 
dan semuanya menyalur-
kan hak suaranya,” pung-
kasnya. (jee)

160 Pemilih Disabilitas 
Salurkan Hak Suara

Keputusan Pengelolaan 
Eks HGU PT BRI

BENTENG - Pemerintah Pusat dalam hal ini Ke-
menterian ATR BPN, akhir bulan ini akan mengam-
bil keputusan terkait usulan dari Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) 
untuk memanfaatkan lahan eks Hak Guna Usaha PT 
Bumi Raflesia Indah (BRI). Lahan yang diusulkan 
untuk dimanfaatkan tersebut seluas 398 hektare. 
Digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang 
ada di Benteng.

Hal ini diungkapkan langsung oleh, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Benteng, Edy Hermansyah, S.Sos, 
M.Sc, Ph.D. Ia mengatakan, untuk saat ini semua 
master plan pemanfaatan lahan tersebut sudah 
diserahkan Pemkab Benteng ke Kementerian ATR 
BPN. Saat ini Menteri ATR BPN sudah menyam-
paikan kepada Gubernur Bengkulu dan Pemkab 
Benteng bahwa dalam waktu dua minggu ini, pihak 
Kementerian akan memutuskan terkait pengajuan 
tersebut.

“Sejak Senin lalu (14/12), pihak Kementerian ATR 
BPN akan memperlajari terlebih dahulu terkait 
pengajuan kita dan master plan yang sudah kita 
berikan kepada mereka. Sehingga terhitung sejak 
Senin lalu, hingga dua minggu kedepan, mereka 
akan memperlajari dan kemudian akan memutus-
kan terkait pengajuan kita tersebut. Kemungkinan 
akhir bulan ini keputusan tersebut sudah kita 
terima,” ungkapnya.

Dia menambahkan, semua keputusan dan ke-
wenangan ada di Kementerian ATR BPN apakah 
pengajuan Pemkab bakal disetujui atau tidak. 
Pemkab Benteng berharap pengajuan mereka 
bisa disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Sebab 
Pemkab sudah merencanakan beberapa pemban-
gunan yang akan mendukung perkembangan dan 
kemajuan yang ada di Benteng.

“Kita sangat berharap sekali disetujui perihal 
pemanfaatan lahan tersebut, sebab kita sudah me-
rencanakan pembangunan Bengkulu Internasional 
Sport Center yang akan dibangun oleh Pemerintah 
Provinsi (Pemprov), kemudian pembangunan kam-
pus dua Universitas Bengkulu, kemudian yang ke-
tiga ada juga direncanakan pembangunan gedung 
pusat rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Badan 
Narkotika Nasional (BNN),” jelasnya.

Lanjutnya, untuk pembangunan pusat gedung 
rehabilitasi ini sama seperti yang ada di Bogor. Jadi 
di lahan eks HGU ini akan dibangun pusat rehabili-
tasi wilayah Sumatera, khusus wilayah pantai barat, 
sehingga gedung rehabilitasi ini nantinya bukan 
hanya untuk Bengkulu. Sehingga warga yang men-
jadi pecandu narkoba akan direhabilitasi di tempat 
yang sudah direncanakan dibangun tersebut.

“Terakhir kita juga akan merencanakan pemban-
gunan untuk kepentingan Pemkab Benteng seperti 
membangun beberapa sarpras gedung yang saat 
ini masih belum ada. Kemudian kita juga akan 
melakukan pembangunan pusat perekonomian 
kreatif, pariwisata berbasis ekonomi kreatif di lokasi 
tersebut. Semoga rencana yang sudah kita buat ini 
bisa terealisasis dengan disetujuinya pengajuan 
kita kepada Pemerintah pusat tersebut,” tutup 
Edy. (jee)

 

Terbitkan SE Larangan Berkumpul
BENTENG – Satpol PP Bengkulu Tengah (Ben-

teng), kemarin menerbitkan Surat Edaran (SE) 
Bupati Benteng nomor 12/73/B.1.Satpol PP, tentang 
penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau 
kerumunan. Tetapi, pesta pernikahan tetap diper-
bolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) yang sangat ketat.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R, SE, MM 
mengatakan, enam poin yang harus dipatuhi oleh 
setiap masyarakat. Pertama tidak menyediakan 
tempat berkumpul, pertemuan, hiburan dan tidak 
mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerama-
ian. Kedua, tidak mengadakan kegiatan perayaan 
menyambut tahun baru 2021.

“Kemudian ketiga tidak menyelenggarakan pasar 
malam atau konser musik. Keempat rumah iba-
dah, tempat hiburan, restoran, cafe dan lainnya, 
tetap dan wajib mematuhi protokol kesehatan 
(prokes) Covid-19. Kelima khusus restoran dan 
cafe buka maksimal pukul 21.00 WIB. Keenam bagi 
masyarakat yang memiliki resiko tinggi terpapar 
Covid-19 diminta menjauhi kerumunan dan lebih 
baik berdiam diri di rumah,” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan sudah dikeluarkannya 
SE ini, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian, 
TNI dan pemerintah kecamatan untuk mengawasi 
jelang pergantian tahun. Untuk memastikan tidak ada 
masyarakat yang menggelar perayaan menyambut ta-
hun baru (nataru) dengan mengadakan acara dengan 
mengumpulkan massa yang banyak. (jee)



di Era Adaptasi Baru
BENGKULU –  Pemprov 

Bengkulu diwakili Asisten 
III Setdaprov Gotri Suyanto 
mengikuti Rakornas Penera-
pan Digitalisasi Manajemen 
ASN di Era Adaptasi Baru 
secara virtual, di Ruang Rapat 
Kantor Gubernur Bengkulu, 
Kamis (17/12). 

Dikatakan Gotri Suyan-
to, digitalisasi manajemen 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam era kebiasaan baru di 
masa pandemi Covid-19 me-
mang sangat perlu. Menurut 
Gotri, dengan digitalisasi 
maka dapat mempermudah 
akses kebutuhan khususnya 
para ASN dalam menjalank-
an tugas dan fungsinya.

“Sehingga seluruh urusan 
yang berhubungan dengan 
kepegawaian dapat dilaku-
kan dengan sistem elektron-
ik,” kata Gotri usai mengikuti 
rakornas penerapan digital-
isasi manajemen ASN di era 
adaptasi baru secara vir-
tual, di Ruang Rapat Kantor 
Gubernur Bengkulu, Kamis 
(17/12).

Di Pemerintah Provinsi 
Bengkulu, lanjutnya, khusus-
nya di Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD), telah dilakukan sistem 
elektronik guna mempermudah proses 
adminstrasi kepegawaian. Hanya lagi, pi-
haknya akan terus meningkatkan kemam-
puan SDM untuk menjalankan aplikasi 
yang diminta oleh pemerintah pusat.

Gotri berharap dengan digitalisasi 
managemen ASN ini dapat lebih me-
ningkatkan kinerja para abdi negara di 
Provinsi Bengkulu, sehingga lebih efektif 
dan efisien. Di samping itu, jelasnya, 
dalam digitalisasi ASN ini maka perlu 
disiapkan kemampuan SDM di bidang 
tekhnologi dan informasi serta sarana dan  
prasarananya yang memadai.

“Selanjutnya, juga perlu adanya regu-
lasinya, sehingga proses dalam adminis-
trasi kepegawaian nantinya dapat lebih 
lancar dan benar,” tukasnya. 

Rakornas yang diselenggarakan Badan 
Kepegawaian Nasional (BKN) ini dibuka 
oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin 
dan dihadiri Menteri PAN/RB, Kepala BKN 

serta diikuti seluruh perwakilan Pemerin-
tah Provinsi se-Indonesia. Dalam amanat-
nya, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin 
mengatakan, digitalisasi managemen ASN 
ini merupakan bagian dari visi dan misi 
nasional yaitu reformasi birokrasi.

Untuk terwujudnya percepatan refor-
masi digitalisasi pemerintah maka harus 
difokuskan pada berbagai hal, baik pada 
sisi regulasinya maupun sisi sarana dan 
prasarana pendukungnya. Pertama, per-
cepatan penyelesaian regulasi serta pe-
doman dan standar teknis implementasi 
sistem pemerintah berbasis  elektronik. 
Kedua, percepatan penyelesaian pem-
bangunan dan pengembangan sarana 
infrastruktur digital. 

“Selanjutnya, pemetaan dan penye-
derhanaan struktur bisnis kementerian, 
lembaga dan pemerintah daerah serta 
peningkatan kompetensi ASN terutama 
dalam literasi digital untuk mewujudkan 
transformasi digital menuju transformasi 
digital dunia,” papar wapres.(key)

Personel Brimob 
Diminta Berikan 
Imbauan Prokes

Juga Harus Jaga Diri 
BENGKULU - Komandan Satuan (Dansat) 

Brimob Polda Bengkulu Kombes Pol. Sus-
nadi, S.IK mengingatkan personilnya untuk 
menjaga diri dan juga mengingatkan kepada 
masyarakat pentingnya penerapan protokol 

kesehatan (prokes) dimasa pandemi co-
vid-19 yang masih menjadi pandemi saat ini.

Pesan tersebut disampaikan Susnadi saat 
memimpin apel kesatuan bertempat di Ma-
kosat Brimob Polda Bengkulu. Dikatakan, 
apel kesatuan bertujuan mengecek kesiapan 
personel Satuan Brimob Polda Bengkulu 
dalam rangka mengantisipasi situasi konti-
jensi dimana personel harus selalu siap apa-
bila di tugaskan kapanpun dan dimanapun. 

“Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam 
mengantisipasi situasi kontijensi akan terus 
melaksanakan kesiapan kapanpun untuk 
digerakan. Selalu tingkatkan kewaspadaan 
dalam melaksanakan tugas serta selalu siap 
kapanpun, dimanapun apabila dibutuhkan,” 

pesannya.
Menyikapi situasi pandemi covid-19 yang 

setiap hari jumlah kasusnya mengalami 
peningkatan dia berharap agar seluruh 
personilnya dapat menjaga diri dengan baik 
serta menerapkan prokes agar dapat terhin-
dar dari penyebaran wabah ini.

Dia juga meminta agar personilnya meng-
ingatkan masyarakat agar senantiasa mener-
apkan prokes covid-19 baik memakai mask-
er, menjaga jarak dan mencuci tangan den-
gan menggunakan sabun dan air mengalir. 
“Kita harus menerapkan protokol kesehatan. 
Mari bersama-sama kita berdoa Kepada Al-
lah SWT, Tuhan yang Maha Esa agar wabah 
Covid-19 segera berakhir,” ungkapnya. (zie)
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Selama 
Pelaksanaan
Pilkada 2020

BENGKULU - Komisioner 
KPU Provinsi Bengkulu, 
Darlinsyah menyebut jika 
selama pelaksanaan proses 
Pilkada serentak di Beng-
kulu tak ada laporan adanya 
pelanggaran protokol kes-
ehatan (prokes). Ini disam-
paikan Darlinsyah kepada 
wartawan ditemui usai rapat 
pleno rekapitulasi suara 
Pilkada tingkat Provinsi 
bertempat di Hotel Mercure, 
Kamis (17/12).

Dijelaskannya, dalam 
pelaksanaan Pilkada diten-
gah kondisi pandemi cov-
id-19 yang luar biasa ini, se-
tiap tahapan dilaksanakan 
dengan menjunjung tinggi 
penerapan protokol kes-
ehatan (prokes). 

“Dengan kondisi yang luar 
biasa ini, kita juga tidak 
ada laporan pelanggaran 
protokol kesehatan. Karena 
prokes tetap kita junjung 
tinggi dan di lapangan juga 
tetap bersinergi,” ungkap 
Darlinsyah.

Sementara itu, Darlinsyah 
juga mengatakan bahwa 

Provinsi Bengkulu men-
jadi provinsi pertama se-
Indonesia yang menggelar 
rekapitulasi suara Pilkada. 
Sesuai jadwal tanggal yakni 
pada 16-20 Desember 2020. 
“Berarti hari ini termasuk 
hari kedua. Namun hari ini 
kita yang pertama meng-
gelar Pleno se-Indonesia, 
sedangkan Provinsi lain itu 
rata-rata besok yakni pada 
tanggal 18 Desember 2020,” 
terang Darlinsyah.

Disebutkannya, jika se-
benarnya berkaitan dengan 
rekapitulasi suara Pemili-
han Gubernur (Pilgub) dan 
Wakil Gubernur Bengkulu 
ini, sudah di clear-kan oleh 
KPU ditingkat Kabupaten/
Kota. Dimana dalam pelak-
sanaannya, seluruh hak 
pilih sudah terlindungi dan 
tidak ada halanga untuk 
mendapatkan hak pilihnya.

“Selama 3 hari setelah 
hasil pleno ditetapkan, 
maka Paslon berhak untuk 
menyampaikan tuntutan 
ke Mahkamah Konstitusi 
(MK), jika tidak ada maka 
tentu akan clear. Mudah-
mudahan Pleno yang dia-
gendakan sampai dengan 
tanggal 20 ini berjalan den-
gan baik dan tida ada ma-
salah,” pungkasnya. (zie)

BENGKULU - Satuan Tu-
gas Penanganan Covid-19 
(Satgas Covid-19) Satpol PP 
Provinsi Bengkulu  mengim-
bau masyarakat bijak me-
milih kegiatan untuk men-
gisi libur panjang di akhir 
tahun ini.

Kasat Pol PP Provinsi 
Bengkulu Muarlin  men-
gatakan, akan ada kemung-
kinan kegiatan yang menim-
bulkan kerumunan orang. 
Selain ada libur panjang di 
akhir tahun 2020 apalgi baru 
baru ini kota dan kabupaten 
telah mengeluarkan surat 
edaran larangan berkeru-
muanan.  Kami memahami 
masyarakat yang sudah mu-
lai jenuh dengan rutinitas 
yang hampir seluruhnya 
dihabiskan di dalam rumah. 

“Akan tetapi perlu saya 

ingatkan musuh kita belum 
hilang sepenuhnya, pande-
mi belum selesai,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut 
Muarlin, masyarakat perlu 
memiliki pertimbangan 
dalam memilih kegiatan 
di masa liburan panjang 
dengan kebijaksanaan yang 
dibangun dari masing-ma-
sing individu untuk sebisa 
mungkin meminimalisasi 
kontak dan kerumunan. 

“Selalu sadar perhatikan 
protokol kesehatan, apalagi 
kondisi rumah sakit sudah 
over kapasitas. Satgas beru-
saha mendorong pemda un-
tuk terus melakukan penga-
wasan kondisi pada tingkat 
provinsi dan kabupaten/
kota untuk menganalisis 
situasi yang lebih rinci,” 
ungkap.(hkm) 

Tak Ada 
Laporan 
Pelanggaran 
Prokes Covid

ARUL/RB

ARAHAN: Dansat Brimobda Bengkulu meminta anggotanya selalu siap siaga mengantisipasi apabila terjadi situasi kontijensi.

Bijak Pilih Kegiatan 
Saat Libur Panjang

Pelayanan Posbindu PTM 
Masih Belum Maksimal 

BENGKULU- Pos Binaan  
(Posbindu) Penyakit Ti-
dak Menular (PTM) 
merupakan peran ser-
ta masyarakat dalam 
melakukan kegiatan 
deteksi dini dan pe-
mantauan faktor risiko 
PTM Utama yang dilak-
sanakan secara terpadu, 
rutin, dan periodik. 

Kasi PTM Dinkes Provinsi Bengkulu Andi 
Aprianto mengatakan, selama masa pandemic 
covid-19 Kelompok PTM masih terhambat un-
tuk melakukan cek up. Penyakit tidak menular 
utama  biasanya meliputi diabetes melitus (DM), 
kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah 
(PJPD). Serta penyakit paru obstruktif kronis 
(PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan 
tindak kekerasan.

“Di Provinsi Bengkulu  sendiri sekitar 60 persen 
kasus kematian akibat Covid-19 adalah orang-
orang dengan penyakit komorbid dan lanjut usia. 
Kami juga belum bisa maksimal mengaktifkan 
kembali program Pos Binaan Terpadu Penyakit 
Tidak Menular (Posbindu-PTM) sebagai upaya 
menekan penyebaran Covid-19 yang ada di 
Provinsi Bengkulu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu cara penan-
ganan Covid-19 khususnya menekan angka ke-
matian akibat, akan melakukan pendataan pada 
kelompok usia renta dan warga yang memiliki 
penyakit bawaan. Beberapa penyakit bawaan 
yang kerap ditemui dalam kasus kematian pasien 
positif Covid-19, lanjut dia, yakni hipertensi, 
diabetes, ginjal, jantung dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, kami mengimbau untuk me-
waspadai penularan terhadap kelompok rentan 
yang terdiri dari lansia dan penderita penyakit 
bawaan,” jelas Andi.

Menurut dia, untuk menekan resiko pada ke-
lompok rentan, Dinkes akan akan melakukan 
pendataan dengan melibatkan aparat kecamatan 
dan desa serta petugas puskesmas. 

“Kepala desa dan camat akan mencatat siapa 
saja warganya yang usianya di atas 50 tahun serta 
yang punya penyakit bawaan seperti hipertensi, 
diabetes, jantung, asma, kanker dan gagal ginjal. 
Dari data itu, nanti puskesmas yang akan melaku-
kan pengobatan kepada mereka,” paparnya.

Dia berharap Posbindu-PTM kembali diak-
tifkan dengan sejumlah modifikasi. Sebelum-
nya, Posbindu-PTM hanya untuk pemantauan 
kesehatan, namun kali ini  juga diarahkan untuk 
penanganan penyakit. (hkm) 

Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN

Percepatan penye-
lesaian regulasi 
serta pedoman dan 
standar teknis 
implementasi 
sistem pemerintah 
berbasis  elektronik

PERWUJUDAN PERCEPATAN 
REFORMASI DIGITALISASI

Percepatan 
penyelesaian 
pemban-
gunan dan 
pengemban-
gan sarana 
infrastruktur 
digital. 

Pemetaan dan 
penyederha-
naan struktur 
bisnis kement-
erian, lembaga 
dan pemerintah 
daerah.

Peningkatan 
kapasitas dan 
kompetensi ASN 
terutama dalam 
literasi digital 
untuk mewujud-
kan transformasi 
digital menuju 
transformasi 
digital dunia.

BENGKULU - Anggota 
DPRD Provinsi Beng-
kulu, Edwar Samsi, 
S.IP, MM menyam-
paikan jika pihaknya 
m e l a k u k a n 
ku n ju n ga n 
k e r j a  k e 
K e m e n t -
erian Desa 
Pembangu-
nan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (KemendesP-
DTT). 

Ada banyak yang disam-
paikan wakil rakyat Provinsi 
Bengkulu tersebut ke pihak 
kementerian, salah satunya 
berkaitan dengan penan-
ganan wabah covid-19 di 
desa-desa. “Banyak hal yang 
kita sampaikan ke Kement-
erian terkait dana desa. Dari 
penjelasan pihak kement-
erian, dana desa itu tahun 
depan dialokasikan tetap, 
hanya saja prioritas peng-
gunaan anggarannya un-
tuk penanganan Covid-19,” 
jelas Edwar Samsi kepada 

wartawan, Ka-
mis (17/12).

Dijelaskan 
Edwar, hara-
pan pemerin-

tah pusat bah-
wa penangan-

an Covid-19 
yang masih 
m e n j a d i 

p a n d e m i 
saat ini dilakukan secara 
serentak dan lebih luas di 
seluruh penjuru Indonesia. 
Termasuk juga di desa-desa 
sehingga penyebaran ini 
dapat dihentikan. “Karena 
sasarannya mencegah pe-
nyebaran Covid-19 ini lebih 
luas,” ungkapnya.

Edwar menuturkan, awal-
nya program Presiden Joko 
Widodo mengenai dana 
desa ini adalah pemban-
gunan Indonesia dimulai 
dari desa. Namun karena 
terjadinya pandemi co-
vid-19, maka mau tidak 
mau penanganannya harus 
dilakukan.(zie)

Dana Desa Prioritaskan 
Penanganan Covid-19

EDWAR SAMSI
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